
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.294, 2021 KEMEN-LHK. Pengelolaan Limbah. Tata Cara. 

Persyaratan. Pencabutan. 
 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGELOLAAN LIMBAH  

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 449 huruf a 

sampai dengan huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengintegrasikan 

persetujuan teknis dan/atau surat kelayakan operasional 

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam 

Persetujuan Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara 

dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
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Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6634);  

4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 209); 

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN 

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN 

BERACUN. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya 

disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen 

lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak 

Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan 

Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup 

manusia dan makhluk hidup lain. 

2. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 

3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya 

disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau 

Kegiatan yang mengandung B3. 

4. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi 
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pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, 

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau 

penimbunan. 

5. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas 

yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona 

Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap 

Lingkungan Hidup. 

6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai 

dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu 

usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk 

digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan 

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta 

termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut 

UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan 

pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam 

bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat 

pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan 

Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah 

8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya 

disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari 

penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk 

melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan 

Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha 

dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan 

yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 

berbadan hukum. 

10. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena 

Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3. 

11. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang 
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melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum 

dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan 

Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3. 

12. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3. 

13. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3. 

14. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3. 

15. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3. 

16. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan 

Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 

dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang 

dihasilkannya. 

17. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan 

mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 

sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, 

Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3. 

18. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan 

kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang 

bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk 

yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, 

bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi 

kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 

19. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi 

dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat 

racun. 

20. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan 

Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud 

tidak membahayakan kesehatan manusia dan 

lingkungan hidup. 

21. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity 

Characteristic Leaching Procedure) yang selanjutnya 

disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk 

memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah. 

22. Uji Toksikologi Lethal Concentration-50 yang selanjutnya 
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disebut Uji Toksikologi LC50 adalah uji untuk mengukur 

konsentrasi Limbah yang menyebabkan kematian pada 

50% (lima puluh persen) hewan uji. 

23. Uji Toksikologi Lethal Dose-50 yang selanjutnya disebut 

Uji Toksikologi LD50 adalah uji hayati untuk mengukur 

hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan 

kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh 

persen) respon kematian pada populasi hewan uji. 

24. Produk Samping adalah produk sekunder yang 

dihasilkan dari suatu proses industri yang terintegrasi 

dengan proses yang menghasilkan produk utama bersifat 

pasti, dapat digunakan secara langsung tanpa proses 

lebih lanjut dan memenuhi syarat dan/atau standar 

produk. 

25. Kontrol Mutu adalah suatu proses untuk mendeteksi 

terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak 

sesuai dengan standar, dengan menggunakan indikator 

kualitas yang jelas dan pasti. 

26. Jaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan 

standar mutu pengelolaan secara konsisten dan 

berkelanjutan. 

27. Tim Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang 

selanjutnya disebut Tim Ahli adalah para ahli yang 

ditugaskan oleh Menteri untuk mengevaluasi 

permohonan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan 

Limbah B3, penetapan Limbah sebagai Limbah B3, dan 

penetapan Limbah B3 sebagai Produk Samping. 

28. Pengemasan Limbah B3 adalah cara menempatkan atau 

mewadahi Limbah B3 agar mudah dalam melakukan 

penyimpanan dan/atau pengumpulan dan/atau 

pengangkutan Limbah B3 sehingga aman bagi 

lingkungan hidup dan kesehatan manusia.  

29. Manifes Elektronik Pengangkutan Limbah B3 yang 

selanjutnya disebut Festronik adalah dokumen 

elektronik yang memuat pernyataan serah terima dan 

informasi mengenai Limbah B3.  

30. Sistem Pelacakan Pengangkutan Limbah B3 yang 
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selanjutnya disebut Silacak adalah sistem elektronik 

yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, 

menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau 

menyebarkan informasi elektronik tentang riwayat 

perjalanan pengangkutan Limbah B3.  

31. Multimoda adalah penggunaan lebih dari satu alat 

angkut Limbah B3 dalam 1 (satu) rangkaian 

pengangkutan berdasarkan 1 (satu) kontrak pengiriman.  

32. Global Positioning System Tracking yang selanjutnya 

disebut GPS Tracking adalah sistem untuk menentukan 

posisi suatu objek dengan bantuan penyelarasan sinyal 

satelit.  

33. Fasilitas Penimbusan Akhir Limbah B3 adalah fasilitas 

kegiatan Penimbunan Limbah B3 berupa lahan timbus 

yang telah memenuhi persyaratan teknis dan 

lingkungan. 

34. Tailing adalah zat padat berbutiran halus dan/atau zat 

cair yang tersisa dari proses pengolahan bijih mineral 

logam pada industri pertambangan.  

35. Termoklin adalah lapisan imajiner air laut diantara 

lapisan atas dan lapisan dibawahnya dimana suhu air 

laut cenderung turun sebesar 0,1°C/m (nol koma satu 

derajat celcius per meter) dengan bertambahnya 

kedalaman laut.  

36. Lumpur Bor adalah fluida yang dipakai dalam 

pengeboran yang terdiri dari bahan dasar atau bahan 

aditif, atau hasil campuran bahan dasar dan bahan 

aditif. 

37. Serbuk Bor adalah potongan buangan dari batuan 

formasi dan limbah cair yang diakibatkan dari hasil 

pengeboran.  

38. Uji Teratogenisitas adalah suatu pengujian untuk 

memperoleh informasi adanya abnormalitas fetus yang 

terjadi karena pemberian sediaan uji selama masa 

pembentukan organ fetus (masa organogenesis).  

39. Up Welling adalah adalah kenaikan massa air laut dari 

suatu lapisan dalam ke lapisan permukaan perairan 
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laut.  

40. Garis Pantai adalah garis yang merupakan batas 

pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat 

terjadi air laut pasang tertinggi. 

41. Ekspor Limbah B3 adalah kegiatan mengeluarkan 

Limbah B3 dari daerah pabean Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

42. Notifikasi Ekspor Limbah B3 adalah pemberitahuan 

terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada 

otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan 

perpindahan lintas batas Limbah B3. 

43. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan 

Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan 

persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah. 

44. Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 

yang selanjutnya disebut Persetujuan Teknis PLB3 

adalah bentuk persetujuan teknis Pengelolaan Limbah 

B3 dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 

berdasarkan standar Pengelolaan Limbah B3. 

45. Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan 

Limbah B3 yang selanjutnya disingkat SLO-PLB3 adalah 

surat kelayakan pemenuhan standar Pengelolaan 

Limbah B3 dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan 

Limbah B3. 

46. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

47. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

48. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya 

yang membidangi urusan pengelolaan Limbah B3 dan 
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Limbah nonB3. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara dan 

persyaratan: 

a. penetapan status Limbah B3; 

b. Pengurangan Limbah B3; 

c. Penyimpanan Limbah B3; 

d. Pengumpulan Limbah B3; 

e. Pengangkutan Limbah B3; 

f. Pemanfaatan Limbah B3; 

g. Pengolahan Limbah B3; 

h. Penimbunan Limbah B3; 

i. Dumping (Pembuangan) Limbah; 

j. perpindahan lintas batas Limbah B3; dan 

k. permohonan dan penerbitan Persetujuan Teknis PLB3 

dan SLO-PLB3. 

 

BAB II  

PENETAPAN STATUS LIMBAH  

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Penetapan status Limbah B3 dilakukan terhadap:  

a. Limbah B3 dari sumber spesifik: 

1. untuk dikecualikan dari Pengelolaan Limbah 

B3; atau 

2. sebagai Produk Samping, 

dan 

b. Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik 

Limbah B3 sebagai: 

1. Limbah B3; atau 

2. Limbah nonB3. 

(2) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (1) huruf a meliputi Limbah B3 dari Sumber 

Spesifik Umum dan Sumber Spesifik Khusus 

sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan Tabel 4 

Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634). 

 

Pasal 4 

(1) Penetapan status Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b 

dilakukan melalui uji karakteristik Limbah B3. 

(2) Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. mudah meledak;  

b. mudah menyala;  

c. reaktif; 

d. infeksius; 

e. korosif; dan/atau 

f. beracun melalui: 

1. uji TCLP; 

2. Uji Toksikologi LD50; dan 

3. uji toksikologi sub-kronis. 

 

Bagian Kedua 

Prosedur Uji Karakteristik Limbah  

Bahan Berbahaya dan Beracun 

 

Pasal 5 

Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan tahapan: 

a. pengambilan contoh uji; dan 

b. pelaksanaan uji karakteristik Limbah B3. 

 

Pasal 6 

Pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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5 huruf a dilakukan dengan metode: 

a. Standar Nasional Indonesia Nomor: SNI 6989.59:2008, 

Air dan air Limbah - Bagian 59: Metode Pengambilan 

Contoh Air Limbah, untuk pengambilan contoh uji 

Limbah B3 cair; dan/atau 

b. Standar Nasional Indonesia Nomor: SNI 8520:2018, Cara 

Pengambilan Contoh Uji Limbah Padat B3, untuk 

pengambilan contoh uji Limbah B3 padat. 

 

Pasal 7 

(1) Pelaksanaan uji karakteristik sebagaimana dimaksud 

Pasal 5 huruf b meliputi: 

a. uji karakteristik mudah meledak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan 

dengan metode uji Methods of Evaluating Explosive 

Reactivity of Explosive-Contaminated Solid Waste 

Substances-Report of Investigations 9217, Bureau 

of Mines, United States Department of The Interior; 

b. uji karakteristik mudah menyala sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan 

dengan metode uji: 

1. Standar Nasional Indonesia 7184.3:2011, 

Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya 

Beracun (B3) – Bagian 3: Cara Uji Titik Nyala 

Dalam Limbah Cair dan Semi Padat; atau 

2. metode 1030 – United States Environmental 

Protection Agency (US-EPA): Ignitability Of 

Solids; 

c. uji karakteristik reaktif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan 

metode uji: 

1. metode 1040 – United States Environmental 

Protection Agency (US-EPA): Test Method For 

Oxidizing Solids; dan 

2. metode 1050 – United States Environmental 

Protection Agency (US-EPA): Test Methods To 

Determine Substances Likely To Spontaneously 
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Combust; 

d. uji karakteristik infeksius sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan dengan 

metode Standard Methods for Examination of Water 

and Wastewater - American Public Health Association 

- American Water Works Association (APHA-AWWA): 

1. 9260, untuk bakteria; 

2. 9510, untuk virus enterik; dan  

3. 9610, untuk fungi, 

yang hasil ujinya dibandingkan dengan daftar 

mikroorganisme penyebab infeksi yang diterbitkan 

oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang 

kesehatan; 

e. uji karakteristik korosif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilakukan dengan 

metode uji: 

1. Standar Nasional Indonesia 06-6989.11: 2004, 

Air dan Air Limbah – Bagian 11: Cara Uji 

Derajat Keasaman (pH) dengan menggunakan 

alat pH meter, untuk Limbah B3 cair; 

2. metode 9045D – United States Environmental 

Protection Agency (US-EPA): Soil and Waste pH, 

untuk Limbah B3 padat; dan/atau 

3. metode 404: Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) Acute 

Dermal Irritation/Corrosion, untuk Limbah B3 

cair dan Limbah B3 padat; 

f. uji karakteristik beracun melalui uji TCLP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf 

f angka 1 dilakukan dengan metode uji 1311–United 

States Environmental Protection Agency (US-EPA): 

Toxicity Characteristic Leaching Procedure, terhadap 

parameter zat pencemar sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 

g. uji karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi 

LD50 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

huruf f angka 2 dilakukan dengan metode uji 
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Metode 425: Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD) Guideline For Testing Of 

Chemicals, Acute Oral Toxicity – Up and Down 

Procedure; dan 

h. uji karakteristik beracun melalui uji toksikologi 

sub-kronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2) huruf f angka 3 dilakukan dengan metode 

uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(2) Uji karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara berurutan. 

(3) Jika salah satu uji karakteristik Limbah B3 diketahui 

memenuhi karakteristik Limbah B3, urutan pengujian 

karakteristik Limbah B3 selanjutnya tidak perlu 

dilakukan. 

 

Pasal 8 

(1) Pelaksanaan uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib dilakukan di 

laboratorium terakreditasi. 

(2) Dalam hal belum terdapat laboratorium terakreditasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uji karakteristik 

Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan 

laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah 

memenuhi 

Standar Nasional Indonesia mengenai tata cara 

berlaboratorium yang baik. 

(3) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) harus melaksanakan metode uji karakteristik 

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

(4) Dalam hal metode uji karakteristik Limbah B3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat 

dilakukan, laboratorium menggunakan metode uji 

lainnya yang setara berdasarkan persetujuan Tim Ahli. 

(5) Pelaksanaan pengujian oleh laboratorium sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan 

sistem kontrol mutu dan jaminan mutu untuk: 
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a. pengambilan contoh uji; dan 

b. pelaksanaan uji karakteristik Limbah B3. 

 

Bagian Ketiga 

Struktur Tim Ahli 

 

Pasal 9  

(1) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) 

dibentuk oleh Menteri.  

(2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. ketua; 

b. sekretaris; dan 

c. anggota. 

 

Pasal 10  

(1) Ketua Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (2) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal.  

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 

untuk mengoordinasikan kerja Tim Ahli. 

 

Pasal 11  

(1) Sekretaris Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 ayat (2) huruf b dijabat oleh pimpinan tinggi pratama 

dibidang verifikasi Limbah B3.  

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertugas:  

a. membantu tugas ketua dalam mengoordinasikan 

kerja Tim Ahli; 

b. menata usaha bahan, surat, dokumen, dan data 

administratif lainnya yang terkait dengan kegiatan 

Tim Ahli;  

c. melakukan validasi kelengkapan dan kelayakan 

dokumen permohonan pengecualian Limbah B3 dari 

Pengelolaan Limbah B3;  

d. melakukan validasi kelengkapan dan kelayakan 

dokumen permohonan penetapan Limbah B3 dari 
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sumber spesifik sebagai Produk Samping;  

e. menjadwalkan dan memfasilitasi pertemuan 

evaluasi Tim Ahli;  

f. menyusun risalah pertemuan evaluasi Tim Ahli; 

g. menyiapkan bahan rekomendasi hasil evaluasi Tim 

Ahli kepada Menteri; dan 

h. mendokumentasikan seluruh kegiatan evaluasi yang 

dilakukan oleh Tim Ahli. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) sekretaris dibantu oleh sekretariat Tim Ahli 

yang pelaksananya berasal dari unit kerja yang 

bertanggung jawab di bidang pengelolaan Limbah B3 dan 

Limbah nonB3.  

(4) Sekretariat Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

 

Pasal 12  

(1) Anggota Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (2) huruf c meliputi ahli di bidang: 

a. toksikologi; 

b. kesehatan manusia; 

c. proses industri; 

d. kimia; 

e. biologi; dan 

f. pakar lain yang ditentukan oleh Menteri. 

(2) Dalam hal diperlukan pertimbangan dari sektor terkait, 

Menteri dapat melibatkan kementerian/lembaga 

pemerintah nonkementerian terkait. 

 

Pasal 13  

(1) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

melakukan evaluasi dengan ketentuan:  

a. melalui pertemuan yang dipimpin oleh ketua Tim 

Ahli; 

b. dihadiri oleh anggota Tim Ahli; dan 

c. dihadiri oleh pemohon, untuk evaluasi Limbah B3: 

1. dari sumber spesifik untuk dikecualikan dari 
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Pengelolaan Limbah B3; atau  

2. untuk ditetapkan sebagai Produk Samping. 

(2) Dalam hal:  

a. ketua Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a berhalangan hadir, pertemuan evaluasi 

dipimpin oleh sekretaris atau anggota yang ditunjuk 

oleh ketua Tim Ahli;  

b. anggota Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b berhalangan hadir, anggota Tim Ahli 

menyampaikan: 

1. keterangan ketidakhadiran; dan 

2. tanggapan dan masukan secara tertulis kepada 

ketua melalui sekretariat Tim Ahli, 

dan/atau 

c. pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c tidak hadir, pemohon memberi kuasa 

kepada wakilnya untuk menghadiri dan mengambil 

keputusan dalam pertemuan evaluasi. 

 

Pasal 14  

(1) Setiap hasil pertemuan evaluasi Tim Ahli disusun dalam 

bentuk risalah.  

(2) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh pimpinan rapat, anggota Tim Ahli 

yang hadir, dan pemohon atau yang mewakili. 

(3) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

dasar penyusunan rekomendasi Tim Ahli. 

 

Bagian Keempat 

Penetapan Status Limbah untuk Limbah yang Terindikasi 

Memiliki Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

 

Pasal 15  

(1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal melakukan uji 

karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah yang 

terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3.  

(2) Uji karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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harus menggunakan metode pengambilan contoh uji dan 

metode uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 dan Pasal 7. 

(3) Hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen 

yang memuat: 

a. penjelasan mengenai Limbah yang dilakukan uji 

karakteristik Limbah B3; 

b. penjelasan mengenai bahan baku, proses produksi, 

dan proses dihasilkannya limbah; 

c. penjelasan mengenai metode pengambilan contoh 

uji dan metode uji karakteristik Limbah B3; 

d. salinan sertifikat hasil uji karakteristik Limbah B3 

yang diterbitkan oleh laboratorium uji; dan 

e. dokumentasi pengambilan contoh uji dan 

pelaksanaan uji karakteristik Limbah B3. 

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun 

dengan menggunakan format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 16  

(1) Direktur Jenderal selaku ketua Tim Ahli 

mengoordinasikan evaluasi dokumen hasil uji 

karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (3). 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui identifikasi dan analisis terhadap: 

a. kesesuaian proses produksi, bahan baku dan/atau 

bahan penolong dengan Limbah yang diuji; 

b. ketepatan penerapan metode dan kesahihan hasil 

pengambilan contoh uji Limbah; 

c. ketepatan penerapan metode dan kesahihan hasil 

uji karakteristik Limbah B3; dan 

d. sertifikat hasil uji karakteristik Limbah B3 yang 

diterbitkan oleh laboratorium uji. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
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paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil uji 

karakteristik Limbah B3 diketahui. 

 

Pasal 17  

(1) Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Ahli menerbitkan 

rekomendasi penetapan Limbah sebagai: 

a. Limbah B3 kategori 1; 

b. Limbah B3 kategori 2; atau  

c. Limbah nonB3. 

(2) Rekomendasi penetapan Limbah sebagai Limbah B3 

kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diterbitkan jika hasil uji karakteristik Limbah B3 

menunjukkan bahwa Limbah: 

a. memiliki karakteristik mudah meledak, mudah 

menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif; 

b. memiliki nilai konsentrasi zat pencemar lebih besar 

atau sama dengan konsentrasi zat pencemar TCLP-

A, untuk karakteristik beracun melalui uji TCLP; 

dan/atau 

c. memiliki nilai LD50 lebih kecil atau sama dengan 50 

mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat 

badan hewan uji, untuk karakteristik beracun 

melalui Uji Toksikologi LD50.  

(3) Rekomendasi penetapan Limbah sebagai Limbah B3 

kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

diterbitkan jika hasil uji karakteristik Limbah B3 

menunjukkan bahwa Limbah: 

a. memiliki nilai konsentrasi zat pencemar yang 

memenuhi ketentuan: 

1. lebih kecil atau sama dengan nilai konsentrasi 

zat pencemar TCLP-A; dan 

2. lebih besar dari nilai konsentrasi zat pencemar 

TCLP-B,  

untuk karakteristik beracun melalui uji TCLP; 

b. memiliki nilai LD50 yang memenuhi ketentuan: 

1. lebih besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram 

per kilogram) berat badan hewan uji; dan 
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2. lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg 

(lima ribu miligram per kilogram) berat badan 

hewan uji, 

untuk karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi 

LD50; 

dan 

c. memiliki karakteristik beracun melalui uji 

toksikologi sub-kronis berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap pertumbuhan, akumulasi 

atau biokonsentrasi, studi perilaku respon antar 

individu hewan uji, dan histopatologis. 

(4) Rekomendasi penetapan Limbah sebagai Limbah nonB3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan 

jika hasil uji karakteristik Limbah B3 menunjukkan 

bahwa Limbah: 

a. tidak memiliki karakteristik mudah meledak, 

mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau 

korosif; 

b. memiliki nilai konsentrasi zat pencemar sama 

dengan atau lebih kecil dari nilai konsentrasi zat 

pencemar TCLP-B, untuk karakteristik beracun 

melalui uji TCLP; 

c. memiliki nilai LD50 lebih besar dari 5000 mg/kg 

(lima ribu miligram per kilogram) berat badan 

hewan uji, untuk karakteristik beracun melalui Uji 

Toksikologi LD50; dan 

d. tidak memiliki karakteristik beracun melalui uji 

toksikologi sub-kronis berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap pertumbuhan, akumulasi 

atau biokonsentrasi, studi perilaku respon antar 

individu hewan uji, dan histopatologis. 

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat: 

a. identitas Limbah; 

b. dasar pertimbangan rekomendasi; dan 

c. kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji 

karakteristik Limbah. 
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(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja sejak hasil evaluasi terhadap laporan hasil uji 

karakteristik Limbah B3 diketahui. 

 

Pasal 18  

(1) Menteri melakukan rapat koordinasi dengan 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang 

memberikan izin Usaha dan/atau Kegiatan atau yang 

melakukan pembinaan terhadap Usaha dan/atau 

Kegiatan untuk membahas rekomendasi Tim Ahli 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6). 

(2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menjadi dasar Menteri dalam menetapkan Limbah 

sebagai: 

a. Limbah B3 kategori 1; 

b. Limbah B3 kategori 2; atau  

c. Limbah nonB3. 

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

sedikit memuat: 

a. dasar pertimbangan penetapan; dan 

b. penetapan Limbah menjadi Limbah B3 berdasarkan 

kategorinya atau Limbah nonB3. 

 

Bagian Kelima 

Penetapan Status Limbah bagi Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun yang akan Dikecualikan dari Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 19  

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber 

spesifik dapat dikecualikan dari kewajiban melakukan 

Pengelolaan Limbah B3. 

(2) Limbah B3 yang dapat dikecualikan sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum 

sebagaimana tercantum dalam Tabel 3; dan 

b. Limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus 

sebagaimana tercantum dalam Tabel 4,  

Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634). 

(3) Terhadap Limbah B3 tertentu dari sumber spesifik 

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dapat dilakukan penyederhanaan prosedur uji 

karakteristik Limbah B3. 

(4) Limbah B3 tertentu sebagaimana pada ayat (3) meliputi: 

a. fly ash, dari proses pembakaran batubara pada 

fasilitas stoker boiler; 

b. bottom ash, dari proses pembakaran batubara pada 

fasilitas stoker boiler; dan 

c. spent bleaching earth, dari proses industri 

oelochemical dan/atau pengolahan minyak hewani 

atau nabati. 

 

Pasal 20  

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 

dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan: 

a. berasal dari proses produksi yang bersifat tetap dan 

konsisten; 

b. menggunakan bahan baku dan/atau bahan penolong 

yang bersifat tetap dan konsisten; dan 

c. Limbah B3 yang dihasilkan bersifat tetap dan konsisten. 
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Paragraf 2 

Pengecualian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari 

Sumber Spesifik Umum dan Sumber Spesifik Khusus 

 

Pasal 21  

(1) Untuk dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3, 

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a 

harus mengajukan permohonan kepada Menteri. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dilengkapi dengan: 

a. salinan dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah 

disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

b. salinan akta pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; 

dan 

c. dokumen kerangka acuan, yang paling sedikit 

memuat: 

1. profil pemohon; 

2. tujuan pengecualian; 

3. deskripsi yang menyatakan bahan baku 

dan/atau bahan penolong, proses produksi 

yang digunakan, dan Limbah B3 yang 

dihasilkan bersifat tetap dan konsisten; 

4. nama dan kode Limbah B3 yang diajukan 

untuk pengecualian Limbah B3; 

5. metode pengambilan contoh uji; 

6. metode uji karakteristik;  

7. salinan sertifikat akreditasi laboratorium untuk 

setiap parameter uji karakteristik, atau salinan 

bukti penerapan prosedur tata cara 

berlaboratorium yang baik berdasarkan 

Standar Nasional Indonesia, untuk 

laboratorium yang belum terakreditasi; dan 

8. rencana pengelolaan lanjutan terhadap Limbah 

B3 yang diajukan pengecualian Limbah B3 dari 

Pengelolaan Limbah B3. 
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(3) Tujuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c angka 2 memuat: 

a. latar belakang pengusulan pengecualian; 

b. pertimbangan pengusulan pengecualian; 

c. rencana pemanfaatan; dan 

d. manfaat pengecualian. 

(4) Metode pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c angka 5, dan metode uji 

karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

c angka 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. 

 

Pasal 22  

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 

dan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

ayat (2) huruf c disusun dengan menggunakan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 23  

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal 

untuk melakukan validasi. 

(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan cara memastikan kelengkapan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). 

(3) Dalam hal hasil validasi menunjukkan: 

a. persyaratan lengkap, Direktur Jenderal selaku 

ketua Tim Ahli mengoordinasikan evaluasi kerangka 

acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 

(2) huruf c; atau 

b. persyaratan tidak lengkap, Direktur Jenderal 

menolak permohonan Pengecualian Limbah B3 dari 

Pengelolaan Limbah B3 disertai dengan alasan 

penolakan. 

(4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan 

diterima. 
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Pasal 24  

(1) Evaluasi kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui 

identifikasi dan analisis terhadap: 

a deskripsi proses produksi pada Usaha dan/atau 

Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dari 

sumber spesifik; 

b deskripsi bahan baku dan/atau bahan penolong 

yang digunakan dalam proses produksi; 

c metode pengambilan contoh uji Limbah B3; 

d metode uji karakteristik Limbah B3;  

e salinan sertifikat akreditasi laboratorium untuk 

setiap parameter uji karakteristik, atau salinan 

bukti penerapan prosedur tata cara berlaboratorium 

yang baik berdasarkan Standar Nasional Indonesia, 

untuk laboratorium yang belum terakreditasi; dan 

f rencana pengelolaan lanjutan terhadap Limbah B3 

yang diajukan pengecualian Limbah B3 dari 

Pengelolaan Limbah B3. 

(2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Tim Ahli memberikan saran, pendapat, dan 

tanggapan berupa: 

a kesesuaian proses produksi, bahan baku dan/atau 

bahan penolong dengan Limbah B3 yang diajukan 

proses pengecualian dari pengelolaan Limbah B3; 

b ketepatan metode pengambilan contoh uji Limbah 

B3; 

c ketepatan metode uji karakteristik Limbah B3; 

d rencana pengelolaan lanjutan terhadap Limbah B3 

yang diajukan pengecualian Limbah B3 dari 

Pengelolaan Limbah B3; 

e pertimbangan sesuai dengan kaidah ilmu 

pengetahuan; dan 

f kelayakan Limbah B3 untuk dikecualikan dari 

Pengelolaan Limbah B3. 

(3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Tim Ahli dapat menentukan: 
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a. jenis uji karakteristik Limbah B3 yang harus 

dilakukan oleh Setiap Orang; dan  

b. laboratorium yang telah menerapkan prosedur tata 

cara berlaboratorium yang baik berdasarkan 

Standar Nasional Indonesia, dalam hal uji 

karakteristik Limbah B3 menggunakan 

laboratorium yang belum terakreditasi. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil 

validasi menunjukkan persyaratan lengkap.  

 

Pasal 25  

(1) Dalam hal hasil evaluasi berupa: 

a. persetujuan, Direktur Jenderal menerbitkan surat 

persetujuan kerangka acuan; atau  

b. penolakan, Direktur Jenderal menerbitkan surat 

penolakan kerangka acuan kepada pemohon 

disertai dengan alasan penolakan. 

(2) Surat persetujuan kerangka acuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat 

kesepakatan tentang ruang lingkup pengambilan contoh 

uji dan uji karakteristik Limbah B3 yang telah disetujui 

untuk dilaksanakan. 

 

Pasal 26  

(1) Direktur Jenderal memberikan kesempatan 1 (satu) kali 

kepada pemohon yang mendapat surat penolakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b 

untuk menyempurnakan dan menyampaikan kembali 

kerangka acuan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim 

Ahli. 

(2) Waktu penyempurnaan dan penyampaian kembali 

kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak termasuk waktu yang digunakan Tim Ahli dalam 

melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24 ayat (4). 
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Pasal 27  

(1) Setelah diterbitkan surat persetujuan kerangka acuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a 

pemohon dapat melakukan uji karakteristik Limbah B3 

sesuai dengan kerangka acuan yang disetujui. 

(2) Hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada 

Menteri.  

(3) Laporan hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 28  

(1) Terhadap laporan hasil uji karakteristik Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Menteri 

menugaskan Tim Ahli untuk melakukan evaluasi. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui identifikasi dan analisis terhadap: 

a. ketepatan penerapan metode dan kesahihan hasil 

pengambilan contoh uji Limbah B3; 

b. ketepatan penerapan metode dan kesahihan hasil 

uji karakteristik Limbah B3; 

c. dokumen sistem Kontrol Mutu dan Jaminan Mutu 

untuk: 

1. pengambilan contoh uji; dan 

2. pelaksanaan uji karakteristik Limbah B3; 

d. salinan sertifikat hasil uji karakteristik Limbah B3 

yang diterbitkan oleh laboratorium uji; 

e. dokumentasi pengambilan contoh uji dan 

pelaksanaan uji karakteristik Limbah B3; dan 

f. rencana pengelolaan lanjutan yang diajukan setelah 

Limbah B3 dikecualikan dari Pengelolaan Limbah 

B3. 

(3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) Tim Ahli dapat memberikan saran, pendapat dan 

tanggapan berupa: 
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a. rencana pengelolaan lanjutan yang tepat terhadap 

Limbah B3 yang diajukan pengecualian Limbah B3 

dari Pengelolaan Limbah B3; dan/atau 

b. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Menteri 

memberikan penugasan. 

 

Pasal 29  

(1) Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Ahli menerbitkan 

rekomendasi berupa: 

a. persetujuan; atau  

b. penolakan. 

(2) Rekomendasi berupa persetujuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan jika hasil 

evaluasi menunjukkan Limbah B3: 

a. tidak memiliki karakteristik mudah meledak, 

mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau 

korosif; 

b. memiliki nilai konsentrasi zat pencemar sama 

dengan atau lebih kecil dari nilai konsentrasi zat 

pencemar TCLP-B, untuk karakteristik beracun 

melalui uji TCLP; 

c. memiliki nilai LD50 lebih besar dari 5000 mg/kg 

(lima ribu miligram per kilogram) berat badan 

hewan uji, untuk karakteristik beracun melalui Uji 

Toksikologi LD50; dan 

d. tidak memiliki karakteristik beracun melalui uji 

toksikologi sub-kronis berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap pertumbuhan, akumulasi 

atau biokonsentrasi, studi perilaku respon antar 

individu hewan uji, dan histopatologis. 

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling sedikit memuat: 

a. identitas pemohon; 

b. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik yang akan 

dikecualikan; 
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c. dasar pertimbangan rekomendasi; 

d. kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji 

karakteristik Limbah B3; dan 

e. pengelolaan lanjutan yang tepat terhadap Limbah 

B3 yang telah dikecualikan dari Pengelolaan Limbah 

B3. 

(4) Rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b diterbitkan jika hasil evaluasi 

menunjukkan Limbah B3 tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 

(tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi terhadap laporan 

hasil uji karakteristik Limbah B3 diketahui. 

 

Pasal 30  

(1) Rekomendasi Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (5) menjadi dasar Menteri dalam 

menetapkan: 

a. Limbah B3 dikecualikan dari Pengelolaan Limbah 

B3; atau 

b. Limbah B3 tidak dikecualikan dari Pengelolaan 

Limbah B3. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat: 

a. dasar pertimbangan penetapan; 

b. penetapan persetujuan atau penolakan 

pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah 

B3; dan 

c. ketentuan mengenai kewajiban pengelolaan lebih 

lanjut terhadap Limbah B3 yang disetujui atau 

ditolak pengecualiannya. 

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 

rekomendasi diterima.  
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Paragraf 3 

Pengecualian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

Tertentu 

 

Pasal 31  

(1) Untuk dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3, 

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) harus 

mengajukan permohonan pengecualian Limbah B3 dari 

Pengelolaan Limbah B3 kepada Menteri. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dilengkapi dengan: 

a. salinan dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah 

disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

b. salinan akta pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; 

dan 

c. dokumen pengecualian Limbah B3 Tertentu yang 

paling sedikit memuat: 

1. tujuan pengecualian; 

2. deskripsi yang menyatakan bahan baku 

dan/atau bahan penolong, proses yang 

digunakan, dan Limbah B3 yang dihasilkan 

bersifat tetap dan konsisten; 

3. metode pengambilan contoh uji Limbah B3; 

4. metode uji karakteristik Limbah B3 untuk uji 

karakteristik beracun; 

5. sertifikat hasil uji karakteristik; 

6. sertifikat hasil uji kadar minyak, untuk jenis 

Limbah B3 berupa spent bleaching earth 

ekstraksi; 

7. salinan sertifikat akreditasi laboratorium untuk 

setiap parameter uji karakteristik, atau salinan 

bukti penerapan prosedur tata cara 

berlaboratorium yang baik berdasarkan 

Standar Nasional Indonesia, untuk 

laboratorium yang belum terakreditasi;  

8. dokumen sistem kontrol mutu dan jaminan 

mutu untuk: 
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a) pengambilan contoh uji; dan 

b) pelaksanaan uji karakteristik Limbah B3;  

dan 

9. rencana pengelolaan Limbah B3 Tertentu bila 

dikecualikan dari kewajiban Pengelolaan 

Limbah B3; 

(3) Tujuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c angka 1 meliputi: 

a. latar belakang pengusulan pengecualian; 

b. pertimbangan pengusulan pengecualian; 

c. rencana pemanfaatan; dan 

d. manfaat pengecualian. 

(4) Deskripsi terhadap proses produksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 paling sedikit 

memuat: 

a. alur proses produksi yang dilengkapi dengan neraca 

massa; 

b. jenis dan jumlah bahan baku dan/atau bahan 

penolong yang digunakan; dan 

c. jenis dan karakteristik kimia dan fisika untuk 

keseluruhan bahan baku dan/atau bahan penolong 

yang digunakan. 

(5) Metode pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c angka 3 dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6. 

(6) Metode uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 4 harus meliputi: 

a. uji TCLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf f; 

b. uji toksikologi LD50 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf g; dan 

c. uji toksikologi sub-kronis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf h. 

(7) Sertifikat hasil uji karakteristik sebagaimana dimaksud 

ayat (2) huruf c angka 5 paling sedikit memuat tentang: 

a. nama perusahaan; 
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b. jenis Limbah B3 yang diuji; 

c. metode pengujian;  

d. nama lokasi yang dilengkapi dengan koordinat 

pengambilan contoh uji; dan 

e. parameter uji. 

 

Pasal 32  

(1) Uji karakteristik Limbah B3 dengan metode sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) dilakukan secara 

berurutan. 

(2) Dalam hal salah satu uji karakteristik Limbah B3 

terpenuhi, pengujian karakteristik Limbah B3 

selanjutnya tidak perlu dilakukan. 

(3) Dalam hal pelaksanaan pengambilan contoh uji 

dilakukan sebelum terbitnya Standar Nasional Indonesia, 

metode pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 ayat (5) dilengkapi dengan surat 

pernyataan yang memuat: 

a. pelaksanaan pengambilan contoh uji sesuai dengan 

standar yang diakui secara internasional; dan 

b. waktu pelaksanaan pengambilan contoh uji. 

(4) Sertifikat hasil uji karakteristik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 ayat (7) merupakan setifikat yang 

diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi paling lama 5 

(lima) tahun sebelum pengajuan permohonan 

pengecualian Limbah B3. 

 

Pasal 33  

(1) Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 ayat (1) wajib dilakukan di laboratorium 

terakreditasi. 

(2) Laboratorium terakreditasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib memenuhi ketentuan uji karakteristik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(3) Dalam hal terdapat keterbatasan laboratorium uji 

karakteristik sub kronis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) uji dapat dilakukan di laboratorium yang 
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memiliki akreditasi setara yang berada di luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Pasal 34  

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 ayat (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal 

untuk melakukan validasi. 

(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan cara memastikan kelengkapan persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

(3) Dalam hal hasil validasi menunjukkan: 

a. persyaratan lengkap, Direktur Jenderal selaku 

ketua Tim Ahli mengoordinasikan pelaksanaan 

evaluasi dokumen pengecualian Limbah B3 Tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) 

huruf c; atau 

b. persyaratan tidak lengkap, Direktur Jenderal 

menolak permohonan Pengecualian Limbah B3 

Tertentu dari Pengelolaan Limbah B3 disertai 

dengan alasan penolakan. 

(4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan 

diterima. 

 

Pasal 35  

(1) Evaluasi dokumen pengecualian Limbah B3 tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a 

dilakukan melalui identifikasi dan analisis terhadap: 

a. kesesuaian proses produksi, bahan baku dan/atau 

bahan penolong dengan Limbah B3 tertentu yang 

diajukan proses pengecualian dari Pengelolaan 

Limbah B3; 

b. ketepatan penerapan dan kesahihan metode 

pengambilan contoh uji Limbah B3;  

c. ketepatan penerapan metode dan kesahihan uji 

karakteristik Limbah B3;  

d. salinan sertifikat hasil analisis karakteristik Limbah 
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B3 yang diterbitkan oleh laboratorium uji;  

e. dokumen sistem Kontrol Mutu dan Jaminan Mutu 

untuk: 

1. pengambilan contoh uji; dan 

2. pelaksanaan uji karakteristik Limbah B3;  

f. dokumentasi pengambilan contoh uji dan 

pelaksanaan uji karakteristik Limbah B3; dan 

g. rencana pengelolaan lanjutan yang diajukan 

terhadap Limbah B3 tertentu apabila dikecualikan 

dari Pengelolaan Limbah B3. 

(2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Tim Ahli melakukan pemberian saran, pendapat, 

dan tanggapan berupa: 

a. rencana pengelolaan lanjutan yang tepat terhadap 

Limbah B3 tertentu yang diajukan untuk 

dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3; dan 

b. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil 

validasi menunjukkan persyaratan lengkap. 

 

Pasal 36  

(1) Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Ahli menerbitkan 

rekomendasi berupa: 

a. persetujuan; atau 

b. penolakan. 

(2) Rekomendasi berupa persetujuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun jika hasil 

evaluasi menunjukkan Limbah B3 tertentu: 

a. memiliki nilai konsentrasi zat pencemar sama 

dengan atau lebih kecil dari nilai konsentrasi zat 

pencemar TCLP-B, untuk karakteristik beracun 

melalui uji TCLP; dan 

b. tidak memiliki karakteristik beracun melalui uji 

toksikologi sub-kronis berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap pertumbuhan, akumulasi 

atau biokonsentrasi, studi perilaku respon antar 
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individu hewan uji, dan histopatologis. 

(3) Rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b disusun jika hasil evaluasi: 

a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 ayat (1); dan/atau 

b. Limbah B3 tertentu tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 

(tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui. 

 

Pasal 37  

(1) Rekomendasi Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 ayat (4) menjadi dasar Menteri dalam 

menetapkan: 

a. Limbah B3 tertentu untuk dikecualikan dari 

Pengelolaan Limbah B3; atau  

b. Limbah B3 tertentu tidak dikecualikan dari 

Pengelolaan Limbah B3.  

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat: 

a. dasar pertimbangan penetapan; 

b. penetapan persetujuan atau penolakan 

pengecualian Limbah B3 Limbah B3 tertentu dari 

Pengelolaan Limbah B3; dan 

c. ketentuan mengenai pengelolaan lebih lanjut dari 

Limbah B3 tertentu yang disetujui atau ditolak 

pengecualiannya. 

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 

rekomendasi diterima. 

 

Pasal 38  

(1)  Penetapan pengecualian Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3): 

a. untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, juga 

berlaku untuk Limbah B3 yang telah disimpan pada 
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fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebelum 

penetapan diterbitkan; dan 

b. untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, juga 

berlaku untuk Limbah B3 yang telah ditimbun pada 

fasilitas Penimbusan Akhir sebelum penetapan 

diterbitkan. 

(2) Ketentuan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi fasilitas 

penimbusan akhir yang memenuhi ketentuan: 

a. berada di bawah penguasaan Penghasil Limbah B3; 

dan 

b. hanya digunakan untuk menimbun Limbah B3 yang 

diajukan untuk dikecualikan. 

 

Bagian Keenam 

Penetapan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  

Sebagai Produk Samping 

 

Pasal 39  

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber 

spesifik yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 

sebagai Produk Samping dapat mengajukan permohonan 

penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai 

Produk Samping kepada Menteri. 

(2) Limbah B3 yang dapat diajukan permohonan penetapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Limbah 

B3 dari sumber spesifik yang berasal dari satu siklus 

tertutup produksi yang terintegrasi. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi 

dengan: 

a. identitas pemohon; 

b. profil Usaha dan/atau Kegiatan; 

c. nama dan kode Limbah B3; 

d. bahan baku dan/atau bahan penolong produksi 

yang digunakan dalam proses yang menghasilkan 

Limbah B3 dari sumber spesifik; 
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e. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari 

sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan 

sebagai Produk Samping;  

f. nama Produk Samping yang diajukan; dan 

g. sertifikat standar produk yang dipenuhi yang 

ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga 

pemerintah nonkementerian yang membidangi 

Usaha dan/atau Kegiatan. 

 

Pasal 40  

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 ayat (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal 

untuk melakukan validasi. 

(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan cara memastikan kelengkapan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3). 

(3) Dalam hal hasil validasi menunjukkan: 

a. persyaratan lengkap, Direktur Jenderal selaku 

ketua Tim Ahli mengoordinasikan evaluasi 

permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber 

spesifik sebagai Produk Samping; atau 

b. persyaratan tidak lengkap, Direktur Jenderal 

menolak permohonan penetapan Limbah B3 dari 

sumber spesifik sebagai Produk Samping, disertai 

dengan alasan penolakan. 

(4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan 

diterima. 

 

Pasal 41  

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) 

huruf a dilaksanakan melalui identifikasi dan analisis 

terhadap: 

a. bahan baku dan/atau bahan penolong yang dari 

digunakan dalam proses produksi yang 

menghasilkan Limbah B3; 

b. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari 
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sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan 

sebagai Produk Samping; 

c. nama Produk Samping yang diajukan; dan 

d. sertifikat standar produk yang dipenuhi yang 

ditetapkan oleh Menteri atau kepala lembaga 

pemerintah nonkementerian yang membidangi 

Usaha dan/atau Kegiatan . 

(2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Tim Ahli dapat melakukan verifikasi 

lapangan untuk mengklarifikasi: 

a. bahan baku dan/atau bahan penolong yang 

digunakan dalam proses produksi yang 

menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; 

dan/atau 

b. proses produksi pada Usaha dan/atau Kegiatan  

yang menghasilkan Limbah B3 yang diajukan untuk 

ditetapkan sebagai Produk Samping, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil 

validasi menunjukkan persyaratan lengkap. 

 

Pasal 42  

(1) Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Ahli menerbitkan 

rekomendasi berupa: 

a. persetujuan; atau  

b. penolakan. 

(2) Rekomendasi berupa persetujuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan jika hasil 

evaluasi menunjukkan: 

a. penggunaan Limbah B3 dari sumber spesifik 

bersifat pasti dan konsisten;  

b. Limbah B3 dari sumber spesifik dihasilkan dari satu 

siklus tertutup produksi yang terintegrasi; 

c. Limbah B3 diproduksi sesuai dengan standar 

produk yang ditetapkan Menteri atau kepala 
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lembaga pemerintah nonkementerian yang 

membidangi Usaha dan/atau Kegiatan; dan 

d. Limbah B3 yang diproduksi memiliki rencana 

pengelolaan lanjutan. 

(3) Rekomendasi berupa persetujuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 

a. identitas pemohon; 

b. nama dan kode Limbah B3; 

c. dasar pertimbangan rekomendasi; dan  

d. kesimpulan hasil evaluasi. 

(4) Rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b diterbitkan jika hasil evaluasi 

menunjukkan Limbah B3 tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 

(tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui. 

 

Pasal 43  

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (5) digunakan menjadi dasar Menteri dalam 

menetapkan: 

a. Limbah B3 sebagai Produk Samping; atau 

b. Limbah B3 bukan sebagai Produk Samping. 

(2) Penetapan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit memuat: 

a. dasar pertimbangan penetapan; 

b. nama dan kode Limbah B3; 

c. penetapan persetujuan atau penolakan Limbah B3 

sebagai Produk Samping; 

d. ketentuan mengenai pengelolaan lebih lanjut dari 

Limbah B3 yang disetujui atau ditolak sebagai 

Produk Samping; dan  

e. masa berlakunya ketetapan, jika Limbah B3 

ditetapkan sebagai Produk Samping. 

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling lama 7 tujuh) hari kerja sejak 
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rekomendasi diterima. 

 

Pasal 44  

Setiap Orang yang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang 

telah ditetapkan sebagai Produk Samping, dikecualikan dari 

kewajiban memiliki Persetujuan Teknis PLB3. 

 

Pasal 45  

Berdasarkan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

43 ayat (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk 

memberikan rekomendasi penerbitan Nomor Pendaftaran 

Barang atas Produk Samping sebagai produk, kepada menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

perdagangan. 

 

Bagian Ketujuh 

Pelaporan dan Pemantauan 

 

Paragraf 1 

Pelaporan 

 

Pasal 46  

(1) Penghasil Limbah B3 wajib menyampaikan laporan 

secara tertulis kepada Menteri mengenai neraca massa 

dan kegiatan pengelolaan lanjutan terhadap Limbah B3:  

a. yang dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3; dan  

b. yang ditetapkan sebagai Produk Samping. 

(2) Neraca massa sebagaimana dalam ayat (1) terdiri dari: 

a. jenis dan volume Limbah B3 yang telah 

dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 atau 

Limbah B3 yang telah ditetapkan sebagai Produk 

Samping; dan 

b. pengelolaan lanjutan terhadap Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a.  

(3) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 

(satu) kali dalam 6 (enam) bulan. 
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Paragraf 2 

Pemantauan 

 

Pasal 47  

(1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan paling sedikit 

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap Limbah B3 

yang telah dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 dan 

yang telah ditetapkan sebagai Produk Samping. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan dan 

kewajiban yang tercantum dalam ketetapan status 

Limbah B3. 

(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai dasar evaluasi dan mengukur 

efektivitas pelaksanaan pengecualian dan/atau 

pemanfaatan Limbah B3 sebagai Produk Samping. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

 

Pasal 48  

(1) Menteri mencabut ketetapan pengecualian Limbah B3 

dari Pengelolaan Limbah B3, dan ketetapan Limbah B3 

sebagai produk samping dalam hal hasil pemantauan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) 

menunjukan: 

a. pemegang ketetapan pengecualian Limbah B3 

dan/atau Limbah B3 sebagai Produk Samping tidak 

dapat memenuhi persyaratan yang termuat dalam 

ketetapan;  

b. terdapat perubahan karakteristik Limbah B3 yang 

dihasilkan; dan/atau 

c. terdapat perubahan bahan baku dan/atau bahan 

baku tambahan. 

(2) Terhadap Limbah B3 yang ketetapannya dicabut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikelola 

kembali sebagai Limbah B3. 
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BAB III  

PENGURANGAN  

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

 

Pasal 49  

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib 

melakukan Pengurangan Limbah B3. 

(2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan melalui:  

a. substitusi bahan;  

b. modifikasi proses; dan/atau 

c. penggunaan teknologi ramah lingkungan. 

(3) Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dapat dilakukan melalui pemilahan bahan baku 

dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 

digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan 

penolong yang tidak mengandung B3. 

(4) Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dapat dilakukan melalui pemilahan dan 

penerapan proses produksi yang lebih efisien. 

 

Pasal 50  

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) wajib 

menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri 

mengenai pelaksanaan Pengurangan Limbah B3.  

(2) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 

(satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Pengurangan 

Limbah B3 dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2021, No. 294 
-41- 

BAB IV  

PENYIMPANAN  

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

 

Bagian Kesatu 

Umum  

 

Pasal 51  

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul 

Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, 

dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan 

Penyimpanan Limbah B3. 

(2) Penyimpanan Limbah B3 yang memiliki tingkat 

kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama 

dengan 1 Bq/cm2 (satu Becquerel per sentimeter persegi) 

dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:  

a. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap 

radionuklida anggota deret uranium dan thorium; 

atau  

b. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk 

kalium, 

wajib dilakukan intervensi paparan technologically 

enhanced naturally occurring radioactive material 

(TENORM) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 

melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya. 

(4) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang 

menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi: 

a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang 

diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, 

bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau 

Kegiatan wajib SPPL; dan/atau 

b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat 

dalam Persetujuan Lingkungan, bagi: 
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1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau 

Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan 

2. Instansi Pemerintah yang menghasilkan 

Limbah B3. 

 

Pasal 52  

Standar Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 51 ayat (4) huruf a meliputi: 

a. Limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan 

tertutup; 

b. memiliki lantai kedap air; 

c. dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3; 

d. Limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari 

bahan logam atau plastik; 

e. kemasan mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap 

berada di dalam kemasan; 

f. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya 

tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan/atau 

pengangkutan; dan 

g. kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak 

rusak. 

 

Pasal 53  

Rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b meliputi: 

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 

yang akan disimpan; 

b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat 

Penyimpanan Limbah B3; 

c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah 

B3; 

d. persyaratan lingkungan hidup ; dan 

e. kewajiban pemenuhan rincian teknis Penyimpanan 

Limbah B3. 

 

Pasal 54  

Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan: 
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a. tata cara Penyimpanan Limbah B3; dan 

b. pemantauan dan pelaporan.  

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Penyimpanan Limbah B3  

 

Paragraf 1 

Umum  

 

Pasal 55  

Tata cara Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54 huruf a meliputi: 

a. tempat Penyimpanan Limbah B3;  

b. cara Penyimpanan Limbah B3; dan 

c. waktu Penyimpanan Limbah B3. 

 

Paragraf 2 

Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

 

Pasal 56  

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 huruf a harus memenuhi persyaratan: 

a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;  

b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan 

c. peralatan penanggulangan keadaan darurat. 

 

Pasal 57  

(1) Persyaratan lokasi Penyimpanan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi: 

a. bebas banjir; dan 

b. tidak rawan bencana alam. 

(2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi: 

a. longsoran; 

b. bahaya gunung api; 

c. gempa bumi; 

d. sesar; 
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e. sink hole; 

f. amblesan (land subsidence); 

g. tsunami; dan/atau 

h. mud volcano. 

(3) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas 

banjir dan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus 

dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. 

(4) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa 

tempat tumpukan Limbah B3 (waste pile) harus 

memenuhi ketentuan: 

a. permeabilitas tanah paling besar 10-5 cm/detik 

(sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); 

atau  

b. lapisan tanah yang telah direkayasa sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(5) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa 

kolam penampungan Limbah B3 (waste impoundment) 

harus memenuhi ketentuan:  

a. permeabilitas tanah paling besar 10-5 cm/detik 

(sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); 

dan 

b. memiliki lapisan kedap di atas tanah dengan 

permeabilitas paling besar 10-7 cm/detik (sepuluh 

pangkat minus tujuh centimeter per detik) berupa 

HDPE (High Density Polyethylene) dan/atau lapisan 

konstruksi beton. 

(6) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus berada di dalam penguasaan Setiap 

Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul 

Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, 

dan/atau Penimbun Limbah B3. 

 

 

www.peraturan.go.id



2021, No. 294 
-45- 

Pasal 58  

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 huruf b berupa: 

a. bangunan; 

b. tangki dan/atau kontainer; 

c. silo; 

d. tempat tumpukan Limbah B3 (waste pile); dan/atau 

e. kolam penampungan Limbah B3 (waste impoundment).  

 

Pasal 59  

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58 wajib dilengkapi dengan: 

a. bongkar muat; 

b. peralatan penanganan tumpahan; dan 

c. fasilitas pertolongan pertama. 

(2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), untuk Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki 

laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang 

mampu menguji karakteristik Limbah B3 mudah 

meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau 

beracun, untuk menentukan tata cara Penyimpanan 

Limbah B3. 

  

Pasal 60  

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a 

digunakan untuk menyimpan Limbah B3: 

a. kategori 1; dan 

b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber 

spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. 

(2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi 

persyaratan: 

a. rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, 

dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;  

b. luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah 

Limbah B3 yang disimpan;  
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c. desain dan konstruksi yang mampu melindungi 

Limbah B3 dari hujan dan tertutup; 

d. atap dari bahan yang tidak mudah terbakar; 

e. memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;  

f. sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang 

bangun tempat Penyimpanan Limbah B3;  

g. lantai kedap air dan tidak bergelombang; 

h. lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah 

bak penampung tumpahan dengan kemiringan 

paling tinggi 1% (satu persen); 

i. lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan 

tidak masuk ke dalam bangunan tempat 

penyimpanan Limbah B3; 

j. saluran drainase ceceran, tumpahan Limbah B3 

dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau 

tumpahan Limbah B3; 

k. bak penampung tumpahan untuk menampung 

ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil 

pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3; 

dan 

l. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 61  

Kesesuaian rancang bangun dengan karakteristik Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a 

meliputi: 

a. untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala, 

bangunan wajib memenuhi ketentuan:  

1. memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain 

yang berdampingan; 

2. struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang 

tidak mudah menyala, konstruksi atap dibuat 

ringan, dan tidak mudah hancur; dan 

3. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan 

ledakan/percikan listrik (explotion proof), 

b. untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, 
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bangunan wajib memenuhi ketentuan: 

1. konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap 

dibuat tahan ledakan;  

2. lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi 

atap;  

3. setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan; 

dan 

4. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan 

ledakan/percikan listrik (explotion proof); 

dan 

c. untuk Limbah B3 dengan karakteristik reaktif dan/atau 

korosif dan/atau beracun, bangunan wajib memenuhi 

ketentuan: 

1. konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas;  

2. konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan 

terhadap korosi dan api; dan 

3. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan 

ledakan/percikan listrik (explotion proof). 

 

Pasal 62  

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki 

dan/atau kontainer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

58 huruf b digunakan untuk menyimpan Limbah B3 fase 

cair:  

a. kategori 1; dan 

b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber 

spesifik umum. 

(2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki 

dan/atau kontainer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib memenuhi persyaratan: 

a. dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai 

kedap air; 

b. tangki dan/atau kontainer dan sistem 

penunjangnya harus terbuat dari bahan yang cocok 

dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan; 

c. tidak mudah pecah atau bocor;  

d. memiliki tanggul dan saluran pembuangan di 
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sekeliling tangki dan/atau kontainer menuju bak 

penampung tumpahan; 

e. terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya 

air hujan secara langsung, jika Limbah B3 yang 

disimpan memiliki sifat mudah mengembang 

dan/atau menghasilkan gas dan/atau bereaksi 

akibat temperatur dan tekanan; dan 

f. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Bak penampung tumpahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf d wajib mampu menampung cairan paling 

sedikit 110% (seratus sepuluh persen) dari total 

kapasitas tangki dan/atau kontainer. 

 

Pasal 63  

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa silo 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c 

digunakan untuk menyimpan Limbah B3 fase padat 

dengan rentang ukuran butir 0,5 - 300 μm (nol koma 

lima sampai dengan tiga ratus mikrometer):  

a. kategori 1; dan  

b. kategori 2 sumber tidak spesifik, sumber spesifik 

umum, dan sumber spesifik khusus. 

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memenuhi persyaratan: 

a. dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi 

yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap 

tekanan dari atas dan bawah serta mampu 

mencegah kerusakan yang diakibatkan karena 

pengisian, tekanan, atau gaya angkat (up lift); 

b. dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar 

pipa input ke silo, untuk menampung Limbah B3 

jika terjadi ceceran; dan 

c. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa silo 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk silo 
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yang digunakan dalam 1 (satu) rangkaian proses 

produksi. 

 

Pasal 64  

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat 

tumpukan Limbah B3 (waste pile) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58 huruf d digunakan untuk 

menyimpan Limbah B3 fase padat kategori 2 dari sumber 

spesifik khusus. 

(2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat 

tumpukan Limbah B3 (waste pile) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:  

a. memiliki saluran drainase di sekeliling tempat 

tumpukan Limbah B3 (waste pile) yang dirancang 

untuk mengalirkan air yang berkontak langsung 

dengan Limbah B3 yang disimpan menuju kolam 

penampung air;  

b. memiliki tanggul di sekeliling tempat tumpukan 

Limbah B3 (waste pile) dengan ketinggian paling 

sedikit 1 (satu) meter dari permukaan tanah untuk 

menghindari terjadinya tumpahan dan/atau ceceran 

Limbah B3 keluar dari area penyimpanan; dan  

c. memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang 

dibangun di bagian hulu (upstream) dan hilir 

(downstream) tempat tumpukan Limbah B3 (waste 

pile) yang ditempatkan sesuai dengan pola arah 

aliran air tanah. 

(3) Kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a wajib memiliki:  

a. lapisan (liner) kedap dengan permeabilitas tanah 

paling besar 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus 

tujuh sentimeter per detik);  

b. lapisan (liner) kedap berupa HDPE (High Density 

Polyethylene); atau  

c. lapisan dengan konstruksi beton yang mampu 

menampung air.  
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Pasal 65  

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa waste 

impoundment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 

huruf e digunakan untuk melakukan Penyimpanan 

Limbah B3 dalam fase slurry untuk Limbah B3 kategori 

2 dari sumber spesifik khusus. 

(2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa waste 

impoundment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memenuhi persyaratan:  

a. memiliki tanggul di sekeliling waste impoundment 

dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter dari 

permukaan tanah untuk menghindari terjadinya 

luapan air;  

b. memiliki bangunan pelimpahan (spillway) untuk 

mengalirkan air yang berasal dari Limbah B3 yang 

disimpan menuju kolam penampung air; dan 

c. memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang 

dibangun di bagian hulu (upstream) dan hilir 

(downstream) fasilitas waste impoundment yang 

ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air 

tanah. 

(3) Kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b wajib memenuhi persyaratan:  

a. menggunakan konstruksi beton; dan/atau  

b. dilapisi dengan bahan konstruksi yang kedap air. 

 

Pasal 66  

Ketentuan mengenai persyaratan fasilitas Penyimpanan 

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai 

dengan Pasal 65 tercantum dalam Lampiran VI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 

 

Pasal 67  

Peralatan penanggulangan keadaan darurat untuk fasilitas 

Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

55 huruf c dilengkapi dengan:  
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a. sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran; 

dan/atau 

b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai. 

 

Paragraf 3 

Cara Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

 

Pasal 68  

(1) Penyimpanan Limbah B3 wajib memenuhi ketentuan 

persyaratan kemasan. 

(2) Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan 

logam atau plastik yang dapat mengemas Limbah 

B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; 

b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap 

berada dalam kemasan; 

c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah 

terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, 

pemindahan, dan/atau pengangkutan; dan 

d. berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, 

dan tidak rusak. 

(3) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat menggunakan kemasan bekas B3 

dan/atau Limbah B3 yang memenuhi ketentuan: 

a. kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan 

Limbah B3 sebelumnya;  

b. kategori dan/atau karakteristiknya saling cocok 

dengan Limbah B3 yang dikemas sebelumnya; atau 

c. telah dilakukan pencucian, untuk kemasan bekas 

B3 dan/atau Limbah B3 yang berbeda jenis 

dan/atau karakteristiknya. 

(4) Ketentuan mengenai pencucian dan penggunaan 

kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Pengelolaan Limbah B3 untuk 

kegiatan Pengolahan Limbah B3. 
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(5) Ketentuan persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disesuaikan dengan fasilitas Penyimpanan 

Limbah B3. 

 

Pasal 69  

(1) Limbah B3 yang disimpan pada bangunan wajib 

dilakukan pengemasan. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan bagi Limbah B3: 

a. dari sumber spesifik khusus;  

b. berupa peralatan elektronik utuh; atau 

c. tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam, 

dan cacahan. 

 

Pasal 70  

(1) Pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 

(1) dilakukan dengan menggunakan kemasan berupa: 

a. drum;  

b. jumbo bag;  

c. tangki intermediated bulk container (IBC);  

d. kontainer; dan/atau 

e. kemasan dan/atau wadah lainnya sesuai dengan 

karakteristik Limbah B3. 

(2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib dilekatkan simbol dan label Limbah B3 sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 71  

(1) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan drum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a 

wajib memenuhi persyaratan: 

a. ditumpuk berdasarkan jenis kemasan;  

b. jarak antara tumpukan kemasan dengan atap 

paling rendah 1 (satu) meter; dan 

c. disimpan dengan sistem blok dengan ketentuan: 

1. setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 3 (tiga); dan 

2. memiliki lebar gang antar blok paling sedikit 60 
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cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan 

dengan kebutuhan operasional untuk lalu 

lintas manusia dan kendaraan pengangkut 

(forklift). 

(2) Tumpukan berdasarkan jenis kemasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a dilakukan 

dengan ketentuan: 

a. untuk kemasan berupa drum logam dengan 

kapasitas 200 (dua ratus) liter, tumpukan paling 

banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas 

palet untuk 4 (empat) drum; dan/atau 

b. untuk kemasan berupa drum plastik dengan 

kapasitas 200 (dua ratus) liter: 

1. tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan 

setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) 

drum; atau 

2. tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis, wajib 

menggunakan rak penyimpanan. 

(3) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan jumbo 

bag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 

huruf b wajib memenuhi persyaratan: 

a. disimpan dengan sistem blok; 

b. tumpukan setiap blok paling banyak 2 (dua) lapis, 

lapis paling bawah dialasi palet; dan 

c. lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam 

puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan 

kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia 

dan kendaraan pengangkut (forklift). 

(4) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan tangki 

intermediated bulk container (IBC) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c wajib 

memenuhi persyaratan: 

a. disimpan dengan sistem blok; 

b. tumpukan disesuaikan dengan tinggi bangunan 

dengan memperhatikan jarak antara tumpukan 

kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; 

dan 
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c. lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam 

puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan 

kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia 

dan kendaraan pengangkut (forklift). 

(5) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan 

kontainer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 

(1) huruf d wajib memenuhi persyaratan: 

a. permukaan tanah tidak bergelombang dan memiliki 

kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);  

b. dilengkapi saluran drainase dan bak penampung 

ceceran Limbah B3; dan 

c. terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya 

air hujan secara langsung. 

 

Pasal 72  

Selain persyaratan kemasan dan/atau wadah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70, Limbah B3 yang 

disimpan pada bangunan harus memenuhi ketentuan:  

a. dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik, dan/atau 

kompatibilitasnya; dan 

b. mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume 

Limbah B3, pembentukan gas, atau terjadinya kenaikan 

tekanan. 

 

Pasal 73  

Penyimpanan Limbah B3 pada tangki dan/atau kontainer 

dilakukan dengan cara: 

a. dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak 

menimbulkan ceceran pada saat bongkar muat Limbah 

B3; 

b. tidak menyisakan ruang kosong dalam kemasan, untuk 

Limbah B3 yang bereaksi sendiri; dan 

c. menyisakan ruang kosong paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari total kapasitas tangki dan/atau kontainer, 

jika Limbah B3 yang akan disimpan memiliki sifat 

mengembang dan membentuk gas. 
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Pasal 74  

Penyimpanan Limbah B3 pada silo sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 58 huruf c wajib dilengkapi dengan peralatan 

dan sistem yang tidak menimbulkan debu pada saat bongkar 

muat Limbah B3. 

 

Pasal 75  

Ketentuan mengenai cara Penyimpanan Limbah B3 pada 

bangunan, tangki dan/atau kontainer, dan silo, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 74 tercantum 

dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 76  

(1) Penyimpanan Limbah B3 pada tumpukan Limbah B3 

(waste pile) wajib memenuhi ketentuan:  

a. tidak melakukan pencampuran Limbah B3 dari 

sumber spesifik khusus; 

b. dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik khusus 

berupa abu terbang (fly ash), debu besi/baja, 

gipsum, kapur (CaCO3), dan copper slag dilakukan 

pencegahan disperse Limbah B3 melalui: 

1. penutupan dengan bahan terpal kedap air atau 

bahan sejenis yang kedap air; dan/atau  

2. melakukan penyiraman secara berkala,  

dan 

c. baku mutu air Limbah, untuk air pada kolam 

penampung sebelum dibuang ke media lingkungan. 

(2) Dalam hal terdapat endapan pada kolam penampung air 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, endapan 

wajib dikembalikan ke tempat tumpukan Limbah (waste 

pile). 

 

Pasal 77  

(1) Penyimpanan Limbah B3 pada waste impoundment wajib 

memenuhi ketentuan: 

a. tidak melakukan pencampuran Limbah B3 dari 

www.peraturan.go.id



2021, No. 294 -56- 

sumber spesifik khusus; dan 

b. baku mutu air limbah pada kolam penampung 

sebelum dibuang ke media lingkungan. 

(2) Dalam hal terdapat endapan pada kolam penampung air 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, endapan 

wajib dikembalikan ke waste impoundment. 

 

Pasal 78  

(1) Baku mutu air Limbah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 75 huruf c dan Pasal 76 huruf b tercantum dalam 

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Dalam hal air pada kolam penampung tidak memenuhi 

baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 

diolah terlebih dahulu hingga memenuhi baku mutu air 

limbah. 

 

Paragraf 4 

Waktu Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

 

Pasal 79  

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib 

melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama: 

a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 

dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan 

sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau 

lebih; 

b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 

dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan 

kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari 

untuk Limbah B3 kategori 1; 

c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah 

B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan 

kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari 

untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak 

spesifik dan sumber spesifik umum; atau  

d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah 
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B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari 

sumber spesifik khusus. 

(2) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap 

Orang yang menghasilkan Limbah B3:  

a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan 

Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3;  

b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain; 

dan/atau 

c. melakukan ekspor Limbah B3. 

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

meliputi: 

a. Pengumpul Limbah B3; 

b. Pemanfaat Limbah B3; 

c. Pengolah Limbah B3; dan/atau 

d. Penimbun Limbah B3. 

(4) Tata cara ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan perpindahan lintas batas Pengelolaan Limbah 

B3. 

 

Bagian Ketiga 

Pemantauan dan Pelaporan 

 

Pasal 80  

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul 

Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 

dan Penimbun Limbah B3 yang memiliki fasilitas 

Penyimpanan Limbah B3 wajib melakukan pemantauan 

kegiatan Penyimpanan Limbah B3. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 

fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan 

dilaksanakan melalui: 

a. pengawasan pada saat menempatkan dan/atau 

memindahkan Limbah B3 dari ruang Penyimpanan 

Limbah B3;  

b. pemeriksaan terhadap kemasan Limbah B3;  
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c. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan  

d. pengawasan terhadap prosedur tata graha 

(housekeeping). 

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 

fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki 

dan/atau kontainer, dan silo dilaksanakan melalui: 

a. pemeriksaan terhadap:  

1. katup pengisian dan/atau pengeluaran; dan 

2. rekahan dan/atau retakan,  

sebelum mengoperasikan fasilitas tangki dan/atau 

kontainer, dan silo; 

b. pengawasan pada saat pengisian dan/atau 

pengosongan fasilitas tangki dan/atau kontainer, 

dan silo;  

c. pemeriksaan selama fasilitas tangki dan/atau 

kontainer, dan silo dioperasikan; 

d. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan 

e. pengawasan terhadap prosedur tata graha 

kebersihan (housekeeping). 

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 

fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat 

tumpukan Limbah B3 (waste pile) dilaksanakan melalui: 

a. pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fasilitas 

Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan 

Limbah B3 (waste pile) sebelum melakukan 

penempatan Limbah B3; 

b. pengawasan saat dilakukan penempatan dan/atau 

pengambilan Limbah B3 dari tempat tumpukan 

Limbah B3 (waste pile); 

c. pencatatan Limbah B3 yang masuk dan Limbah B3 

yang keluar dari tempat penyimpanan; 

d. pengambilan sampel air untuk dianalisis di 

laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 

(tiga) bulan dan memenuhi baku mutu air Limbah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini; 
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e. pengambilan sampel air tanah untuk dianalisis di 

laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 

(enam) bulan dan memenuhi baku mutu rona awal 

lingkungan;  

f. pengujian terhadap sampel sebagaimana dimaksud 

dalam huruf d dan huruf e dengan menggunakan 

laboratorium terakreditasi atau telah menerapkan 

prosedur yang telah memenuhi standar nasional 

Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang 

baik; 

g. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan 

h. pengawasan terhadap prosedur tata graha 

(housekeeping). 

(5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 

fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa waste 

impoundment dilaksanakan melalui: 

a. pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fasilitas 

tempat Penyimpanan Limbah B3 sebelum dilakukan 

pengisian Limbah B3; 

b. pengawasan saat dilakukan pengisian dan/atau 

pengambilan Limbah B3 dari waste impoundment; 

c. pencatatan Limbah B3 yang masuk dan Limbah B3 

yang keluar dari tempat penyimpanan; 

d. pengambilan sampel air untuk dianalisis di 

laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 

(tiga) bulan dan memenuhi baku mutu memenuhi 

baku mutu air limbah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 

e. pengambilan sampel air tanah untuk dianalisis di 

laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 

(enam) bulan dan memenuhi baku mutu rona awal 

lingkungan;  

f. pengujian terhadap sampel sebagaimana dimaksud 

pada huruf d dan huruf e dengan menggunakan 

laboratorium terakreditasi atau telah menerapkan 

prosedur yang telah memenuhi standar nasional 
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Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang 

baik; 

g. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan 

h. pengawasan terhadap prosedur tata graha 

(housekeeping). 

(6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 

ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf g, dan ayat (5) huruf g 

dilakukan terhadap: 

a. jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan 

waktu diterimanya Limbah B3 dari Setiap Orang 

yang menghasilkan Limbah B3; 

b. jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah 

Limbah B3, dan waktu penyerahan Limbah B3 

kepada Pemanfaat Limbah B3 dan/atau Pengolah 

Limbah B3; 

c. identitas Setiap Orang yang menghasilkan Limbah 

B3, pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, 

dan/atau Pengolah Limbah B3; dan 

d. neraca Limbah B3. 

(7) Neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf d memuat: 

a. uraian sumber, jenis, dan karakteristik Limbah B3 

yang disimpan; 

b. jumlah atau volume Limbah B3 yang dikumpulkan 

setiap bulan; dan 

c. jumlah atau volume Limbah B3 yang diserahkan 

kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah 

B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun 

Limbah B3 setiap bulan.  

(8) Dokumen pencatatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit 

Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha 

dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan. 

(9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan 

neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

disusun dengan menggunakan format sebagaimana 
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tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

disampaikan secara elektronik melalui laman https:// 

plb3.menlhk.go.id dengan bukti pelaporan berupa tanda 

terima elektronik. 

 

BAB V  

PENGUMPULAN  

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

 

Pasal 81  

(1) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan: 

a. segregasi Limbah B3; dan 

b. Penyimpanan Limbah B3. 

(2) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dilakukan sesuai dengan: 

a. nama Limbah B3 merujuk pada Lampiran IX 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 

tentang Penyelenggaran Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6634) ; dan 

b. karakteristik Limbah B3 meliputi mudah meledak, 

mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, 

dan/atau beracun. 

(3) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

Penyimpanan Limbah B3.  

 

Pasal 82  

(1) Pengumpul Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan 

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 

(1) huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak 

Limbah B3 diserahkan oleh Penghasil Limbah B3. 

(2) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak dapat memenuhi 
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batasan waktu penyimpanan paling lama 90 (sembilan 

puluh) hari, wajib menyerahkan Limbah B3 kepada 

pihak lain. 

(3) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 akan melakukan 

ekspor, dilakukan dalam batasan waktu penyimpanan 

paling lama 90 (sembilan puluh) hari. 

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

meliputi: 

a. Pemanfaat Limbah B3; 

b. Pengolah Limbah B3; dan/atau 

c. Penimbun Limbah B3. 

(5) Dalam hal ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tidak dilakukan sampai dengan batas 

waktu Penyimpanan Limbah B3 berakhir, Pengumpul 

Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 kepada pihak 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(6) Tata cara ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(7) Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 81 dilaporkan secara elektronik 

kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai 

dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 

untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling sedikit 1 

(satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan 

Teknis diterbitkan. 

(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

disampaikan melalui laman https:// plb3.menlhk.go.id 

dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik. 
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BAB VI  

PENGANGKUTAN  

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

 

Bagian Kesatu 

Umum  

 

Pasal 83  

(1) Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan oleh 

Pengangkut Limbah B3 yang memiliki perizinan 

berusaha di bidang pengangkutan Limbah B3. 

(2) Kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan: 

a. alat angkut Limbah B3; dan 

b. rekomendasi pengangkutan Limbah B3; dan 

c. Festronik Pengangkutan Limbah B3. 

 

Bagian Kedua 

Alat Angkut Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

 

Pasal 84  

(1) Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan 

ketentuan: 

a. alat angkut tertutup untuk Limbah B3 kategori 1; 

atau 

b. alat angkut terbuka atau tertutup untuk Limbah B3 

kategori 2. 

(2) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. angkutan jalan; 

b. perkeretaapian; dan/atau 

c. angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan. 

 

Pasal 85  

(1) Alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 

(2) huruf wajib memenuhi spesifikasi: 

a. umum; dan 

b. khusus. 
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(2) Spesifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi: 

a. dilengkapi dengan prosedur bongkar muat; 

b. dilengkapi dengan peralatan untuk penanganan 

Limbah B3 yang diangkut; 

c. dilengkapi dengan prosedur penanganan Limbah B3 

pada kondisi darurat; dan 

d. dilengkapi dengan GPS Tracking. 

(3) Spesifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi: 

a. untuk alat angkut berupa angkutan jalan: 

1. menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 

(empat) atau lebih; 

2. mencantumkan nama perusahan pada 

keempat sisi kendaraan; 

3. mencantumkan nomor telepon perusahaan 

pada sisi kanan, kiri, dan belakang kendaraan; 

dan 

4. dilekati simbol Limbah B3 pada keempat sisi 

kendaraan sesuai dengan karakteristik Limbah 

B3 yang diangkut sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

b. untuk alat angkut berupa angkutan perkeretaapian, 

menggunakan gerbong datar yang disesuaikan 

dengan karakteristik Limbah B3; dan 

c. untuk alat angkut berupa angkutan laut, sungai, 

dan penyeberangan dilaksanakan sesuai ketentuan 

peraturan perundang– undangan. 

 

Pasal 86  

(1) GPS Tracking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 

ayat (2) huruf d harus memenuhi ketentuan: 

a. untuk alat angkut berupa angkutan jalan umum, 

wajib terhubung dengan Silacak, dan berfungsi 

secara terus menerus selama kegiatan 

pengangkutan Limbah B3; dan  

b. untuk alat angkut berupa angkutan perkeretaapian, 
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angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(2) Untuk dapat terhubung dengan Silacak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b GPS Tracking harus: 

a. didaftarkan kepada Menteri melalui Direktur 

Jenderal; dan 

b. memenuhi spesifikasi komunikasi data Silacak. 

(3) Tata cara menghubungkan GPS Tracking dengan Silacak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 87  

(1) Pengangkut Limbah B3 wajib memastikan Limbah B3 

yang akan diangkut telah dilakukan pengemasan. 

(2) Tata cara Pengemasan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 68.  

 

Pasal 88  

(1) Limbah B3 dengan karakteristik dan kemasan yang 

berbeda dapat diangkut bersamaan dalam 1 (satu) 

rangkaian pengangkutan Limbah B3 dengan 

mempertimbangkan kompatibilitas Limbah B3. 

(2) Kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Ketiga 

Rekomendasi Pengangkutan Limbah  

Bahan Berbahaya dan Beracun 

 

Pasal 89  

(1) Pengangkut Limbah B3 wajib memiliki: 

a. rekomendasi pengangkutan Limbah B3; dan 

b. perizinan berusaha di bidang pengangkutan Limbah 
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B3. 

(2) Rekomendasi pengangkutan Limbah B3 sebagai dasar 

diterbitkannya perizinan berusaha di bidang 

pengangkutan Limbah B3. 

 

Pasal 90  

(1) Untuk memperoleh rekomendasi pengangkutan Limbah 

B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf 

a, Pengangkut Limbah B3 wajib mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada Menteri dan 

dilengkapi dengan: 

a. persyaratan umum; dan 

b. persyaratan khusus. 

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi: 

a. identitas pemohon; 

b. akta pendirian badan usaha; 

c. nomor induk berusaha (NIB); 

d. bukti kepemilikan atas dana jaminan pemulihan 

lingkungan hidup berupa bank garansi dan/atau 

polis asuransi dengan nilai pertanggungan paling 

sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); 

e. bukti kepemilikan alat angkut; 

f. dokumen pengangkutan Limbah B3; dan 

g. kontrak kerja sama antara Penghasil Limbah B3 

dengan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah 

B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun 

Limbah B3 yang telah memiliki izin. 

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b meliputi: 

a. untuk alat angkut berupa angkutan jalan, berupa: 

1. memiliki sertifikat kompetensi pengemudi 

pengangkutan Limbah B3 yang diterbitkan oleh 

lembaga yang berwenang; 

2. surat tanda nomor kendaraan; dan 

3. surat bukti kelayakan alat angkut; 

b. untuk alat angkut berupa angkutan perkeretaapian, 
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meliputi: 

1. surat bukti kelayakan alat angkut; dan 

2. sertifikasi pelatihan pengelolaan Limbah B3 

untuk masinis pengangkutan Limbah B3, 

dan  

c. untuk alat angkut berupa angkutan laut, sungai, 

danau, dan penyeberangan, berupa: 

1. surat izin usaha perusahaan alat angkut laut; 

2. surat bukti kepemilikian alat angkut kapal; dan 

3. surat bukti kelayakan kapal. 

(4) Akta pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b harus memuat kegiatan 

Pengelolaan Limbah B3 sebagai ruang lingkup kegiatan 

badan usaha. 

(5) Dokumen pengangkutan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit memuat: 

a. jenis dan jumlah alat angkut; 

b. sumber, nama, dan karakteristik Limbah B3 yang 

diangkut; 

c. prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi 

darurat; 

d. peralatan untuk penanganan Limbah B3; 

e. prosedur bongkar muat Limbah B3; 

f. dokumentasi alat angkut Limbah B3 yang telah 

dilekati simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan; dan 

g. bukti GPS Tracking telah terhubung dengan Silacak, 

untuk pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat 

angkut berupa angkutan jalan. 

 

Pasal 91  

(1) Permohonan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 oleh 

Penghasil Limbah B3 dapat menggunakan dokumen 

dana jaminan pemulihan lingkungan hidup yang 

digunakan sebagai syarat pengajuan Persetujuan 

Lingkungan. 

(2) Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup  
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan 

sepanjang memenuhi ketentuan nilai pertanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf d. 

 

Pasal 92  

(1) Permohonan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 

untuk: 

a. penambahan kendaraan pengangkutan Limbah B3; 

dan/atau 

b. penambahan jenis Limbah B3, 

dikecualikan dari keharusan pemenuhan persyaratan 

akta pendirian badan usaha, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b. 

(2) Permohonan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 oleh 

jasa Pengangkut Limbah B3 untuk pertama kali, 

dikecualikan dari keharusan pemenuhan persyaratan: 

a. kontrak kerja sama, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 90 ayat (3) huruf h; dan 

b. sumber Limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 90 ayat (5) huruf b. 

 

Pasal 93  

(1) Kewajiban memiliki rekomendasi pengangkutan Limbah 

B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikecualikan 

terhadap: 

a. kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang dilakukan 

oleh badan usaha di dalam wilayah kerja Usaha 

dan/atau Kegiatan sesuai dengan Persetujuan 

Lingkungan dan tidak melewati jalan umum; 

b. kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang dilakukan 

dengan menggunakan alat angkut berupa angkutan 

kapal dari fasilitas di lepas pantai (offshore) ke 

fasilitas di darat (onshore) di wilayah kerja Usaha 

dan/atau Kegiatannya sesuai dengan Persetujuan 

Lingkungan; dan 

c. kegiatan Pengangkutan Limbah B3 untuk tujuan 

penelitian.  

(2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1) huruf b dapat tidak terintegrasi dengan dokumen 

lingkungan Penghasil Limbah B3. 

(3) Pengecualian memiliki rekomendasi pengangkutan 

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 

menghilangkan kewajiban Pengangkut Limbah B3 untuk: 

a. memastikan Limbah B3 yang akan diangkut telah 

dilakukan pengemasan; dan 

b. memberikan simbol Limbah B3 pada alat angkut 

Limbah B3 pada pengangkutan dengan angkutan 

jalan. 

(4) Pengemasan dan pemberian simbol Limbah B3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. 

 

Pasal 94  

Menteri setelah menerima permohonan rekomendasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), menugaskan 

Direktur Jenderal untuk melakukan: 

a. validasi; dan 

b. evaluasi persyaratan teknis. 

 

Pasal 95  

(1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a 

dilakukan untuk memastikan kelengkapan administrasi 

permohonan rekomendasi pengangkutan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1). 

(2) Dalam hal hasil validasi menyatakan: 

a. dokumen administratif lengkap, Direktur Jenderal 

melakukan evaluasi persyaratan teknis; atau 

b. dokumen administratif tidak lengkap, Direktur 

Jenderal mengembalikan dokumen permohonan 

rekomendasi pengangkutan Limbah B3 kepada 

pemohon disertai dengan alasan penolakan. 

(3) Terhadap permohonan rekomendasi yang dinyatakan 

tidak lengkap, pemohon dapat mengajukan permohonan 

ulang dengan melengkapi dokumen administrasi. 
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Pasal 96  

(1) Evaluasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 94 huruf b dilakukan untuk memastikan 

kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 90 ayat (1) dengan kebenaran alat angkut. 

(2) Evaluasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 

a. rapat teknis; dan/atau 

b. verifikasi lapangan. 

(3) Dalam hal hasil evaluasi persyaratan teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menunjukkan: 

a. permohonan memenuhi persyaratan teknis, 

Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi 

pengangkutan Limbah B3; atau 

b. permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis, 

Direktur Jenderal menolak penerbitan rekomendasi 

pengangkutan Limbah B3 disertai dengan alasan 

penolakan. 

(4) Rekomendasi pengangkutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf a memuat: 

a. identitas perusahaan pemohon yang akan 

melakukan pengangkutan Limbah B3; 

b. identitas alat angkut Limbah B3; 

c. kode, nama pengguna, dan kata sandi Festronik 

pengangkutan Limbah B3; 

d. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut; 

e. kewajiban Pengangkut Limbah B3; dan 

f. masa berlaku rekomendasi. 

 

Pasal 97  

(1) Kewajiban Pengangkut Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf e meliputi: 

a. melakukan pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan 

rekomendasi pengangkutan Limbah B3 dan 

perizinan berusaha di bidang pengangkutan Limbah 

B3; 

b. membuat Festronik dan melakukan rekapitulasi 
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pengangkutan Limbah B3; dan 

c. melaporkan Festronik dan rekapitulasi 

pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b kepada Menteri dengan tembusan 

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perhubungan paling sedikit 

1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

memuat: 

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah 

B3 yang diangkut; 

b. jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3; 

c. tujuan akhir Pengangkutan Limbah B3; dan 

d. bukti penyerahan Limbah B3. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan secara elektronik melalui laman https:// 

plb3.menlhk.go.id dengan bukti pelaporan berupa tanda 

terima elektronik. 

 

Pasal 98  

(1) Pelaksanaan validasi, evaluasi persyaratan teknis, 

sampai dengan penerbitan rekomendasi pengangkutan 

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan 

Pasal 96 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja 

sejak permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap. 

(2) Jumlah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak termasuk waktu yang diperlukan bagi pemohon 

untuk melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 95 ayat (3). 

 

Bagian Keempat 

Festronik Pengangkutan Limbah  

Bahan Berbahaya dan Beracun 

 

Pasal 99  

(1) Pengangkutan Limbah B3 wajib disertai dengan 

Festronik. 
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(2) Festronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan oleh: 

a. Pengangkut Limbah B3; dan 

b. Penghasil Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, 

Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, 

dan/atau Penimbun Limbah B3. 

(3) Penggunaan Festronik oleh Pengangkut Limbah B3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 

dengan mengisi data Limbah B3 yang diangkut. 

(4) Penggunaan Festronik oleh Penghasil Limbah B3, 

Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengumpul 

Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk 

melakukan konfirmasi terhadap data yang diisi oleh 

Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3). 

(5) Dalam hal pengangkutan Limbah B3 dilakukan secara 

Multimoda, pengisian data Limbah B3 yang diangkut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh 

Pengangkut Limbah B3 yang mengangkut Limbah B3 

pertama. 

(6) Festronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi 

secara daring pada laman http:// festronik.menlhk.go.id. 

 

Pasal 100  

Kewajiban menggunakan Festronik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 99 dikecualikan terhadap: 

a. pengangkutan Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3 

yang dilakukan dalam wilayah kerja usaha dan/atau 

kegiatan yang sama dan melewati jalan umum; 

b. pengangkutan Limbah B3 untuk kegiatan ekspor; dan 

c. pengangkutan Limbah B3 untuk tujuan penelitian. 

 

Pasal 101  

(1) Pengangkut Limbah B3, Penghasil Limbah B3, 

Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengumpul 

Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) harus 

melakukan pendaftaran pada laman 

http://festronik.menlhk.go.id untuk dapat mengakses 

Festronik. 

(2) Pendaftaran bagi Pengangkut Limbah B3 harus disertai 

dengan dokumen: 

a. formulir pendaftaran Festronik; 

b. akta pendirian badan usaha; dan 

c. salinan surat rekomendasi dan izin untuk kegiatan 

Pengangkutan Limbah B3; dan 

d. surat kuasa penunjukan administrator Festronik, 

untuk pendaftaran administrator Festronik yang 

merupakan pihak selain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(3) Pendaftaran bagi Penghasil Limbah B3 harus disertai 

dengan dokumen: 

a. formulir pendaftaran Festronik; 

b. akta pendirian badan usaha; dan 

c. surat kuasa penunjukan administrator Festronik, 

untuk pendaftaran administrator Festronik yang 

merupakan pihak selain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(4) Pendaftaran bagi Pemanfaat Limbah B3, Pengolah 

Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, dan/atau Penimbun 

Limbah B3 harus disertai dengan dokumen: 

a. formulir pendaftaran Festronik; 

b. akta pendirian badan usaha; 

c. salinan Persetujuan Teknis PLB3 untuk kegiatan 

Pemanfaatan Limbah B3, Persetujuan Teknis PLB3 

untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, dan/atau 

Persetujuan Teknis PLB3 untuk kegiatan 

Penimbunan Limbah B3; dan 

d. surat kuasa penunjukan administrator Festronik, 

untuk pendaftaran administrator Festronik yang 

merupakan pihak selain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(5) Formulir pendaftaran Festronik sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf 

a disusun dengan menggunakan format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 102  

(1) Terhadap permohonan pendaftaran Festronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) Menteri 

menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan 

validasi. 

(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan 

persyaratan permohonan pendaftaran Festronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) dan 

ayat (3). 

(3) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) menyatakan: 

a. dokumen sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan 

nama pengguna dan kata sandi akun Festronik; 

atau 

b. dokumen tidak sesuai, Direktur Jenderal 

menerbitkan penolakan permohonan pendaftaran 

Festronik. 

 

Pasal 103  

Direktur Jenderal berwenang untuk membekukan akun 

Festronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) 

huruf a jika: 

a. hasil pengawasan menunjukkan Pengangkut Limbah B3, 

Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengumpul 

Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 terbukti 

melakukan pelanggaran ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang Pengelolaan Limbah B3; 

dan 

b. merupakan permintaan Pengangkut Limbah B3, 

Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengumpul 

Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 
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sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 

 

Pasal 104  

Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk penyediaan 

informasi mengenai tata cara pendaftaran dan pengisian 

Festronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 

101 melalui http://festronik.menlhk.go.id. 

 

BAB VII  

PEMANFAATAN 

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 105  

(1) Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap 

Orang yang menghasilkan Limbah B3. 

(2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pemanfaatan 

Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3. 

 

Bagian Kedua 

Cakupan Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun 

 

Pasal 106  

Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

105 meliputi:  

a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku; 

b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber 

energi; 

c. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan  

d. Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Pasal 107  

Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a 

dilakukan dengan ketentuan: 

a. Limbah B3 yang dimanfaatkan paling sedikit memiliki:  

1. sifat dan/atau fungsi yang sama dengan bahan 

baku yang disubstitusi (digantikan); dan  

2. komposisi lebih kecil dari 100% (seratus persen) 

dari keseluruhan bahan baku yang digunakan 

untuk menghasilkan produk;  

b. produk hasil Pemanfaatan Limbah B3 telah memiliki 

Standar Nasional Indonesia; dan  

c. memenuhi standar lingkungan hidup atau baku mutu 

lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 

 

Pasal 108  

(1) Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber 

energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) 

huruf b dilakukan untuk Limbah B3 dalam bentuk fasa 

padat atau fasa cair dengan ketentuan:  

a. Limbah B3 yang apabila dibakar menghasilkan 

panas dan energi;  

b. memiliki kandungan kalori lebih besar atau sama 

dengan 2.500 kkal/kg (dua ribu lima ratus 

kilokalori per kilogram) berat kering atau 1.000 

kkal/kg (seribu kilokalori per kilogram) berat basah;  

c. memiliki kandungan total organik halogen/TOX 

(jumlah organik Chlor (Cl) dan Fluor (F)) paling 

tinggi 2% (dua persen);  

d. kandungan total organik halogen/TOX sebagaimana 

dimaksud huruf c untuk Limbah B3 fasa padat 

diukur dalam persen berat kering; 

e. memiliki kandungan sulfur (S) paling tinggi 1% (satu 

persen) berat kering, untuk Limbah B3 fasa padat; 

f. mampu mengurangi penggunaan bahan bakar 

utama; dan  

www.peraturan.go.id



2021, No. 294 
-77- 

g. memenuhi standar lingkungan hidup atau baku 

mutu lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan.  

(2) Pengujian kandungan kalori, total organik halogen/TOX, 

dan kandungan sulfur sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan di 

laboratorium sesuai Standar Nasional Indonesia atau 

telah menerapkan tata laksana laboratorium yang baik.  

(3) Dalam hal Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi 

sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menghasilkan produk bahan bakar minyak untuk 

diedarkan, wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia 

dan/atau standar yang ditetapkan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

energi dan sumber daya mineral.  

  

Pasal 109  

Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku sebagaimana 

dimaksud Pasal 106 ayat (1) huruf c dilakukan dengan 

ketentuan:  

a. Limbah B3 yang dimanfaatkan memiliki sifat dan/atau 

fungsi yang sama sebagai bahan baku;  

b. komposisi Limbah B3 yang dimanfaatkan adalah 100% 

(seratus persen) dari keseluruhan bahan baku yang 

digunakan;  

c. produk hasil dari Pemanfaatan Limbah B3 harus 

memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau standar 

lain yang setara; dan  

d. memenuhi standar lingkungan hidup atau baku mutu 

lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan.  

 

Pasal 110  

Persyaratan teknis untuk setiap jenis kegiatan Pemanfaatan 

Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku, substitusi sumber 

energi dan/atau bahan baku tercantum pada Lampiran XIII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
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Menteri ini.  

 

Pasal 111  

Untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai: 

a. substitusi bahan baku sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 106 ayat (1) huruf a yang tidak memiliki Standar 

Nasional Indonesia; dan  

b. substitusi sumber energi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 119 ayat (1) huruf b, 

wajib dilakukan uji coba Pemanfaatan Limbah B3. 

 

Pasal 112  

Kegiatan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 111 dilakukan terhadap:  

a. peralatan dan teknologi Pemanfaatan Limbah B3;  

b. metode Pemanfaatan Limbah B3; dan  

c. fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.  

 

Pasal 113  

Kegiatan uji coba terhadap peralatan dan teknologi 

Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

112 huruf a meliputi:  

a. spesifikasi peralatan dan teknologi pemanfaatan Limbah 

B3 yang digunakan;  

b. rancang bangun peralatan dan teknologi pemanfaatan 

Limbah B3;  

c. standar operasional peralatan dan teknologi yang 

digunakan; dan  

d. peralatan dan teknologi pengendalian pencemaran air 

dan/atau udara yang mampu memenuhi standar 

lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 114  

(1) Kegiatan uji coba terhadap metode Pemanfaatan Limbah 

B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b 

meliputi:  
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a. jenis dan sumber Limbah B3;  

b. tata cara Penyimpanan Limbah B3;  

c. tujuan uji coba;  

d. lokasi dan koordinat uji coba;  

e. jumlah Limbah B3 yang diperlukan dalam uji coba;  

f. komposisi Pemanfaatan Limbah B3;  

g. diagram proses uji coba Pemanfaatan Limbah B3;  

h. kapasitas uji coba Pemanfaatan Limbah B3;  

i. pengendalian pencemaran air jika uji coba 

pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan air limbah;  

j. pengendalian pencemaran udara jika uji coba 

pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan emisi; dan 

k. uji laboratorium. 

(2) Tata cara Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3.  

 

Pasal 115  

Kegiatan uji coba terhadap fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c meliputi:  

a. luas lokasi dan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan 

uji coba Pemanfaatan Limbah B3; dan  

b. fasilitas penunjang yang digunakan selama uji coba.  

 

Pasal 116  

Kegiatan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 yang 

menghasilkan produk yang belum memiliki Standar Nasional 

Indonesia harus menjelaskan:  

a. kriteria kualitas produk; dan  

b. manfaat produk.  

 

Pasal 117  

(1) Kegiatan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 

disusun dalam dokumen rencana uji coba Pemanfaatan 

Limbah B3.  

(2) Dokumen rencana uji coba Pemanfaatan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi 

www.peraturan.go.id



2021, No. 294 -80- 

mengenai:  

a. identitas pemohon;  

b. lokasi pelaksanaan uji coba;  

c. maksud dan tujuan pelaksanaan uji coba;  

d. peralatan, metode, teknologi dan/atau fasilitas uji 

coba;  

e. target yang akan dicapai;  

f. produk yang dihasilkan;  

g. pengendalian pencemaran air limbah dan/atau 

udara;  

h. pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari 

kegiatan uji coba;  

i. uji laboratorium yang dilakukan;  

j. standar operasional kegiatan uji coba; dan  

k. rincian jadwal pelaksanaan uji coba.  

(3) Dokumen rencana uji coba Pemanfaatan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan permohonan Persetujuan 

Teknis PLB3.  

 

Pasal 118  

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang melakukan 

uji coba Pemanfaatan Limbah B3 wajib menyampaikan 

laporan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, 

teknologi dan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3. 

 

Pasal 119  

(1) Laporan hasil pelaksanaan uji coba sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 118 paling sedikit memuat:  

a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang dilakukan 

uji coba;  

b. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, 

teknologi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah 

B3;  

c. hasil pelaksanaan uji coba; dan  

d. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan 

dalam uji coba.  

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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disampaikan kepada Menteri paling lambat 14 (empat 

belas) hari sejak selesainya uji coba Pemanfaatan 

Limbah B3. 

 

Pasal 120  

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat 

Limbah B3 yang melakukan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 

wajib menghentikan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan 

Limbah B3 jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya 

standar lingkungan hidup. 

 

Pasal 121  

(1) Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pemanfaatan 

Limbah B3 melalui: 

a. penggunaan kembali (reuse) Limbah B3 yang 

dihasilkan dari kegiatan sendiri dalam satu 

kesatuan sistem proses produksi secara tertutup 

(closed system);  

b. penggunaan kembali (reuse) Limbah B3 berupa:  

1. kemasan bekas Limbah B3, untuk mengemas 

Limbah B3 dengan karakteristik yang sama; 

dan  

2. minyak pelumas bekas sebagai bahan 

pelumasan untuk keperluan pemeliharaan 

(maintenance) alat; 

c. penggunaan kembali (reuse) Limbah B3 yang 

dilakukan tidak kontinyu dan dalam jumlah 

terbatas; dan/atau  

d. penelitian skala laboratorium yang dilakukan oleh 

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau 

melalui lembaga penelitian, instansi Pemerintah 

Daerah, dan/atau Pemerintah Pusat, 

dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki Persetujuan 

Teknis.  

(2) Perencanaan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Limbah 

B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui 

Direktur Jenderal.  
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(3) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) bagi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, 

dan huruf c harus dilengkapi dengan dokumen:  

a. identitas pelaksana kegiatan Pemanfaatan Limbah 

B3;  

b. salinan dokumen Lingkungan Hidup; dan  

c. diagram alir Pemanfaatan Limbah B3 yang 

dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi 

yang paling sedikit memuat jumlah Limbah B3 yang 

dimanfaatkan, proses pemanfaatan dan waktu 

pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.  

 

Pasal 122  

(1) Pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 105 dilaporkan kepada Menteri 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak 

Persetujuan Teknis diterbitkan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara elektronik melalui laman 

https://plb3.menlhk.go.id dengan bukti pelaporan 

berupa tanda terima elektronik. 

 

BAB VIII  

PENGOLAHAN  

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 123  

(1) Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap 

Orang yang menghasilkan Limbah B3. 

(2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan 

Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3. 
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Pasal 124  

(1) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 123 dilakukan dengan cara:  

a. termal; 

b. stabilisasi dan solidifikasi; dan 

c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

(2) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

berupa:  

a. bioremediasi; 

b. elektrokoagulasi; dan/atau 

c. pencucian: 

1. tangki kapal (tank cleaning); dan 

2. pencucian kemasan bekas B3 dan/atau 

Limbah B3. 

 

Bagian Kedua 

Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan 

Cara Termal 

 

Pasal 125  

Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a dilakukan melalui 

proses: 

a. insinerasi; dan 

b. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

 

Pasal 126  

Limbah B3 yang akan diolah dengan cara termal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 125 harus memenuhi ketentuan:  

a. tidak memiliki karakteristik mudah meledak; 

b. bukan Limbah B3 merkuri; dan 

c. bukan Limbah B3 yang mengandung radioaktif dengan 

tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau 

sama dengan 1 Bq/cm2 (satu Becquerel per sentimeter 

persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:  
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1. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap 

radionuklida anggota deret uranium dan thorium; 

atau  

2. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk 

kalium.  

 

Pasal 127  

(1) Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 125 harus memiliki fasilitas yang 

dilengkapi dengan sistem: 

a. keamanan; 

b. pencegahan terhadap kebakaran; 

c. pencegahan tumpahan Limbah; dan 

d. penanggulangan keadaan darurat. 

(2) Sistem keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a paling sedikit meliputi: 

a. sistem penjagaan 24 (dua puluh empat) jam yang 

memantau, mengawasi dan mencegah orang yang 

tidak berkepentingan masuk ke lokasi; 

b. pagar pengaman atau penghalang lain yang 

memadai dan suatu sistem untuk mengawasi keluar 

masuk orang dan kendaraan melalui pintu gerbang 

maupun jalan masuk lain; 

c. tanda yang mudah terlihat dari jarak 10 m (sepuluh 

meter) dengan tulisan "berbahaya" yang dipasang 

pada unit atau bangunan pengolahan dan 

penyimpanan, serta tanda "Yang Tidak 

Berkepentingan Dilarang Masuk" yang ditempatkan 

di setiap pintu masuk ke dalam fasilitas; dan 

d. penerangan yang memadai di sekitar lokasi. 

(3) Sistem pencegahan terhadap kebakaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: 

 

a. memasang peralatan pendeteksi bahaya kebakaran 

yang bekerja secara otomatis selama 24 (dua puluh 

empat) jam terus menerus; dan 

b. tersedianya sistem pemadam kebakaran. 
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(4) Sistem pencegahan tumpahan limbah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi: 

a. drainase dan bak penampung di sekeliling fasilitas 

Pengolahan Limbah B3; dan 

b. penggunaan bahan penyerap (absorbent) yang 

sesuai dengan jenis dan karakteristik tumpahan 

Limbah B3. 

(5) Sistem penanggulangan keadaan darurat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi: 

a. memiliki prosedur evakuasi bagi seluruh pekerja 

fasilitas Pengolahan Limbah B3; 

b. mempunyai peralatan penanggulangan keadaan 

darurat; dan 

c. tersedianya peralatan dan baju pelindung bagi 

seluruh staf penanggulangan keadaan darurat di 

lokasi, dan sesuai dengan jenis Limbah B3 yang 

ditangani di lokasi tersebut. 

 

Pasal 128  

(1) Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal melalui 

proses insinerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

125 huruf a memiliki spesifikasi teknis: 

a. sistem pengumpanan dilakukan secara mekanik;  

b. memiliki 2 (dua) atau lebih ruang pembakaran 

dengan temperatur: 

1. paling rendah 800°C (delapan ratus derajat 

Celcius), untuk ruang pembakaran pertama; 

dan  

2. 850°C – 1.200°C (delapan ratus lima puluh 

derajat Celcius sampai dengan seribu dua ratus 

derajat Celcius), ruang pembakaran kedua;  

c. sistem pembakaran terdiri dari sistem pembakaran 

utama (primary combustion burner) dan sistem 

pembakaran kedua (secondary combustion burner); 

dan 

d. fasilitas pengendalian pencemaran udara. 

(2) Fasilitas pengendalian pencemaran udara sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) huruf d dilengkapi dengan: 

a. cerobong; dan 

b. peralatan pengendalian pencemaran udara.  

(3) Cerobong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 129  

(1) Kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal 

melalui proses insinerasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 125 huruf a harus memenuhi persyaratan lokasi: 

a. daerah bebas banjir atau daerah yang dapat 

dilakukan rekayasa dengan teknologi untuk 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ; 

b. berada di kawasan industri dan/atau daerah yang 

diperuntukkan sebagai daerah industri sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi 

Pengolah Limbah B3; dan 

c. memiliki jarak yang aman, paling dekat: 

1. 150 m (seratus lima puluh meter) dari jalan 

utama atau jalan tol;  

2. 300 m (tiga ratus meter) dari daerah 

pemukiman, perdagangan, rumah sakit, 

pelayanan kesehatan atau kegiatan sosial, 

hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan 

pendidikan;  

3. 300 m (tiga ratus meter) dari garis pasang naik 

laut, sungai, daerah pasang surut, danau, 

rawa, mata air; dan 

4. 300 m (tiga ratus meter) dari daerah yang 

dilindungi (cagar alam dan hutan lindung). 

(2) Dalam hal persyaratan jarak lokasi Pengolahan Limbah 

B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak 

dapat dipenuhi, penentuan jarak dilakukan dengan 

ketentuan: 

a. dihitung dari titik koordinat cerobong Pengolahan 

Limbah B3 ke lokasi target (reseptor) sebagaimana 

www.peraturan.go.id



2021, No. 294 
-87- 

dimaksud pada ayat (1) huruf c; 

b. perhitungan dilakukan berdasarkan permodelan 

dispersi sebaran Emisi menggunakan Gaussian 

Dispersion Model atau pendekatan permodelan 

lainnya yang setara dan berlaku secara nasional 

dan/atau internasional; dan 

c. kualitas udara ambien di lokasi target (reseptor) 

harus memenuhi baku mutu ambien. 

 

Pasal 130  

(1) Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal melalui 

proses insinerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

125 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan: 

a. waktu tinggal (residence time) flue gas paling singkat 

2 (dua) detik di ruang pembakaran kedua;  

b. volume Limbah B3 yang diumpankan per satuan 

waktu agar tidak melampaui baku mutu emisi;  

c. komposisi jenis Limbah B3 yang diumpankan agar 

tidak melampaui baku mutu emisi; dan 

d. arah angin, kecepatan angin, dan curah hujan. 

(2) Penentuan waktu tinggal flue gas di ruang pembakaran 

kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan melalui perhitungan empiris waktu tinggal 

gas. 

 

Pasal 131  

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan Pengolahan Limbah B3 

dengan cara termal melalui proses insinerasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 harus 

memenuhi uji: 

a. baku mutu Emisi; 

b. standar efisiensi pembakaran dengan nilai paling 

sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan 

koma sembilan sembilan persen); dan 

c. standar efisiensi penghancuran dan penghilangan 

senyawa Principle Organic Hazardous Constituents 

(POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 

99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan 
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sembilan persen). 

(2) Standar efisiensi pembakaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Pengolahan 

Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri 

semen. 

(3) Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan 

senyawa principle organic hazardous constituents (POHCs) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak 

berlaku untuk Pengolahan Lirnbah B3 dengan 

karakteristik infeksius. 

(4) Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan 

senyawa POHCs sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3: 

a. berupa polychlorinated biphenyls; dan 

b. yang berpotensi menghasilkan: 

1. polychlorinated dibenzofurans; dan 

2. polychlorinated dibenzo-p-dioxins. 

(5) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berupa 

Polychlorinated Biphenyls, pengolahannya harus 

memenuhi standar efisiensi penghancuran dan 

penghilangan senyawa Polychlorinated Biphenyls dengan 

nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh 

sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan 

persen). 

(6) Penentuan besaran efisiensi pembakaran dan standar 

efisiensi penghancuran dan penghilangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 

dengan menggunakan rumus perhitungan empiris: 

a. efisiensi pembakaran; dan  

b. efisiensi penghancuran dan penghilangan.  

 

Pasal 132  

(1) Pemenuhan baku mutu emisi dan standar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dilakukan melalui uji 

laboratorium yang dilaksanakan oleh Laboratorium 

terakreditasi. 

(2) Dalam hal belum terdapat laboratorium terakreditasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uji emisi dan uji 
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standar dilakukan oleh laboratorium yang menerapkan 

prosedur yang telah memenuhi Standar Nasional 

Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik. 

(3) Baku mutu emisi Pengolahan Limbah B3 dengan cara 

termal dilakukan dengan insinerasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a tercantum 

dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 133  

(1) Limbah B3 yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan 

Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal melalui 

proses insinerasi berupa: 

a. abu terbang (fly ash) insinerator; 

b. abu dasar (bottom ash) insinerator; dan  

c. residu pengolahan flue gas, 

wajib dilakukan pengelolaan lebih lanjut. 

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan mengemas dan menyimpan residu, 

untuk kemudian diserahkan kepada Penimbun Limbah 

B3. 

(3) Tata cara pengemasan dan penyimpanan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan 

Pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 

pengemasan dan penyimpanan residu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

 

Pasal 134  

Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal melalui 

proses insinerasi menggunakan alat Boiler harus memenuhi 

ketentuan: 

a. Limbah B3 yang diolah harus: 

 

1. memiliki kandungan kalori <2500 kkal/kg (kurang 

dari dua ribu lima ratus kilo kalori per kilogram) 

berat kering atau 1000 kkal/kg (seribu kilo kalori 

per kilogram) berat basah;  
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2. memiliki kandungan total organik halogen/TOX 

(jumlah organik Chlor (Cl) dan Fluor (F)) paling 

tinggi 2% (dua persen); dan 

3. bersumber dari kegiatan sendiri. 

b. spesifikasi teknis alat Pengolahan Limbah B3 sesuai 

dengan spesifikasi Boiler yang dimiliki; 

c. lokasi Pengolahan Limbah B3 berada di lokasi Penghasil 

Limbah B3; 

d. jarak antara lokasi pengolahan dan lokasi fasilitas umum 

paling sedikit 50 (lima puluh) meter; 

e. pelaksanaan uji laboratorium dikecualikan untuk 

pengujian standar efisiensi penghancuran dan 

penghilangan senyawa Principle Organic Hazardous 

Constituents (POHCs); dan 

f. baku mutu emisi Pengolahan Limbah B3 dengan cara 

termal menggunakan alat boiler tercantum dalam 

Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Ketiga 

Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan 

Cara Stabilisasi dan Solidifikasi  

 

Pasal 135  

Pengolahan Limbah B3 dengan cara stabilisasi dan solidifikasi 

sebagaimana dimaksud Pasal 124 ayat (1) huruf b dilakukan 

terhadap Limbah B3 dengan ketentuan: 

a. memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, 

reaktif, infeksius, korosif dan beracun; 

b. melakukan analisis organik dan anorganik berdasarkan 

baku mutu TCLP-B sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 

dan/atau 
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c. berwujud cair atau lumpur. 

 

Pasal 136  

Pengolahan Limbah B3 dengan cara stabilisasi dan solidifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 harus memiliki: 

a. fasilitas pencampuran dan pencetakan yang dilengkapi 

dengan lantai kedap air;  

b. laboratorium atau alat pengujian hasil stabilisasi dan 

solidifikasi; dan 

c. bangunan beratap sehingga terlindung dari hujan. 

 

Pasal 137  

Lokasi Pengolahan Limbah B3 dengan cara stabilisasi dan 

solidifikasi harus berada di daerah yang bebas banjir atau 

daerah yang dapat dilakukan rekayasa dengan teknologi 

untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Pasal 138  

Pengolahan Limbah B3 dengan stabilisasi dan solidifikasi 

dilaksanakan dengan melakukan: 

a. pengaturan komposisi antara Limbah B3 dan bahan 

baku lain yang digunakan; 

b. pencampuran Limbah B3 dan bahan baku lain hingga 

mendapatkan campuran yang homogen; dan 

c. pengaturan nilai pH. 

 

Pasal 139  

(1) Hasil proses Pengolahan Limbah B3 dengan cara 

stabilisasi dan solidifikasi harus memenuhi: 

a. uji kuat tekan dengan soil penetrometer test dengan 

nilai tekanan minimum 10 ton/m2 (sepuluh ton per 

meter persegi); 

b. uji paint filter test yaitu sample dengan ukuran 1 cm 

(satu sentimeter) tidak ada yang lolos dari fiter 

dengan ukuran mesh 60 (enam puluh) setelah 5 

(lima) dan 10 (sepuluh) menit pengamatan; dan 

c. uji TCLP hingga memenuhi baku mutu TCLP sesuai 
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lampiran XII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6634). 

(2) Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh laboratorium terakreditasi dan/atau telah 

menerapkan tata cara berlaboratorium yang baik. 

Terhadap hasil Pengolahan Limbah B3 dengan cara 

stabilisasi dan solidifikasi dilakukan penimbunan pada 

fasilitas Penimbunan Limbah B3. 

 

Bagian Keempat 

Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  

dengan Cara Lain 

 

Paragraf 1 

Bioremediasi 

 

Pasal 140  

Pengolahan Limbah B3 dengan cara bioremediasi 

sebagaimana dimaksud Pasal 124 ayat (2) huruf a dilakukan 

terhadap:  

a. Limbah B3 memiliki konsentrasi Total Petroleum 

Hydrocarbon (TPH) paling tinggi 15% (lima belas persen);  

b. dalam hal Limbah B3 memiliki konsentrasi Total 

Petroleum Hydrocarbon (TPH) lebih tinggi dari 15% (lima 

belas persen), Limbah B3 harus dilakukan pengolahan 

awal (pre treatment) untuk menurunkan konsentrasi TPH 

hingga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a sebelum dilakukan pengolahan dengan 

cara bioremediasi; dan 

c. hasil uji logam berat memenuhi baku mutu lebih kecil 

dari atau sama dengan TCLP-B sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634). 

 

Pasal 141  

Pengolahan Limbah B3 dengan cara bioremediasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode: 

a. landfarming; dan/atau 

b. biopile. 

 

Pasal 142  

Pengolahan Limbah B3 dengan cara bioremediasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 harus memenuhi 

ketentuan: 

a. lokasi Pengolahan Limbah B3 memiliki nilai 

permeabilitas (K) 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus 

lima sentimeter per detik);  

b. dalam hal lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a 

tidak dapat dipenuhi, fasilitas Pengolahan Limbah B3 

dilengkapi sistem pelapisan: 

1. tanah lempung dengan ketebalan minimum 60 cm 

(enam puluh sentimeter) setelah dipadatkan dan 

memenuhi nilai permeabilitas (K) minimum adalah 

10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima 

sentimeter per detik); atau 

2. bahan pelapis tambahan berupa HDPE (high density 

polyethylene) dengan ketebalan minimum 1.5 mm. 

c. saluran drainase dirancang di sekeliling unit lokasi 

pengolahan untuk mengkontrol larinya air limpasan; 

d. arah aliran air limpasan tersebut diatur sehingga aliran 

menuju ke kolam penampungan; 

e. konstruksi saluran drainase dan kolam penampung air 

limpasan harus kedap air dan mampu menampung air 

limpasan pada kondisi curah hujan maksimum; 

f. tanggul dibangun di sekeliling unit lokasi pengolahan 

untuk mencegah luapan air hujan yang masuk pada 

waktu curah hujan tertinggi; 
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g. sumur pantau air tanah dipasang minimum 2 (dua) buah 

yang terletak secara representatif di daerah hulu dan 

hilir dari unit lokasi pengolahan yang disesuaikan 

dengan arah aliran air tanah; 

h. sumur pantau air tanah tidak diperlukan jika data 

hidrogeologis mendukung terjaminnya permeabilitas 

yang sangat rendah, baik dari segi kedalaman air tanah 

maupun struktur geologi lokasi; 

i. pagar pengaman atau pembatas di sekeliling lokasi unit 

pengolahan dipasang untuk menghindari masuknya 

pihak yang tidak berkepentingan; dan 

j. tanda-tanda peringatan dipasang untuk menjaga aspek 

keselamatan dan keamanan. 

 

Pasal 143  

(1) Lokasi Pengolahan Limbah B3 dengan cara bioremediasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a 

memenuhi ketentuan: 

a. bukan daerah genangan air sepanjang tahun; 

b. bukan daerah aliran sungai intermittent; 

c. bukan daerah lindung; 

d. jarak dari lokasi pemukiman lebih dari 300 m (tiga 

ratus meter); 

e. lahan datar dan/atau lahan landai dengan 

kemiringan paling tinggi 12% (dua belas persen); 

dan 

f. kondisi hidrogeologi memenuhi: 

1. kedalaman air tanah minimum 4 m (empat 

meter) dari lapisan terbawah unit pengolahan; 

dan 

2. tekstur tanah tidak memiliki porositas tinggi. 

g. melakukan pengkajian terhadap kondisi awal lahan 

(baseline) lokasi yang akan dibangun termasuk data 

kandungan Petroleum Hydrocarbon (PH) dan logam 

berat pada sample tanah dan air tanah; 

h. lahan terkonsentrasi pada satu area (tidak tersebar); 

dan 
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i. pada kondisi lokasi lahan terkontaminasi di daerah 

yang dilarang, Limbah wajib dipindahkan dan 

dilakukan pengolahan secara ek-situ. 

(2) Dalam hal lahan terkontaminasi sebagaimana dimaksud 

dalam huruf h berada di permukaan tanah, pengolahan 

bioremediasi dapat dilakukan dengan cara in-situ 

dengan mempertimbangkan kondisi hidrogeologi, air 

tanah dan lingkungan yang aman sesuai dengan 

persyaratan lahan pengolahan. 

 

Pasal 144  

(1) Prosedur Pengolahan Limbah B3 dengan cara 

bioremediasi dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan: 

a. dilakukan dipermukaan tanah pada kondisi aerob; 

b. mencampur bahan pencampur dengan Limbah B3 

yang akan diolah dengan perbandingan 1:1 (satu 

berbanding satu) dari volume Limbah B3 yang akan 

diolah; 

c. pencampuran bahan penggembur antara 10% 

(sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas 

persen) dari volume Limbah B3 yang akan diolah; 

d. proses pengolahan dilakukan dengan pemberian 

oksigen melalui pipa dan/atau pengadukan manual; 

e. menghamparkan Limbah B3 di fasilitas Pengolahan 

dengan ketinggian paling tinggi 30 cm (tiga puluh 

sentimeter); 

d. mempertahankan nilai kadar air optimum limbah 

yang diolah antara 15% (lima belas persen) hingga 

25% (dua puluh lima persen); 

e. pengaturan pH optimum hingga mendekati pH 

netral; dan 

f. penambahan zat makanan atau unsur hara. 

(2) Untuk kegiatan bioremediasi dengan landfarming 

dilakukan dengan menghamparkan Limbah B3 di 

fasilitas Pengolahan dengan ketinggian paling tinggi 30 

cm (tiga puluh sentimeter) dan melakukan proses 

pengadukan secara teratur dan periodik untuk 
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mengoptimalkan proses pengolahan. 

(3) Untuk kegiatan bioremediasi dengan biopile dilakukan 

dengan menumpuk Limbah B3 di fasilitas Pengolahan 

setinggi 1,5 m (satu koma lima meter) sampai dengan 3 

m (tiga meter). 

 

Pasal 145  

(1) Hasil Pengolahan Limbah B3 dengan cara bioremediasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 harus 

memenuhi: 

a. uji total konsentrasi untuk parameter: 

1. C6 – C9 Petroleum Hydrocarbon (PH) dengan 

nilai baku mutu paling tinggi 325 mg/kg (tiga 

ratus dua puluh lima miligram per kilogram); 

dan  

2. C10 – C36 Petroleum Hydrocarbon (PH) nilai baku 

mutu paling tinggi 5000 mg/kg (lima ribu 

miligram per kilogram); dan 

b. uji Lethal Dose Fifty (LD50) dengan ketentuan paling 

rendah 5000 mg/kg (lima ribu miligram per 

kilogram) berat badan hewan uji, paling sedikit 1 

(satu) kali pengujian dari jenis Limbah yang sama. 

(2) Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di 

laboratorium terakreditasi. 

(3) Dalam hal belum terdapat laboratorium terakreditasi, uji 

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang 

menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar 

Nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium 

yang baik. 

 

Pasal 146  

(1) Limbah hasil Pengolahan Limbah B3 dengan cara 

bioremediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 

dikelola: 

a. sesuai dengan pengelolaan Limbah nonB3, jika nilai 

konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih 
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kecil dari TCLP-B; atau 

b. untuk dapat digunakan sebagai tanah lapisan dasar 

di wilayah kerja penanggung jawab Usaha dan/atau 

Kegiatan, jika konsentrasi zat pencemar sama 

dengan atau lebih kecil dari TCLP-C dan total 

konsentrasi C. 

(2) Pengelolaan lebih lanjut air sisa hasil Pengolahan 

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola 

dengan cara: 

a. diolah di fasilitas Pengolahan Air Limbah (IPAL); 

dan/atau 

b. dimanfaatkan untuk proses dewatering. 

(3) Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

harus memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Paragraf 2 

Elektrokoagulasi 

 

Pasal 147  

Pengolahan Limbah B3 dengan cara elektrokoagulasi 

sebagaimana dimaksud Pasal 124 ayat (2) huruf b dilakukan 

terhadap Limbah B3 fase cair. 

 

Pasal 148  

Prosedur Pengolahan Limbah B3 dengan cara 

elektrokoagulasi memenuhi ketentuan: 

a. penampungan dan pemisahan antara pengotor dan 

Limbah B3; 

 

b. proses koagulasi pada reaktor menggunakan aliran 

listrik searah dengan arus maksimal dan tegangan yang 

telah disesuaikan; 

c. volume Limbah B3 yang diumpankan per satuan waktu; 

dan 

d. pemisahan antara residu dengan air limbah hasil olahan. 
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Pasal 149  

Pengolahan Limbah B3 dengan cara elektrokoagulasi 

sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat 

(2) huruf b harus memiliki fasilitas: 

a. tangki pencampuran; 

b. bak pengendapan; 

c. reaktor; 

d. bak clarifier; 

e. filter press; 

f. tangki buffer; dan 

g. bak control. 

 

Pasal 150  

Lokasi Pengolahan Limbah B3 dengan cara elektrokoagulasi 

harus berada di daerah yang bebas banjir atau daerah yang 

dapat dilakukan rekayasa dengan teknologi untuk 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Pasal 151  

(1) Pengelolaan lebih lanjut sisa hasil Pengolahan Limbah 

B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf d 

untuk Limbah B3 berupa: 

a. residu, disimpan di fasilitas Penyimpanan Limbah 

B3; dan 

b. air limbah dari residu, dapat dilakukan resirkulasi 

ke bak ekualisasi atau diolah hingga memenuhi 

baku mutu air limbah sebelum dibuang ke 

lingkungan. 

(2) Baku mutu air hasil olahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 148 huruf d dan pada ayat (1) huruf b 

tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Paragraf 3 

Pencucian  

 

Pasal 152  

Pencucian tangki kapal (tank cleaning) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf c angka 1 

dilakukan terhadap tangki kapal. 

 

Pasal 153  

Pengolahan Limbah B3 dengan cara lain melalui proses 

pencucian tangki kapal (tank cleaning) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 152 harus memiliki: 

a. pompa cairan; 

b. blower; 

c. kompresor udara; 

d. detektor gas; 

e. pakaian tahan api dan perlengkapannya; 

f. masker gas; 

g. lampu pengaman; 

h. sepatu karet; 

i. peralatan pemadam kebakaran jinjing; 

j. alat pelokalisir minyak; 

k. bahan penyerap; 

l. cairan pengurai minyak; 

m. kapal kerja; dan 

n. sarana penampung Limbah 

 

Pasal 154  

Prosedur Pengolahan Limbah B3 dengan cara lain melalui 

proses pencucian tangki kapal (tank cleaning) dilaksanakan 

dengan memenuhi ketentuan: 

a. menghilangkan gas-gas berbahaya (gas freeing); 

b. pembersihan dinding tangki (tank washing); 

c. memindahkan air hasil pencucian (de-sloping); 

d. mengangkat Limbah B3 (de-mucking); dan 

e. mengemas residu hasil pencucian tangki kapal (packing). 
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Pasal 155  

Pengelolaan lebih lanjut residu hasil pencucian tangki kapal 

(packing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf e 

harus diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat 

Limbah B3 dan/atau Pengolah Limbah B3. 

 

Pasal 156  

Pengolahan Limbah B3 dengan cara lain melalui proses 

pencucian kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf c 

angka 2 dilakukan terhadap Limbah B3 berupa kemasan 

bekas B3 dan/atau Limbah B3. 

 

Pasal 157  

Pengolahan Limbah B3 dengan cara lain melalui proses 

pencucian kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 harus memiliki: 

a. alat yang mampu membersihkan keseluruhan bagian 

dalam kemasan; 

b. jenis pelarut sesuai jenis dan karakteristik zat pencemar; 

c. alat penangkap dan/atau penampung residu hasil 

pencucian atau pembersihan; 

d. lantai kedap air; 

e. bangunan beratap sehingga terlindung dari hujan; dan 

f. penutup untuk mengurangi dispersi Limbah B3 yang 

berbentuk bubuk/powder dan dilengkapi dengan 

penghisap udara (Exhaust). 

 

Pasal 158  

Prosedur Pengolahan Limbah B3 dengan cara lain melalui 

proses pencucian kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 

dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan: 

a. zat pencemar dalam kemasan; 

b. jenis kemasan B3 dan/atau Limbah B3; 

c. jenis pelarut yang digunakan; dan 

d. penggunaan kemasan setelah pencucian; dan 

e. pengelolaan residu Pengolahan Limbah B3. 
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Pasal 159  

Kemasan hasil kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 158 huruf d tidak digunakan untuk 

menyimpan dan/atau mengemas bahan makanan dan/atau 

minuman. 

 

Pasal 160  

(1) Pengelolaan hasil sisa Pengolahan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf e 

dilakukan: 

a. penyimpanan Limbah B3 di fasilitas Penyimpanan 

Limbah B3; dan/atau 

b. pengelolaan air limbah hasil olahan pada Instalasi 

Pengelolaan Air Limbah hingga memenuhi baku 

mutu air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. 

(2) Baku mutu air hasil olahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 161  

(1) Pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 124 dilaporkan kepada Menteri 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak 

Persetujuan Teknis diterbitkan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara elektronik melalui laman 

https://plb3.menlhk.go.id dengan bukti pelaporan 

berupa tanda terima elektronik. 

 

Bagian Kelima 

Uji Coba Pengolahan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun 

 

Pasal 162  

Kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan cara: 

a. termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) 
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huruf a; dan  

b. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 125 ayat (1) huruf c yang tidak memiliki 

Standar Nasional Indonesia, 

wajib dilakukan uji coba Pengolahan Limbah B3. 

 

Pasal 163  

Kegiatan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 162 dilakukan terhadap:  

a peralatan dan teknologi Pengolahan Limbah B3;  

b metode Pengolahan Limbah B3; dan  

c fasilitas Pengolahan Limbah B3. 

 

Pasal 164  

Kegiatan uji coba terhadap peralatan dan teknologi 

Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

163 huruf a meliputi:  

a. spesifikasi peralatan dan teknologi Pengolahan Limbah 

B3 yang digunakan;  

b. rancang bangun peralatan dan teknologi Pengolahan 

Limbah B3;  

c. standar operasional peralatan dan teknologi yang 

digunakan; dan  

d. peralatan dan teknologi pengendalian pencemaran air 

dan/atau udara yang mampu memenuhi standar 

Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 165  

(1) Kegiatan uji coba terhadap metode Pengolahan Limbah 

B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b 

meliputi:  

a. jenis dan sumber Limbah B3;  

b. tata cara Penyimpanan Limbah B3;  

c. tujuan uji coba;  

d. lokasi dan koordinat uji coba;  
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e. jumlah Limbah B3 yang diperlukan dalam uji coba; 

f. diagram proses uji coba Pengolahan Limbah B3; 

g. kapasitas uji coba Pengolahan Limbah B3;  

h. pengendalian pencemaran air jika uji coba 

Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air limbah;  

i. pengendalian pencemaran udara jika uji coba 

Pengolahan Limbah B3 menghasilkan emisi; dan 

j. uji laboratorium.  

(2) Tata cara Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3. 

    

Pasal 166  

Kegiatan uji coba terhadap fasilitas Pengolahan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf c meliputi:  

a. lokasi dan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan uji 

coba Pengolahan Limbah B3; dan  

b. fasilitas penunjang yang digunakan selama uji coba. 

 

Pasal 167  

(1) Kegiatan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 164 sampai dengan Pasal 166 

disusun dalam dokumen rencana uji coba Pengolahan 

Limbah B3.  

(2) Dokumen rencana uji coba Pengolahan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi 

mengenai:  

a. identitas pemohon;  

b. lokasi pelaksanaan uji coba;  

c. maksud dan tujuan pelaksanaan uji coba;  

d. peralatan, metode, teknologi dan/atau fasilitas uji 

coba;  

e. target yang akan dicapai;  

f. pengendalian pencemaran air limbah dan/atau 

udara;  

g. pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari 

kegiatan uji coba;  
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h. uji laboratorium yang dilakukan;  

i. standar operasional kegiatan uji coba; dan  

j. rincian jadwal pelaksanaan uji coba.  

(3) Dokumen rencana uji coba Pengolahan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan permohonan persetujuan 

teknis Pengelolaan Limbah B3. 

 

Pasal 168  

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang 

melakukan uji coba Pengolahan Limbah B3 wajib 

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji coba 

Pengolahan Limbah B3. 

(2) Laporan hasil pelaksanaan uji coba sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memuat:  

a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang dilakukan 

uji coba;  

b. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, 

teknologi dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;  

c. hasil pelaksanaan uji coba; dan  

d. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan 

dalam uji coba. 

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Menteri paling lambat 14 

(empat belas) hari sejak selesainya uji coba 

Pengolahan Limbah B3. 

 

Pasal 169  

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah 

Limbah B3 yang melakukan uji coba Pengolahan Limbah B3 

wajib menghentikan pelaksanaan uji coba Pengolahan 

Limbah B3 jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya 

standar lingkungan hidup. 
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BAB IX 

PENIMBUNAN  

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 170  

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib 

melaksanakan Penimbunan Limbah B3.  

(2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan 

Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.  

  

Pasal 171  

(1) Penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 

dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 

berupa: 

a. penimbusan akhir yang terdiri dari: 

1. fasilitas penimbusan akhir kelas I; 

2. fasilitas penimbusan akhir kelas II; dan 

3. fasilitas penimbusan akhir kelas III; 

b. sumur injeksi; 

c. penempatan kembali di area bekas tambang; 

d. bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau  

e. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(2) Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 170 ayat (1) melakukan Penimbunan Limbah B3 

pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3) Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 170 ayat (2) melakukan Penimbunan Limbah B3 

pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa fasilitas 

penimbusan akhir kelas I dan/atau kelas II sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2. 

(4) Fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa sumur injeksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

www.peraturan.go.id



2021, No. 294 -106- 

dilakukan di: 

a. darat; atau 

b. laut. 

(5) Fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penempatan 

kembali di area bekas tambang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi Limbah B3 

spesifik khusus yang berasal dari: 

a. peleburan bijih mineral dari kegiatan 

pertambangan; dan/atau 

b. pengolahan dan/atau pemurnian bijih mineral dari 

kegiatan pertambangan. 

(6) Penimbunan Limbah B3 berupa penempatan kembali di 

area bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) dilakukan pada: 

a. lubang tambang permukaan; atau 

b. lubang tambang bawah tanah. 

(7) Fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa bendungan 

penampung Limbah tambang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi Limbah B3 

berupa tailing. 

 

Pasal 172  

Pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 171 harus memenuhi ketentuan:  

a. persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah B3;  

b. persyaratan lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3;  

c. persyaratan uji Limbah B3; 

d. tata cara Penimbunan Limbah B3; dan 

e. penetapan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah 

B3. 
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Bagian Kedua 

Persyaratan Fasilitas Penimbunan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun 

 

Paragraf 1 

Fasilitas Penimbusan Akhir 

 

Pasal 173   

(1) Persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a untuk 

fasilitas penimbusan akhir harus memenuhi ketentuan:  

a. memiliki desain fasilitas;  

b. memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan:  

1. saluran untuk pengaturan aliran air 

permukaan;  

2. pengumpulan air lindi dan pengolahannya; dan 

3. sumur pantau;  

c. memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah 

B3 paling sedikit:  

1. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi 

keadaan darurat;  

2. alat angkut untuk Penimbunan Limbah B3; 

dan 

3. alat pelindung dan keselamatan diri, 

dan  

d. memiliki rencana Penimbunan Limbah B3, 

penutupan, dan pasca penutupan fasilitas 

Penimbunan Limbah B3.  

(2) Sistem pelapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 

kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) 

huruf a angka 1 dibangun secara berurutan meliputi:  

a. lapisan dasar;  

b. lapisan geomembran kedua;  

c. lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran;  

d. lapisan tanah penghalang;  

e. lapisan geomembran pertama;  
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f. lapisan untuk sistem pengumpulan dan 

pemindahan lindi; dan  

g. lapisan pelindung selama operasi.  

(3) Sistem pelapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 

kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) 

huruf a angka 2 dibangun secara berurutan meliputi:  

a. lapisan dasar;  

b. lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran;  

c. lapisan tanah penghalang;  

d. lapisan geomembran;  

e. lapisan untuk sistem pengumpulan dan 

pemindahan lindi; dan  

f. lapisan pelindung selama operasi. 

(4) Sistem pelapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 

kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) 

huruf a angka 3 dibangun secara berurutan meliputi:  

a. lapisan dasar;  

b. lapisan untuk sistem pengumpulan dan 

pemindahan lindi kedua;  

c. lapisan tanah penghalang;  

d. lapisan untuk sistem pengumpulan dan 

pemindahan lindi pertama; dan  

e. lapisan pelindung selama operasi. 

(5) Lapisan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a berupa 

lapisan tanah lempung yang dipadatkan ulang dengan 

ketentuan:  

a. memiliki konduktivitas hidraulik dengan nilai 

antara 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh 

sentimeter per detik) sampai dengan 10-6 cm/detik 

(sepuluh pangkat minus enam sentimeter per detik); 

dan 

b. memiliki ketebalan paling rendah 1 m (satu meter) 

yang terdiri dari lapisan-lapisan tipis dengan 

ketebalan 15-20 cm (lima belas sampai dengan dua 

puluh sentimeter).  
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(6) Lapisan geomembran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b, ayat (2) huruf e, dan ayat (3) huruf d 

merupakan lapisan yang terbuat dari High Density 

Polyethylene (HDPE) dengan ketentuan:  

a. memiliki ketebalan antara 1,5 – 2,0 mm (satu koma 

lima sampai dengan dua koma nol milimeter); dan  

b. harus dirancang agar tahan terhadap semua 

tekanan selama instalasi, konstruksi, operasi dan 

penutupan fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 

sesuai dengan ketentuan American Society of Testing 

Materials D4437-08 (2013): Standard Practice for 

Non Destructive Testing (NDT) for determining the 

integrating of Seams used in joining flexible polymeric 

sheet geomembranes, atau metode lain yang setara.  

(7) Lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) 

huruf b merupakan lapisan geonet yang terbuat dari 

HDPE dengan ketentuan:  

a. memiliki transmisivitas planar sama dengan atau 

lebih besar dari 0,3 cm2/detik (nol koma tiga 

sentimeter persegi per detik);  

b. memiliki komponen teratas berupa non woven 

geotextile yang dilekatkan pada geonet pada proses 

pembuatannya; dan  

c. dirancang sedemikian rupa dengan kemiringan 

tertentu menuju tempat pengumpul, sehingga 

timbulan lindi akan terkumpul.  

(8) Lapisan tanah penghalang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf c, dan ayat (4) huruf c 

berupa:  

a. tanah liat yang dipadatkan dengan konduktivitas 

hidraulik 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus 

tujuh sentimeter per detik), dan ketebalan paling 

rendah 30 cm (tiga puluh sentimeter); atau  

b. Geosynthetic Clay Liner (GCL) berupa bentonite yang 

diselubungi oleh lapisan geotextile dengan ketebalan 

paling rendah 6 mm (enam milimeter).  
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(9) Lapisan untuk Sistem Pengumpulan dan Pemindahan 

Lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, ayat 

(3) huruf e, ayat (4) huruf b, dan ayat (4) huruf d harus 

memenuhi ketentuan:  

a. terdiri dari sekurang-kurangnya 30 cm (tiga puluh 

sentimeter) bahan atau tanah butiran yang memiliki 

konduktivitas hidraulik paling rendah 10-2 cm/detik 

(sepuluh pangkat minus dua sentimeter per detik); 

dan  

b. pada dinding penimbusan akhir digunakan geonet 

sebagai Sistem Pengumpulan dan Pemindahan Lindi 

dengan transmisivitas sama dengan atau lebih besar 

dari transmisivitas planar 30 cm (tiga puluh 

sentimeter) bahan atau tanah butiran dengan 

konduktivitas hidraulik jenuh paling rendah 10-2 

cm/detik (sepuluh pangkat minus dua sentimeter 

per detik).  

(10) Lapisan pelindung selama operasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf f dan ayat 

(4) huruf e berupa tanah atau Limbah nonB3 padat 

dengan ketentuan:  

a. tidak mengandung material tajam;  

b. memiliki total konsentrasi zat pencemar lebih kecil 

dari total konsentrasi zat pencemar pada kolom B 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini; 

c. memiliki ketebalan paling sedikit 30 cm (tiga puluh 

sentimeter);  

d. dirancang untuk mencegah kerusakan komponen 

pelapisan dasar penimbusan akhir selama 

penempatan limbah di fasilitas penimbusan akhir;  

e. dipasang pada dasar penimbusan akhir selama 

konstruksi awal; dan  

f. dipasang lapisan pelindung tambahan pada dinding 

sel selama masa aktif sel penimbusan akhir.  
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Paragraf 2 

Sumur Injeksi 

 

Pasal 174   

(1) Persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a untuk 

fasilitas sumur injeksi harus memenuhi ketentuan:  

a. memiliki desain fasilitas;  

b. memiliki zona target injeksi;  

c. memiliki kelengkapan fasilitas meliputi: 

1. kolam atau bak penampung Limbah B3; 

2. unit pengolahan Limbah B3; 

3. pompa injeksi Limbah B3; 

4. kolam atau bak penampung ceceran Limbah 

B3; dan 

5. sumur pantau untuk fasilitas sumur injeksi di 

darat; 

d. memiliki kelengkapan peralatan pendukung 

Penimbunan Limbah B3 paling sedikit:  

1. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi 

keadaan darurat;  

2. alat angkut untuk Penimbunan Limbah B3;  

3. alat pelindung dan keselamatan diri; dan 

e. memiliki rencana Penimbunan Limbah B3, 

penutupan, dan pasca penutupan fasilitas 

Penimbunan Limbah B3.  

(2) Desain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, memperhatikan: 

a. kedalaman zona target injeksi; 

b. tekanan injeksi, tekanan internal dan eksternal, 

serta axial loading; 

c. diameter sumur; 

d. kualitas selubung (casing) dan semen; 

e. fluida formasi; 

f. temperatur di bawah permukaan; dan 

g. jumlah dan karakteristik (komposisi kimia, sifat 

korosif, temperatur, dan densitas) fluida yang 

diinjeksikan. 
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(3) Zona target injeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b memenuhi persyaratan: 

a. litologi bersifat permeable dan/atau porous; dan 

b. mampu menampung fluida yang akan diinjeksikan;  

(4) Zona target injeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) litologi 

lapisan penyekat yang bersifat kedap yang berada di atas 

zona target injeksi untuk memastikan tidak terjadi 

migrasi (perpindahan) Limbah B3. 

(5) Unit pengolahan Limbah B3 pada ayat (1) huruf c angka 

2 meliputi: 

a. penyaring Limbah B3; 

b. pencampur Limbah B3; dan/atau 

c. penampung hasil pengolahan, 

yang bertujuan untuk menghasilkan fluida Limbah B3 

yang bersifat homogen sebelum diinjeksi ke zona target 

injeksi. 

 

Paragraf 3 

Penempatan Kembali di Area Bekas Tambang 

 

Pasal 175  

Persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 172 huruf a untuk Penimbunan 

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi ketentuan:  

a. memiliki kelengkapan fasilitas berupa:  

1. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan;  

2. pengumpulan air lindi dan pengolahannya; dan 

3. sumur pantau;  

b. memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah B3 

paling sedikit:  

1. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi 

keadaan darurat;  

2. alat angkut untuk Penimbunan Limbah B3; dan 

3. alat pelindung dan keselamatan diri;  

dan  
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c. memiliki rencana Penimbunan Limbah B3, penutupan, 

dan pasca penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3. 

 

Paragraf 4 

Bendungan Penampung Limbah Tambang 

 

Pasal 176  

(1) Persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a untuk 

fasilitas bendungan penampung Limbah tambang harus 

memenuhi persyaratan:  

a. memiliki desain fasilitas;  

b. memiliki kelengkapan fasilitas berupa:  

1. saluran untuk pengaturan aliran air 

permukaan;  

2. pengumpulan air lindi dan pengolahannya; dan 

3. sumur pantau;  

c. memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah 

B3 paling sedikit:  

1. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi 

keadaan darurat;  

2. alat angkut untuk Penimbunan Limbah B3; 

dan  

3. alat pelindung dan keselamatan diri;  

dan  

d. memiliki rencana Penimbunan Limbah B3, 

penutupan, dan pasca penutupan fasilitas 

Penimbunan Limbah B3. 

(2) Desain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a wajib memenuhi standar dan memiliki 

persetujuan dari lembaga pemerintah yang 

melaksanakan urusan di bidang keamanan bendungan. 
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Bagian Ketiga 

Persyaratan Lokasi Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun 

 

Pasal 177   

(1) Persyaratan lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf b harus 

memenuhi ketentuan:  

a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; 

b. bebas banjir seratus tahunan;  

c. permeabilitas tanah;  

d. daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak 

rawan bencana, dan di luar kawasan lindung;  

e. bukan merupakan daerah resapan air tanah; dan  

f. hidrologi permukaan.  

(2) Persyaratan lokasi bebas banjir seratus tahunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 

berlaku untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa 

sumur injeksi di laut. 

(3) Persyaratan lokasi permeabilitas tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk fasilitas 

Penimbunan Limbah B3 berupa penimbusan akhir. 

(4) Permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c meliputi:  

a. permeabilitas tanah yang diukur sebagai 

konduktivitas hidraulik paling besar 10-7 cm/detik 

(sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), 

untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas I 

dan kelas II yang digunakan untuk menimbun 

Limbah B3 yang diwajibkan ditimbun di fasilitas 

penimbusan akhir kelas I dan/atau kelas II;  

b. permeabilitas tanah yang diukur sebagai 

konduktivitas hidraulik paling besar 10-5 cm/detik 

(sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik), 

untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas 

III yang digunakan untuk menimbun Limbah B3 

yang diwajibkan ditimbun di fasilitas penimbusan 

akhir kelas III; atau  
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c. permeabilitas tanah yang tidak memenuhi 

ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

huruf b dapat dilakukan rekayasa teknologi 

sehingga mencapai permeabilitas tanah yang diukur 

sebagai konduktivitas hidraulik paling besar 10-5 

cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter 

per detik), untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah 

B3 kelas III yang digunakan untuk menimbun 

Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.  

(5) Daerah yang secara geologis aman, stabil, dan tidak 

rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d merupakan daerah tidak berpotensi bencana 

alam, meliputi: 

a. longsoran;  

b. bahaya gunung api;  

c. gempa bumi;  

d. sesar aktif;  

e. sink hole;  

f. amblesan (land subsidence);  

g. tsunami; 

h. mud volcano; dan/atau 

i. likuifaksi.  

(6) Daerah resapan air tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e meliputi:  

a. daerah resapan (recharge) bagi air tanah;  

b. daerah yang di bawahnya terdapat lapisan pembawa 

akuifer tertekan (confined aquifer); dan 

c. sumber air minum bawah tanah. 

(7) Daerah resapan air tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) huruf a dan huruf b berlaku untuk fasilitas 

Penimbunan Limbah B3 berupa fasilitas penimbusan 

akhir, penempatan kembali di area bekas tambang, dan 

bendungan penampung limbah tambang, dengan 

ketentuan: 

a. dalam hal lokasi berada di atas daerah yang 

memiliki lapisan pembawa akuifer tertekan (confined 

aquifer), bagian dasar fasilitas penimbusan akhir 
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dan bendungan penampung limbah tambang wajib 

memiliki jarak paling sedikit 4 m (empat meter) 

dengan jarak terdekat akuifer; dan 

b. dalam hal lapisan pembawa akuifer tertekan 

(confined aquifer) pada fasilitas Penimbunan Limbah 

B3 berupa penempatan kembali di area bekas 

tambang, memiliki jarak kurang dari 4 m (empat 

meter), wajib dilakukan rekayasa teknologi yang 

bertujuan untuk mengisolasi (containment) Limbah 

B3 yang ditimbun. 

(8) Daerah resapan air tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) huruf c berlaku untuk fasilitas Penimbunan 

Limbah B3 berupa sumur injeksi, dengan ketentuan 

dalam hal terdapat zona sumber air minum bawah tanah  

di sekitar zona target injeksi, harus dipastikan tidak 

terdapat sesar atau rekahan yang dapat menyebabkan 

perpindahan Limbah menuju zona sumber air minum 

bawah tanah. 

(9) Persyaratan hidrologi permukaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:  

a. lokasi fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 yang 

dimiliki oleh Penghasil Limbah B3 meliputi:  

1. bukan merupakan daerah genangan air;  

2. memiliki jarak terhadap aliran sungai yang 

mengalir sepanjang tahun, danau, dan/atau 

waduk untuk irigasi pertanian dan/atau air 

bersih paling sedikit: 

a) 200 m (dua ratus meter); atau 

b) 100 m (seratus meter) untuk Penimbunan 

Limbah B3 dari sumber spesifik khusus 

dengan menggunakan fasilitas 

penimbusan akhir kelas I atau kelas II; 

dan 

3. memiliki jarak terhadap Garis Pantai paling 

sedikit: 

a) 200 m (dua ratus meter); atau 

b) 150 m (seratus lima puluh meter) untuk 
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Penimbunan Limbah B3 dari sumber 

spesifik khusus dengan menggunakan 

fasilitas penimbusan akhir kelas I atau 

kelas II; 

b. lokasi fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 yang 

dimiliki oleh Penimbun Limbah B3 meliputi:  

1. bukan merupakan daerah genangan air;  

2. memiliki jarak paling sedikit 500 m (lima ratus 

meter) dari aliran sungai yang mengalir 

sepanjang tahun, danau, dan/atau waduk 

untuk irigasi pertanian dan/atau air bersih; 

dan  

3. memiliki jarak paling sedikit 2.500 m (dua ribu 

lima ratus meter) dari Garis Pantai; 

c. lokasi fasilitas bendungan penampung Limbah 

tambang meliputi:  

1. bukan merupakan daerah genangan air;  

2. memiliki jarak paling sedikit 100 m (seratus 

meter) dari aliran sungai yang mengalir 

sepanjang tahun, danau, dan/atau waduk 

untuk irigasi pertanian dan/atau air bersih; 

dan  

3. memiliki jarak paling sedikit 150 m (seratus 

lima puluh meter) dari Garis Pantai; 

dan 

d. persyaratan hidrologi permukaan tidak berlaku 

untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa 

sumur injeksi dan penempatan kembali di area 

bekas tambang. 

 

Bagian Keempat 

Persyaratan Uji Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

 

Pasal 178  

(1) Limbah B3 yang akan ditimbun wajib memenuhi 

persyaratan uji Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 172 huruf c meliputi:  

a. Uji TCLP; 
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b. uji total konsentrasi zat pencemar;  

c. uji tingkat kontaminasi radioaktif;  

d. uji paint filter;  

e. uji karakteristik, kandungan organik, serta wujud 

Limbah B3; dan  

f. uji kuat tekan.  

(2) Uji Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b sampai dengan huruf f tidak berlaku untuk 

fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa sumur injeksi 

dan bendungan penampung Limbah tambang. 

(3) Uji Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, huruf d, dan huruf e tidak berlaku untuk 

fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penempatan 

kembali di area bekas tambang. 

(4) Uji Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f harus 

dilakukan di laboratorium terakreditasi.  

(5) Dalam hal belum terdapat laboratorium terakreditasi, uji 

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang 

menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar 

Nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium 

yang baik.  

 

Pasal 179   

(1) Uji TCLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat 

(1) huruf a dilakukan untuk memenuhi ketentuan baku 

mutu karakteristik beracun sebelum dilakukan 

Penimbunan Limbah B3.  

(2) Dalam hal Limbah B3 tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Limbah B3 wajib 

diolah terlebih dahulu. 

(3) Untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa 

penimbusan akhir dan penempatan kembali di area 

bekas tambang kegiatan pengolahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara 

stabilisasi dan/atau solidifikasi.  

(4) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
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dan ayat (3) wajib dilakukan uji TCLP memenuhi 

ketentuan baku mutu karakteristik beracun. 

(5) Baku mutu karakteristik beracun sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam 

Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 180  

(1) Uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf b dilakukan 

untuk menentukan kelas fasilitas penimbusan akhir 

Limbah B3.  

(2) Penentuan kelas fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

ketentuan:  

a. terhadap Limbah B3 yang memiliki total konsentrasi 

zat pencemar lebih besar dari atau sama dengan 

total konsentrasi zat pencemar tercantum dalam 

kolom A Lampiran XVII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, 

Penimbunan Limbah B3 dilakukan di fasilitas 

penimbusan akhir kelas I;  

b. terhadap Limbah B3 yang memiliki total konsentrasi 

zat pencemar lebih kecil dari total konsentrasi zat 

pencemar pada kolom A dan lebih besar atau sama 

dengan total konsentrasi zat pencemar tercantum 

dalam kolom B Lampiran XVII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, 

Penimbunan Limbah B3 dapat dilakukan di fasilitas 

penimbusan akhir kelas II atau kelas I; dan  

c. terhadap limbah B3 yang memiliki total konsentrasi 

zat pencemar lebih kecil dari total konsentrasi zat 

pencemar tercantum dalam kolom B Lampiran XVII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini, Penimbunan Limbah B3 

dapat dilakukan di fasilitas penimbusan akhir kelas 

III, kelas II atau kelas I.  

(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

www.peraturan.go.id



2021, No. 294 -120- 

dilakukan terhadap Limbah B3 sebelum diolah dan/atau 

ditimbun.  

(4) Dalam hal terdapat Limbah B3 yang mengandung zat 

pencemar selain yang tercantum dalam Lampiran XVII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan Direktur 

Jenderal untuk menetapkan nilai total konsentrasi zat 

pencemar dan kelas fasilitas penimbusan akhir Limbah 

B3.  

 

Pasal 181  

(1) Persyaratan tingkat kontaminasi radioaktif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf c dilakukan 

terhadap Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik 

khusus.  

(2) Tingkat kontaminasi radioaktif Limbah B3 harus lebih 

kecil dari 1 Bq/cm2 (satu Becquerel per sentimeter 

persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas lebih kecil dari:  

a. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap 

radionuklida anggota deret uranium dan thorium; 

atau  

b. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk 

kalium. 

(3) Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a meliputi:  

a. Uranium-238 (U-238);  

b. Plumbum-210 (Pb-210);  

c. Radium-226 (Ra-226);  

d. Radium-228 (Ra-228);  

e. Thorium-228 (Th-228);  

f. Thorium-230 (Th-230);  

g. Thorium-234 (Th-234); dan  

h. Polonium-210 (Po-210).  

(4) Radionuklida Polonium-210 (Po-210) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf h hanya berlaku untuk 

penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota 

deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang 
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berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas 

bumi.  

(5) Terhadap Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik 

khusus yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2):  

a. penimbunan wajib dilakukan pada fasilitas 

penimbusan akhir Limbah B3 kelas I atau kelas II 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 ayat (1) 

huruf a angka 1 dan angka 2; atau  

b. dilakukan pengolahan dengan cara stabilisasi atau 

solidifikasi sehingga memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan 

ayat (4).  

  

Pasal 182  

(1) Uji paint filter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 

ayat (1) huruf d digunakan untuk menentukan 

keberadaan cairan bebas.  

(2) Uji paint filter dilakukan dengan menggunakan metode 

9095B (Paint Filter Liquids Test) yang tercantum dalam 

‘‘Test Methods for Evaluating Solid Waste, 

Physical/Chemical Methods,’’ EPA Publication SW–846.  

(3) Dalam hal hasil uji paint filter menyatakan adanya cairan 

bebas, Limbah B3 wajib diolah terlebih dahulu dengan 

cara stabilisasi dan/atau solidifikasi.  

  

Pasal 183  

(1) Persyaratan karakteristik, kandungan zat organik, dan 

wujud Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

178 ayat (1) huruf e meliputi:  

a. tidak memiliki karakteristik Limbah B3:  

1. mudah meledak;  

2. mudah menyala;  

3. reaktif;  

4. infeksius; dan  

5. korosif.  

b. tidak mengandung zat organik lebih besar dari 10% 
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(sepuluh persen); dan  

c. tidak berwujud cair atau lumpur.  

(2) Dalam hal Limbah B3 tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Limbah B3 wajib 

diolah terlebih dahulu dengan cara termal, stabilisasi, 

dan/atau solidifikasi. 

(3) Terhadap Limbah B3 yang telah diolah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan 

karakteristik, kandungan zat organik, dan wujud Limbah 

B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 184  

(1) Uji kuat tekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 

huruf f dilakukan terhadap Limbah B3 yang diolah 

melalui proses stabilisasi dan/atau solidifikasi. 

(2) Hasil pengolahan melalui stabilisasi atau solidifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi 

kuat tekan sebesar 10 ton/m2 (sepuluh ton per meter 

persegi).  

 

Bagian Kelima 

Tata Cara Penimbunan Limbah  

Bahan Berbahaya dan Beracun 

 

Pasal 185  

Limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 184 dapat 

ditimbun di fasilitas penimbunan Limbah B3 dengan 

ketentuan:  

a. memperhatikan penempatan Limbah B3 pada lokasi 

fasilitas penimbunan Limbah B3;  

b. melakukan pengelolaan air lindi yang ditimbulkan dari 

kegiatan penimbunan Limbah B3;  

c. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana penimbunan Limbah B3; dan 

d. melakukan pemantauan lingkungan.  
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Pasal 186  

(1) Penempatan Limbah B3 di lokasi fasilitas penimbusan 

akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf a 

dilakukan dengan memperhatikan:  

a. karakteristik Limbah B3; 

b. bentuk dan ukuran fisik Limbah B3; dan  

c. daya dukung fasilitas penimbusan akhir.  

(2) Penempatan Limbah B3 di lokasi fasilitas sumur injeksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b dapat 

dilakukan secara kontinu atau berselang-seling 

(intermittent) dengan memperhatikan:  

a. karakteristik limbah; 

b. daya dukung zona target injeksi; 

c. tekanan, kecepatan, dan volume injeksi; 

d. temperatur di bawah permukaan; 

e. seismisitas; dan 

f. lokasi zona target injeksi. 

(3) Penempatan Limbah B3 di lokasi fasilitas penempatan 

kembali di area bekas tambang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 171 huruf c dilakukan dengan 

memperhatikan:  

a. karakteristik Limbah B3;  

b. komposisi Limbah B3;  

c. potensi pembentukan air asam tambang dari 

Limbah B3; dan 

d. daya dukung dan stabilitas fasilitas penempatan 

kembali di area bekas tambang. 

(4) Penempatan Limbah B3 di lokasi fasilitas bendungan 

penampung Limbah tambang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 171 huruf d dilakukan dengan 

memperhatikan:  

a. karakteristik Limbah B3; dan 

b. daya dukung fasilitas bendungan penampung 

Limbah tambang. 
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Pasal 187  

(1) Pengelolaan air lindi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

185 huruf b dilakukan terhadap air lindi yang bersumber 

dari:  

a. air yang merembes melalui Limbah B3 ke dasar 

fasilitas penimbunan Limbah B3;  

b. air yang berkontak dengan Limbah B3 dan mengalir 

di permukaan Limbah B3 ke dasar tumpukan 

Limbah B3 di fasilitas penimbunan Limbah B3;  

c. air limbah yang berkontak dengan Limbah B3 di 

lokasi fasilitas penimbunan Limbah B3; dan/atau  

d. air limbah yang terdapat pada sistem pendeteksi 

kebocoran.  

(2) Pengelolaan air lindi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan ketentuan:  

a. membangun saluran drainase limpasan air 

permukaan yang terpisah dengan saluran air lindi 

di sekeliling fasilitas penimbunan Limbah B3;  

b. air lindi yang terkumpul di fasilitas Penimbunan 

Limbah B3 dan berkontak dengan Limbah B3 harus 

dipindahkan ke tempat penampungan air lindi; dan  

c. air lindi dalam lapisan pengumpulan lindi dan 

lapisan pendeteksi kebocoran harus dipindahkan ke 

tempat penampungan air lindi melalui Sistem 

Pengumpulan dan Pemindahan Lindi.  

(3) Tempat penampungan air lindi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) berupa:  

a. tangki; atau  

b. kolam atau bak.  

(4) Tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

harus memenuhi ketentuan:  

a. berupa tangki tertutup; dan  

b. dilengkapi tanggul di sekeliling tangki dengan 

kapasitas paling sedikit 110% (seratus sepuluh 

persen) dari volume tangki. 

(5) Kolam atau bak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b harus memenuhi ketentuan:  
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a. berupa kolam atau bak tertutup untuk fasilitas 

penimbusan akhir;  

b. memiliki kontruksi beton atau bahan kontruksi 

yang kedap air; dan  

c. memiliki kapasitas tampung air lindi yang timbul 

selama 1 (satu) minggu pada curah hujan paling 

tinggi.  

(6) Air lindi yang ditampung di tempat penampungan air 

lindi sebelum dibuang ke media lingkungan wajib 

memenuhi baku mutu air lindi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

(7) Pemenuhan baku mutu air lindi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) dilakukan berdasarkan hasil uji di 

laboratorium yang terakreditasi paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam 3 (tiga) bulan.  

(8) Pengelolaan air lindi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak berlaku untuk fasilitas penimbunan Limbah B3 

berupa sumur injeksi. 

  

Pasal 188  

(1) Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penimbusan 

akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf c 

dilakukan dengan cara:  

a. menerapkan sistem pendeteksi kebocoran dengan 

ketentuan: 

1. sistem pendeteksi kebocoran dilakukan pada 

lapisan sistem pendeteksi kebocoran dan 

sumur pantau;  

2. sistem pendeteksi kebocoran pada lapisan 

sistem pendeteksi kebocoran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus mampu 

menganalisis kebocoran dan memindahkan air 

lindi ke tempat penampungan air lindi; 

3. sistem pendeteksi kebocoran pada lapisan 

sistem pendeteksi kebocoran berlaku untuk 

fasilitas penimbusan akhir kelas I dan kelas II; 
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4. dalam hal hasil analisa kebocoran sebagaimana 

dimaksud pada huruf a angka 2 menunjukan 

adanya kebocoran, wajib dilakukan:  

a) penghentian sementara kegiatan 

penimbunan;  

b) mencari penyebab dan memperbaiki 

kebocoran; dan  

c) melakukan pemantauan kebocoran satu 

kali dalam satu hari; 

b. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran 

drainase;  

c. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding 

tanggul (embankment); dan  

d. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem 

pengelolaan air lindi.  

(2) Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa sumur injeksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf c 

dilakukan dengan cara:  

a. melakukan uji integritas mekanik atau mechanical 

integrity test paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun; 

b. menerapkan sistem pendeteksi kebocoran melalui 

pemeriksaan parameter kualitas air tanah pada 

sumur pantau; dan 

c. melakukan perbaikan atau penggantian alat atau 

bagian dari sumur injeksi yang tidak berfungsi 

dengan baik. 

(3) Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penempatan 

kembali di area bekas tambang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 185 huruf c dilakukan dengan cara: 

a. menerapkan sistem pendeteksi kebocoran melalui 

pemeriksaan parameter kualitas air tanah pada 

sumur pantau; 

b. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran 

drainase;  
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c. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding 

tanggul (embankment), jika menggunakan tanggul 

(embankment); dan  

d. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem 

pengelolaan air lindi.  

(4) Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa bendungan 

penampung Limbah tambang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 185 huruf c dilakukan dengan cara: 

a. menerapkan sistem pendeteksi kebocoran melalui 

pemeriksaan parameter kualitas air tanah pada 

sumur pantau; 

b. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran 

drainase;  

c. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding 

tanggul (embankment); dan  

d. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem 

pengelolaan air lindi. 

  

Pasal 189  

(1) Pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 185 huruf d pada fasilitas penimbunan Limbah B3 

berupa fasilitas penimbusan akhir, penempatan kembali 

di area bekas tambang, dan bendungan penampung 

Limbah tambang dilakukan terhadap air tanah dengan 

ketentuan:  

a. menggunakan air tanah yang bersumber dari sumur 

pantau;  

b. melakukan pengujian air tanah menggunakan 

sampel air tanah sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a;  

c. mengambil sampel air tanah sebagaimana dimaksud 

pada huruf b paling sedikit:  

1. 1 (satu) kali dalam satu bulan selama 2 (dua) 

tahun pertama beroperasinya kegiatan 

Penimbunan Limbah B3; dan  

2. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk tahun-
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tahun berikutnya; 

d. sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam  huruf 

a harus memenuhi persyaratan:  

1. paling sedikit berjumlah 1 (satu) buah sumur 

pantau di hulu;  

2. paling sedikit berjumlah 2 (dua) buah sumur 

pantau di hilir;  

3. terdapat air dalam sumur pantau yang tidak 

kering sepanjang tahun; dan  

4. jumlah, lokasi dan kedalaman sumur pantau 

sesuai dengan kondisi hidrogeologi setempat;  

e. pengujian air tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan parameter 

uji kualitas air tanah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Nilai rona 

awal kualitas air tanah pada sumur pantau 

ditetapkan berdasarkan hasil uji dengan ketentuan:  

1. paling sedikit 3 (tiga) hasil uji dari sampel yang 

diambil pada rentang waktu yang berbeda; dan  

2. sampel diambil sebelum kegiatan Penimbunan 

Limbah B3 dilakukan; 

f. dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud 

pada huruf e terdapat satu parameter atau lebih 

dari parameter nilai rona awal kualitas air tanah 

yang melampaui nilai rona awal kualitas air tanah, 

wajib dilakukan analisis indikasi kebocoran; dan 

g. dalam hal hasil analisis indikasi kebocoran 

sebagaimana dimaksud pada huruf f menunjukan 

terjadinya kebocoran, wajib dilakukan kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) 

huruf a angka 4.  

(2) Pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 185 huruf d pada fasilitas penimbunan Limbah B3 

berupa sumur injeksi dilakukan dengan ketentuan: 

a. pemantauan kegiatan penimbunan Limbah B3 

setiap saat terhadap: 
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1. viskositas dan densitas bubur Limbah B3 

(slurry); 

2. tekanan permukaan; 

3. tekanan selubung (annulus); 

4. tekanan bawah permukaan; 

5. gradien tekanan injeksi; 

6. temperatur bawah permukaan; dan/atau 

7. laju injeksi bubur Limbah B3 (slurry) ke sumur; 

b. pemantauan air tanah pada sumur pantau 

dilakukan dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan 

radius pengaruh dari proses injeksi untuk sumur 

injeksi yang berada di darat;  

c. pemantauan terhadap air laut, sedimen laut, dan 

ekosistem laut pada area pengaruh injeksi dengan 

memperhatikan arah arus dominan dan 

perubahannya, serta pasang surut air laut untuk 

sumur injeksi yang berada di laut; dan 

d. dalam hal hasil pemantauan mengindikasikan 

terjadinya kebocoran, wajib dilakukan kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) 

huruf a angka 4. 

 

Bagian Keenam 

Penetapan Penghentian Kegiatan Penimbunan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun 

 

Pasal 190   

(1) Setiap Orang yang melakukan Penimbunan Limbah B3 

jika: 

a. bermaksud menghentikan Usaha dan/atau 

Kegiatan;  

b. bermaksud mengubah penggunaan atau 

memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan 

Limbah B3; atau  

c. selesai melaksanakan Penimbunan Limbah B3, 

wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf e. 

(2) Penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. 

(3) Penghentian kegiatan Penimbunan Limbah B3, tidak 

melepaskan kewajiban Setiap Orang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pemulihan 

fungsi Lingkungan Hidup.  

(4) Tata cara memperoleh penetapan penghentian kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 191  

Setiap Orang yang telah memiliki penetapan penghentian 

kegiatan penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 190 wajib melakukan:  

a. penutupan fasilitas penimbunan Limbah B3;  

b. pemeliharaan fasilitas penimbunan Limbah B3; dan  

c. pemantauan fasilitas penimbunan Limbah B3.  

 

Pasal 192  

(1) Penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa 

penimbusan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

191 huruf a dilakukan dengan menggunakan sistem 

pelapis penutup yang berurutan dari dasar, meliputi:  

a. tanah penutup perantara berupa tanah dengan 

ketebalan paling rendah 15 cm (lima belas 

sentimeter) yang ditempatkan di atas Limbah B3;  

b. tanah tudung penghalang berupa:  

1. tanah lempung yang dipadatkan hingga 

mencapai konduktivitas hidraulik 10-7 cm/detik 

(sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per 

detik) dengan ketebalan 60 cm (enam puluh 

sentimeter); atau  

2. lapisan Geosynthetic Clay Liner (GCL) ketebalan 

6 mm (enam milimeter); 

c. tudung geomembran dengan ketentuan: 

1. berupa HDPE dengan ketebalan paling rendah 
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1 mm (satu milimeter) dan konduktivitas 

hidraulik dengan nilai 10-7 cm/detik (sepuluh 

pangkat minus tujuh sentimeter per detik); dan  

2. harus dirancang tahan terhadap semua 

tekanan selama instalasi, konstruksi lapisan 

atas, dan saat penutupan fasilitas penimbusan 

akhir;  

d. pelapis untuk tudung drainase dengan ketentuan: 

1. berupa bahan butiran atau geonet dengan 

transmisivitas planar paling rendah sama 

dengan 0,3 cm2/detik (nol koma tiga sentimeter 

persegi per detik);  

2. dipasang geotextile di lapisan atas; dan  

3. harus mampu mengumpulkan air permukaan 

yang meresap ke dalam lapisan tumbuhan 

yang ada di atasnya untuk kemudian 

menyalurkan ke tepian fasilitas penimbusan 

akhir, 

dan 

e. pelapis tanah untuk tumbuhan berupa tanah pucuk 

(top soil) dengan ketebalan paling rendah 60 cm 

(enam puluh sentimeter).  

(2) Penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa 

sumur injeksi, penempatan kembali di area bekas 

tambang, dan bendungan penampung Limbah tambang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a 

dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi, rencana 

pasca tambang dan/atau pedoman yang telah disetujui 

oleh instansi terkait. 

 

Pasal 193  

(1) Pemeliharaan fasilitas penimbunan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 huruf b 

meliputi: 

a. pengelolaan sistem pengeluaran air lindi, sistem 

pendeteksi kebocoran, sistem kontrol drainase, 

dan/atau patok acuan koordinat;  
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b. pemasangan tanda dilarang masuk bagi yang tidak 

berkepentingan; dan  

c. pengelolaan lapisan penutup.  

(2) Pengelolaan sistem pengeluaran air lindi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187.  

 

Pasal 194  

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 

huruf c meliputi: 

a. pemantauan kualitas air tanah dari sumur pantau 

dan air lindi pada fasilitas penimbunan Limbah B3 

berupa penimbusan akhir dilakukan selama 31 (tiga 

puluh satu) tahun, dengan ketentuan:  

1. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk 1 

(satu) tahun pertama;  

2. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk 10 

(sepuluh) tahun berikut; dan 

3. 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk 20 

(dua puluh) tahun berikutnya;  

b. pemantauan kualitas air tanah dari sumur pantau 

pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa 

sumur injeksi dilakukan selama 31 (tiga puluh satu) 

tahun, dengan ketentuan:  

1. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk 1 

(satu) tahun pertama;  

2. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk 10 

(sepuluh) tahun berikut; dan 

3. 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk 20 

(duapuluh) tahun berikutnya;  

c. pemantauan kualitas air tanah dari sumur pantau 

pada fasilitas penimbunan Limbah B3 berupa 

penempatan kembali di area bekas tambang 

dilakukan selama 6 (enam) tahun atau sesuai 

dengan Rencana Pasca Tambang, dengan 

ketentuan:  

1. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk 1 
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(satu) tahun pertama; dan 

2. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk 5 (lima) 

tahun berikutnya;  

d. pemantauan kualitas air tanah dari sumur pantau 

pada fasilitas penimbunan Limbah B3 berupa 

bendungan penampung Limbah tambang selama 11 

(sebelas) tahun, dengan ketentuan:  

1. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk 1 

(satu) tahun pertama; dan 

2. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk 10 

(sepuluh) tahun berikutnya, 

dan 

e. pemantauan setiap saat terhadap potensi 

kebocoran, pelindian, dan/atau kegagalan fasilitas 

penimbunan Limbah B3.  

(2) Tata cara pemantauan kualitas air tanah dilakukan 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 189. 

  

Pasal 195  

(1) Pelaksanaan penutupan, pemeliharaan, dan pemantauan 

fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 dilaporkan 

kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) 

bulan.  

(2) Dalam hal lokasi fasilitas penimbunan Limbah B3 yang 

ditutup akan dimanfaatkan, dilakukan dengan 

ketentuan: 

a. tercantum dalam penetapan penghentian kegiatan 

penimbunan Limbah B3;  

b. dapat dilakukan pada fasilitas penimbunan Limbah 

B3 B3 berupa penimbusan akhir, penempatan 

kembali di area bekas tambang, dan bendungan 

penampung Limbah tambang; 

c. tidak merusak lapisan penutup fasilitas 

penimbunan Limbah B3; 

d. tidak berupa bangunan rumah atau gedung; 
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e. paling cepat 5 (lima) tahun setelah penutupan 

fasilitas penimbunan Limbah B3 berupa fasilitas 

penimbusan akhir kelas III; dan 

f. paling cepat 5 (lima) tahun setelah penutupan 

fasilitas penimbunan Limbah B3 berupa fasilitas 

penempatan kembali di area bekas tambang dan 

bendungan penampung Limbah tambang dan sesuai 

dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pasca 

tambang yang telah disetujui oleh instansi terkait. 

 

Bagian Ketujuh 

Laporan 

 

Pasal 196  

(1) Pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 172 dilaporkan secara elektronik 

kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 

(enam) bulan sejak Persetujuan Teknis diterbitkan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara elektronik melalui laman 

https://plb3.menlhk.go.id dengan bukti pelaporan 

berupa tanda terima elektronik. 

 

BAB X  

DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH  

 

Pasal 197  

(1) Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) 

Limbah ke laut wajib memiliki Persetujuan dari 

Pemerintah Pusat. 

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan 

Limbah. 

 

Pasal 198  

Limbah yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) 

Limbah ke laut meliputi: 
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a. Limbah B3 berupa: 

1. Tailing dari kegiatan pengolahan hasil 

pertambangan; dan 

2. serbuk bor dari hasil pengeboran Usaha dan/atau 

Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut 

menggunakan Lumpur Bor  berbahan dasar sintetis 

(synthetic based mud);  

dan 

b. Limbah nonB3 berupa serbuk bor dan lumpur bor dari 

hasil pengeboran Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi 

dan/atau eksploitasi di laut menggunakan Lumpur Bor 

berbahan dasar air (water based mud). 

 

Pasal 199  

Lumpur Bor berbahan dasar sintetis (synthetic based mud) 

dan Lumpur Bor berbahan dasar air (water based mud) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf a angka 2 dan 

huruf b harus memenuhi ketentuan:  

a. memiliki kandungan total hidrokarbon poli aromatik 

kurang dari 0,001% (nol koma nol nol satu persen); dan  

b. dalam hal dilakukan penambahan barite yang 

mengandung merkuri (Hg) dan kadmium (Cd) ke dalam 

lumpur bor, harus memenuhi ketentuan konsentrasi:  

1. merkuri (Hg) dalam barite lebih kecil dari 1 mg/kg 

(satu miligram per kilogram) berat kering; dan/atau  

2. kadmium (Cd) dalam barite lebih kecil dari 3 mg/kg 

(tiga miligram per kilogram) berat kering.  

 

Pasal 200  

Setiap orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) 

Limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 

harus memenuhi ketentuan:  

a. persyaratan Limbah sebelum dilakukan Dumping 

(Pembuangan);  

b. persyaratan lokasi Dumping (Pembuangan);  

c. tata cara Dumping (Pembuangan); dan  

d. pemantauan lingkungan.  

www.peraturan.go.id



2021, No. 294 -136- 

  

Pasal 201  

(1) Limbah sebelum dilakukan Dumping (Pembuangan) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf a wajib 

dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun.  

(2) Terhadap Limbah B3 berupa Tailing yang telah 

dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji: 

a. derajat keasaman (pH); 

b. total konsentrasi zat pencemar; 

c. toksikologi LC50; dan 

d. teratogenisitas. 

(3) Terhadap Limbah serbuk bor dari hasil pengeboran 

Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau 

eksploitasi di laut menggunakan Lumpur Bor berbahan 

dasar sintetis (synthetic based mud), dan serbuk bor dan 

lumpur bor dari hasil pengeboran Usaha dan/atau 

Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut 

menggunakan Lumpur Bor berbahan dasar air (water 

based mud) yang telah dilakukan netralisasi atau 

penurunan kadar racun sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan uji: 

a. total konsentrasi zat pencemar; 

b. toksikologi LC50; dan 

c. kandungan hidrokarbon. 

(4) Netralisasi atau penurunan kadar racun sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 

bersamaan dengan pemisahan serbuk bor dan Lumpur 

Bor, untuk Limbah serbuk bor dan Limbah Lumpur Bor . 

(5) Netralisasi atau penurunan kadar racun sebagaimana 

dimaksud pada pada ayat (2) dan ayat (3) dapat 

dikecualikan dengan ketentuan: 

a. proses pengeboran tidak menggunakan pipa 

konduktor (riserles); dan  

b. Lumpur Bor  yang digunakan berupa air laut. 

(6) Uji Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) dilakukan di laboratorium terakreditasi.  
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(7) Dalam hal belum terdapat laboratorium terakreditasi, uji 

Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 

(4) dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang 

menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar 

Nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium 

yang baik.  

  

Pasal 202  

(1) Uji Toksikologi LC50 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

201 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dilakukan 

dengan ketentuan:  

a. menggunakan hewan uji post larvae udang (penaeus 

sp) berumur 10-15 (sepuluh sampai dengan lima 

belas) hari; dan  

b. diuji selama 96 (sembilan puluh enam) jam.  

(2) Uji Teratogenisitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

201 ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan Method 

1005.0 (EPA-821-R-02-014, October 2002), United States 

– Environmental Protection Agency (US-EPA) dengan 

menggunakan hewan uji sheepshead minnow (cyprinodon 

variegatus).  

(3) Dalam hal hewan uji sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak ditemukan di dalam negeri, uji teratogenisitas 

dilakukan terhadap hewan endemik yang memenuhi 

persyaratan sensitivitas hewan uji yang ditentukan oleh 

lembaga berkompeten di bidang penelitian kelautan.  

(4) Uji Teratogenisitas terhadap hewan endemik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur 

Jenderal.  

  

Pasal 203  

(1) Uji Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat 

(2) dan ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:  

a. paling sedikit 1 (satu) kali selama dilakukan 

Dumping (Pembuangan) Limbah B3, untuk uji 

penentuan pH, total konsentrasi zat pencemar, 
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Toksikologi LC50, dan teratogenisitas; dan  

b. paling sedikit 1 (satu) kali untuk setiap tahap 

pengeboran, untuk uji kandungan hidrokarbon.  

(2) Dalam hal terdapat perubahan teknologi proses mineral 

pertambangan dan perubahan untuk setiap lokasi 

penambangan mineral, pengujian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan kembali.  

  

Pasal 204  

(1) Limbah yang telah dilakukan netralisasi atau penurunan 

kadar racun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 

dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) jika memenuhi 

persyaratan hasil uji:  

a. total konsentrasi zat pencemar sesuai dengan baku 

mutu total konsentrasi zat pencemar sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;  

b. Toksikologi LC50 lebih besar dari 30.000 ppm spp 

(tiga puluh ribu part per million solid particulate 

phase);  

c. nilai derajat keasaman (pH) antara 7 (tujuh) sampai 

dengan 10 (sepuluh) untuk Limbah B3 berupa 

Tailing; 

d. teratogenisitas tidak menunjukkan adanya sifat 

teratogenik, untuk Limbah B3 berupa tailing; dan  

e. kandungan Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) atau 

oil on cutting, untuk Limbah berupa serbuk bor dan 

Limbah Lumpur Bor  memenuhi ketentuan:  

1. paling tinggi 5% (lima persen) sampai dengan 

tahun 2024; dan 

2. 0% (nol persen) pada tahun 2025.  

(2) Hasil uji total konsentrasi zat pencemar dan Toksikologi 

LC50 untuk Limbah berupa serbuk bor diperoleh dengan 

ketentuan:  

a. terhadap serbuk bor yang dihasilkan oleh kegiatan 

eksplorasi diperoleh berdasarkan hasil uji serbuk 

bor yang dihasilkan dari kegiatan pengeboran di 
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lokasi terdekat; dan  

b. terhadap serbuk bor yang dihasilkan oleh kegiatan 

eksploitasi diperoleh berdasarkan hasil uji serbuk 

bor yang dihasilkan dari kegiatan pengeboran di 

wilayah kerja yang sama.  

(3) Hasil uji total konsentrasi zat pencemar dan Toksikologi 

LC50 untuk Limbah berupa Lumpur Bor  diperoleh 

berdasarkan hasil uji terhadap Limbah Lumpur Bor  

yang memiliki komposisi bahan penyusun yang sama. 

(4) Jika tidak terdapat Limbah Lumpur Bor  yang memiliki 

komposisi bahan penyusun yang sama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), hasil uji diperoleh dari Lumpur 

Bor  yang digunakan.  

 

Pasal 205  

(1) Lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 200 huruf b harus memenuhi 

persyaratan:  

a. terletak di dasar laut pada laut yang memiliki 

lapisan termoklin permanen;  

b. tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah 

sensitif; dan  

c. rona awal kualitas air laut harus memenuhi baku 

mutu air laut sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(2) Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan 

termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah 

berupa Tailing harus memenuhi persyaratan:  

a. terletak di dasar laut dengan kedalaman ≥ 100 m 

(lebih besar dari atau sama dengan seratus meter);  

b. secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya 

ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang 

mengarahkan tailing ke kedalaman ≥ 200 m (lebih 

besar dari atau sama dengan dua ratus meter);  

c. tidak ada proses pengadukan (mixing) di daerah 

upwelling; dan  

d. tidak menimbulkan dampak terhadap daerah 
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sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran 

dampak.  

(3) Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan 

termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a lokasi tempat dilakukan Dumping 

(Pembuangan) berupa serbuk bor dan Lumpur Bor harus 

memenuhi persyaratan:  

a. terletak di laut dengan kedalaman ≥ 50 m (lebih 

besar dari atau sama dengan lima puluh meter);  

b. dampaknya berada di dalam radius ≤ 500 m (lebih 

kecil dari atau sama dengan lima ratus meter) dari 

lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah berdasarkan 

kajian pemodelan sebaran dampak;  

c. tidak ada proses pengadukan (mixing) di daerah 

upwelling; dan  

d. tidak menimbulkan dampak terhadap daerah 

sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran 

dampak.  

(4) Daerah sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi:  

a. kawasan konservasi laut;  

b. daerah rekreasi atau wisata bahari;  

c. kawasan mangrove/hutan bakau;  

d. ekosistem lamun dan terumbu karang;  

e. taman nasional;  

f. taman wisata alam laut;  

g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;  

h. kawasan rawan bencana alam;  

i. daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta 

budidaya perikanan;  

j. alur migrasi biota laut yang dilindungi;  

k. daerah penangkapan ikan/zona perikanan 

produktif;  

l. alur pelayaran; dan  

m. daerah khusus militer.  

(5) Dalam hal rona awal kualitas air laut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c menunjukkan adanya 

parameter dengan nilai konsentrasi yang melebihi baku 
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mutu air laut, wajib dipastikan tidak ada penambahan 

konsentrasi pada parameter yang melampaui baku mutu 

air laut. 

 

Pasal 206  

(1) Tata cara Dumping (Pembuangan) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 200 huruf c wajib memperhatikan  

a. jenis Limbah; 

b. jumlah Limbah; 

c. jarak Dumping (Pembuangan) Limbah terhadap 

daerah sensitif; 

d. durasi Dumping (Pembuangan); 

e. debit Dumping (Pembuangan); 

f. cara Dumping (Pembuangan); dan 

g. proses dan jenis kegiatan pertambangan, untuk 

Limbah yang bersumber dari pertambangan mineral 

berupa tailing  

(2) Jumlah Limbah, jarak, durasi, debit, dan cara Dumping 

(Pembuangan) Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f 

ditentukan berdasarkan:  

a. hasil kajian pemodelan sebaran dampak; dan  

b. pertimbangan fenomena alam laut yang terjadi 

meliputi: 

1. proses pengadukan (mixing) di daerah up-

welling;  

2. pasang surut; dan  

3. gelombang akibat musim.  

(3) Cara Dumping (Pembuangan) Limbah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f ditentukan berdasarkan 

jenis Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dengan memenuhi ketentuan: 

a. Limbah B3 berupa Tailing dilakukan dengan cara 

menggunakan alat penyalur Limbah;  

b. Limbah berupa serbuk bor dan Limbah Lumpur Bor  

dilakukan pada:  

1. lokasi yang sama dengan lokasi pengeboran (In 
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situ); atau  

2. lokasi yang berbeda dengan lokasi pengeboran 

(Ex situ) yang memenuhi persyaratan lokasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204. 

c. Dumping (Pembuangan) Limbah yang dilakukan 

pada lokasi yang sama dengan lokasi pengeboran (In 

situ) sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 

dilakukan dengan cara:  

1. menggunakan alat penyalur yang disalurkan ke 

dalam laut hingga kedalaman laut paling 

sedikit 8 m (delapan meter) di bawah 

permukaan laut rata-rata; dan/atau  

2. tanpa menggunakan alat penyalur di dasar laut 

untuk kegiatan pengeboran tanpa 

menggunakan pipa konduktor (riserless).  

d. Dumping (Pembuangan) Limbah dilakukan pada 

lokasi yang berbeda dengan lokasi pengeboran (Ex 

situ) sebagaimana dimaksud pada) huruf b angka 2, 

harus dilakukan dengan cara menggunakan alat 

penyalur yang disalurkan ke dalam laut hingga 

kedalaman laut paling sedikit 8 m (delapan meter) di 

bawah permukaan laut rata-rata.  

 

Pasal 207  

Pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

200 huruf d dilakukan paling sedikit terhadap: 

a. kualitas air laut; dan 

b. dampak lingkungan. 

 

Pasal 208  

(1) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 207 huruf a untuk Dumping (Pembuangan) 

Limbah B3 berupa tailing dilakukan di lokasi titik 

penaatan yang ditetapkan dengan memperhatikan: 

a. zona pencampuran antara Limbah dengan air laut;  

b. kedalaman laut;  

c. daerah sensitif; dan  
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d. hasil pemodelan sebaran dampak. 

(2) Pemantauan kualitas air laut untuk Dumping 

(Pembuangan) Limbah serbuk bor dan Lumpur Bor  

dilakukan dengan ketentuan:  

a. dilakukan paling sedikit pada 2 (dua) titik penaatan 

yang berada di radius 500 m (lima ratus meter) dari 

lokasi Dumping (Pembuangan);  

b. titik penaatan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

ditetapkan dengan memperhatikan:  

1. musim pada saat Dumping (Pembuangan);  

2. pasang surut;  

3. arah arus dominan; dan  

4. daerah sensitif;  

c. dalam hal arah arus sebagaimana dimaksud pada 

huruf b angka 3 mengalami perubahan dari rencana 

yang ditetapkan, wajib dilakukan penambahan titik 

penaatan pada jarak 500 m (lima ratus meter) 

searah arus dominan dari lokasi Dumping 

(Pembuangan) Limbah sesuai dengan hasil kajian 

pemodelan sebaran dampak;  

d. pengambilan sampel dilakukan pada:  

1. kedalaman paling sedikit 20 m (dua puluh 

meter) dari permukaan laut rata-rata yang 

ditentukan berdasarkan sebaran paling jauh 

atau konsentrasi Total Suspended Solid (TSS) 

paling tinggi menurut hasil kajian pemodelan 

sebaran dampak;  

2. waktu yang ditentukan berdasarkan sebaran 

paling jauh atau konsentrasi Total Suspended 

Solid (TSS) paling tinggi menurut hasil kajian 

pemodelan sebaran dampak; dan  

3. saat pasang dan surut.  

(3) Hasil pemantauan kualitas air laut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi 

baku mutu air laut sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(4) Dalam hal rona awal kualitas air laut menunjukkan 
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adanya parameter dengan nilai konsentrasi yang 

melebihi baku mutu air laut, nilai konsentrasi parameter 

tersebut tidak boleh bertambah.  

 

Pasal 209  

Pemantauan dampak lingkungan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 207 huruf b paling sedikit terhadap: 

a. sedimen laut; dan  

b. ekosistem laut.  

 

Pasal 210  

(1) Pemantauan dampak lingkungan berupa sedimen laut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a untuk 

Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa Tailing 

dilakukan di titik penaatan sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2) huruf 

b.  

(2) Pemantauan dampak lingkungan terhadap sedimen laut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a untuk 

Dumping (Pembuangan) Limbah serbuk bor dan Lumpur 

Bor dilakukan: 

a. untuk Dumping (Pembuangan) Limbah yang 

dilakukan pada lokasi yang berbeda dengan lokasi 

pemboran (Ex Situ); 

b. di titik penaatan sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) 

huruf b. 

(3) Pemantauan sedimen laut sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan: 

a. membandingkan kualitas sedimen laut setelah 

kegiatan Dumping (Pembuangan) dengan rona awal 

kualitas sedimen laut; dan 

b. menggunakan parameter sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

Pasal 211  

(1) Pemantauan dampak lingkungan berupa ekosistem laut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf b untuk 
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Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa tailing 

dilakukan di lokasi terdekat dengan lokasi Dumping 

(Pembuangan) dan dilakukan terhadap:  

a. plankton dan benthos;  

b. kelimpahan ikan;  

c. ekosistem terumbu karang;  

d. ekosistem mangrove; dan  

e. ekosistem padang lamun.  

(2) Pemantauan dampak lingkungan berupa ekosistem laut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf b untuk 

Dumping (Pembuangan) Limbah serbuk bor dan Lumpur 

Bor  dilakukan terhadap:  

a. plankton dan benthos; dan  

b. kelimpahan ikan di daerah lokasi Dumping 

(Pembuangan) Limbah.  

 

Pasal 212  

Periode waktu pemantauan lingkungan dilakukan dengan 

ketentuan: 

a. Pemantauan kualitas air laut untuk Dumping 

(Pembuangan) Limbah B3 berupa tailing sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) dilakukan paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; 

b. Pemantauan kualitas air laut untuk Dumping 

(Pembuangan) Limbah berupa serbuk bor dan Lumpur 

Bor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) 

dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah Dumping 

(Pembuangan) Limbah dilakukan; 

c. Pemantauan sedimen laut untuk Dumping 

(Pembuangan) Limbah B3 berupa Tailing sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) dilakukan paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; 

d. Pemantauan sedimen laut untuk Dumping 

(Pembuangan) Limbah serbuk bor dan Lumpur Bor  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) 

dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah seluruh 

kegiatan Dumping (Pembuangan) selesai; dan 
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e. Pemantauan ekosistem laut sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 211 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun.  

 

Pasal 213  

(1) Kajian pemodelan sebaran dampak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2) huruf d, Pasal 205 

ayat (3) huruf b dan huruf d, Pasal 206 ayat (2) huruf a, 

Pasal 208 ayat (1) huruf d, Pasal 208 ayat (2) huruf c dan 

huruf d dibuat untuk memperkirakan sebaran luasan 

dampak.  

(2) Kajian pemodelan sebaran dampak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:  

a. modeling 3 (tiga) dimensi untuk melihat pergerakan 

limbah baik pergerakan secara vertikal maupun 

horizontal serta penyebarannya di kolom air dan 

dasar perairan;  

b. menggunakan parameter kunci sebagai acuan 

sebaran dampak;  

c. telah divalidasi dengan menggunakan arus atau 

pasang surut; dan  

d. data untuk model berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1).  

(3) Parameter kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b meliputi:  

a. total suspended solid (TSS) untuk kegiatan Dumping 

(Pembuangan) Limbah berupa serbuk bor dan 

Lumpur Bor dari pengeboran yang menggunakan 

lumpur berbahan dasar air (water based mud));  

b. total suspended solid (TSS) dan minyak untuk 

kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah berupa 

serbuk bor dari pengeboran yang menggunakan 

Lumpur Bor berbahan dasar sintetis (synthetic 

based mud);  

c. total suspended solid (TSS) dan parameter logam 

berat untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) 

Limbah B3 berupa Tailing; dan  
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d. Parameter logam berat sebagaimana dimaksud pada 

huruf c ditentukan berdasarkan proses dan jenis 

kegiatan pertambangan.  

(4) Hasil kajian pemodelan sebaran dampak paling sedikit 

memuat:  

a. parameter input model;  

b. validasi model dengan tingkat kepercayaan paling 

sedikit 80% (delapan puluh persen);  

c. kesimpulan tentang luasan dampak dan konsentrasi 

parameter kunci berdasarkan hasil simulasi model;  

d. waktu pada saat dihasilkan sebaran dampak paling 

tinggi; dan 

e. hasil kajian pemodelan sebaran dampak harus 

diverifikasi pada saat Dumping (Pembuangan) 

Limbah selesai dilakukan dengan memperhatikan 

ukuran partikel serbuk bor (grain size), arus laut, 

dan hasil pemantauan kualitas air laut. 

 

Pasal 214  

(1) Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) 

Limbah, jika: 

a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau  

b. mengubah penggunaan dan/atau memindahkan 

lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah, 

wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan oleh 

Menteri. 

(2) Penetapan penghentian kegiatan terhadap penghentian 

Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dilakukan pada saat kegiatan Dumping 

(Pembuangan) Limbah sedang berlangsung. 

 

Pasal 215  

(1) Pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dilaporkan 

kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 

(enam) bulan sejak Persetujuan Teknis diterbitkan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

www.peraturan.go.id



2021, No. 294 -148- 

secara elektronik melalui laman 

https://plb3.menlhk.go.id dengan bukti pelaporan 

berupa tanda terima elektronik. 

 

BAB XI 

PERPINDAHAN LINTAS BATAS 

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

 

Pasal 216  

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak 

mampu melakukan sendiri Pemanfaatan Limbah B3 

dan/atau Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya, 

dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya. 

(2) Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi 

Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah 

B3 di dalam negeri. 

(3) Dalam hal Limbah B3 akan diekspor ke negara 

penerima, Penghasil Limbah B3 atau eksportir Limbah 

B3 wajib: 

a. mengajukan permohonan notifikasi secara tetulis 

kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui 

Menteri; dan 

b. memiliki izin ekspor Limbah B3. 

(4) Pelaksanaan ekspor Limbah B3 dapat dilaksanakan 

apabila: 

a. notifikasi yang dikirimkan oleh Pemerintah Republik 

Indonesia kepada negara penerima disetujui negara 

penerima; dan  

b. notifikasi yang dikirimkan oleh Pemerintah Republik 

Indonesia kepada negara transit disetujui negara 

transit. 

(5) Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) disetujui oleh otoritas negara tujuan ekspor dan 

negara transit Limbah B3, Menteri menerbitkan 

rekomendasi ekspor Limbah B3. 

(6) Dalam menerbitkan notifikasi ekspor Limbah B3 dan 
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penerbitan Rekomendasi ekspor Limbah B3 Menteri 

menugaskan kepada Direktur Jenderal. 

(7) Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) menjadi dasar penerbitan izin ekspor 

Limbah B3 yang diterbitkan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perdagangan. 

 

Pasal 217  

(1) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 216 pada ayat (3) huruf a dilengkapi dengan 

keterangan paling sedikit mengenai: 

a. identitas eksportir Limbah B3; 

b. negara tujuan ekspor Limbah B3; 

c. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, 

dan jumlah Limbah B3 yang akan diekspor; 

d. alat angkut Limbah B3 yang akan digunakan; 

e. negara transit; 

f. tanggal rencana pengangkutan, pelabuhan atau 

terminal tujuan transit, waktu tinggal di setiap 

transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan 

keluar; 

g. dokumen mengenai asuransi lingkungan hidup; 

h. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3; 

i. dokumen mengenai tata cara penanganan Limbah 

B3 yang akan diangkut; dan 

j. dokumen yang berisi pernyataan dari Penghasil 

Limbah B3 dan eksportir Limbah B3 mengenai 

keabsahan dokumen yang disampaikan. 

(2) Penghasil Limbah B3 atau eksportir Limbah B3 

mengajukan permohonan notifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tetulis 

dan/atau secara elektronik dilengkapi dengan: 

 

a. formulir surat permohonan notifikasi ekspor Limbah 

B3; 

b. fomulir aplikasi ekspor Limbah B3; 
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c. fomulir notification basel convention; dan 

d. formulir movement document basel convention. 

(3) Menteri menerbitkan notifikasi ekspor Limbah B3 yang 

ditujukan kepada instansi yang membidangi 

perpindahan lintas batas Limbah B3 di negara tujuan 

ekspor Limbah B3 dalam waktu paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja dari permohonan notifikasi diterima. 

(4) Surat notifikasi ekspor Limbah B3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan fomulir 

notification basel convention dan formulir Movement 

document basel convention yang telah disetujui oleh 

Direktur Jenderal sebagai focal point konvensi basel 

untuk Indonesia. 

(5) Surat notifikasi ekspor Limbah B3 dengan keterangan 

paling sedikit mengenai: 

a. identitas eksportir Limbah B3; 

b. nama, jumlah dan kode Limbah B3 yang akan 

diekspor; 

c. penghasil Limbah B3; 

d. identitas importir dan penerima Limbah B3;  

e. identitas fasilitas pemanfaat dan/atau pengolah 

Limbah B3 di negara penerima;  

f. negara tujuan; dan 

g. negara transit. 

(6) Surat permohonan notifikasi dan notifikasi ekspor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat 

(3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 218  

(1) Berdasarkan persetujuan dari otoritas negara tujuan 

ekspor dan negara transit Limbah B3, Menteri 

menerbitkan rekomendasi ekspor Limbah B3 dalam 

waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dari persetujuan 

diterima. 

(2) Menteri memberikan rekomendasi ekspor Limbah B3 
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kepada Penghasil Limbah B3 atau eksportir Limbah B3 

yang mengajukan permohonan ekspor Limbah B3 

dengan keterangan paling sedikit memuat: 

a. nama, jumlah, dan kode Limbah B3 yang akan 

diekspor;  

b. negara tujuan dan negara transit; 

c. kewajiban dalam melaksanakan ekspor Limbah B3; 

dan 

d. masa berlaku rekomendasi ekspor Limbah B3. 

(3) Rekomendasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 219  

(1) Dalam hal Limbah B3 akan dimasukkan ke dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk 

tujuan transit, Pengangkut Limbah B3 melalui negara 

eskportir Limbah B3 harus mengajukan permohonan 

notifikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui 

Menteri. 

(2) Menteri memberikan jawaban berupa pesetujuan atau 

penolakan atas permohonan notifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 60 

(enam puluh) hari sebelum transit dilakukan. 

(3) Dalam hal menteri menolak permohonan notifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai 

dengan alasan penolakan. 
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BAB XII  

PERMOHONAN DAN PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS 

DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL DI BIDANG 

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN 

BERACUN 

 

Bagian Kesatu 

Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Teknis Di Bidang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

 

Pasal 220  

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-

UPL yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 

wajib memiliki: 

a. Persetujuan Teknis PLB3; dan  

b. SLO-PLB3. 

(2) Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. Pengumpulan Limbah B3; 

b. Pemanfaatan Limbah B3; 

c. Pengolahan Limbah B3; dan 

d. Penimbunan Limbah B3. 

(3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-

UPL yang melakukan kegiatan Dumping (pembuangan) 

Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis PLB3, 

tanpa disertai dengan kewajiban memiliki SLO-PLB3. 

 

Pasal 221  

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan 

mengajukan permohonan Persetujuan Teknis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf a 

dan ayat (3) kepada:  

a. Menteri, untuk kegiatan: 

1. Pengumpulan Limbah B3 skala nasional; 

2. Pemanfaatan Limbah B3; 

3. Pengolahan Limbah B3; 

4. Penimbunan Limbah B3; dan 
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5. Dumping (pembuangan) Limbah B3; 

b. gubernur, untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 

skala provinsi; atau 

c. bupati/wali kota, untuk kegiatan Pengumpulan 

Limbah B3 skala kabupaten/kota. 

(2) Untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, 

permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 

a. bersamaan dengan permohonan Persetujuan 

Lingkungan; atau 

b. permohonan tersendiri. 

(3) Untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL, 

permohonan Persetujuan Teknis PLB3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mengajukan 

permohonan Persetujuan Lingkungan. 

 

Pasal 222  

(1) Permohonan Persetujuan Teknis PLB3 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) huruf a dilengkapi 

dengan: 

a. kajian teknis sesuai dengan kegiatan Pengelolaan 

Limbah B3; 

b. salinan bukti kepemilikan atas dana penjaminan 

untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang 

masih berlaku dengan nilai pertanggungan paling 

sedikit senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar 

rupiah);  

c. perhitungan biaya dan model keekonomian; dan  

d. salinan sertifikat kompetensi tenaga kerja di bidang 

Pengelolaan Limbah B3. 

(2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, dan huruf c dikecualikan bagi Penghasil 

Limbah B3. 

(3) Perhitungan biaya dan model keekonomian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat 

informasi: 
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a. modal tetap; dan 

b. modal kerja. 

(4) Permohonan Persetujuan Teknis PLB3 dan kajian teknis 

disusun dengan menggunakan format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXIV dan Lampiran XXV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 223  

(1) Terhadap permohonan Persetujuan Teknis PLB3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 Menteri, 

gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangannya melakukan: 

a. pemeriksaan kelengkapan administrasi; 

b. verifikasi; dan 

c. penerbitan Persetujuan Teknis PLB3. 

(2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1): 

a. Menteri, menugaskan Direktur Jenderal; dan 

b. gubernur atau bupati/wali kota dapat menugaskan 

pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup. 

 

Pasal 224  

(1) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1) huruf a dilakukan 

untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran 

dokumen, paling lama 2 (dua) hari kerja. 

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun dalam bentuk berita acara yang menyatakan 

permohonan: 

a. lengkap dan benar; atau  

b. tidak lengkap dan/atau tidak benar. 

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen menyatakan 

permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, 

pejabat yang memeriksa permohonan menyampaikan 

berita acara pemeriksaan kepada pemohon untuk 

dilakukan perbaikan. 
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(4) Berita acara pemeriksaan disusun dengan menggunakan 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 225  

(1) Pemohon yang mendapatkan berita acara pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3) 

melakukan perbaikan dan penyampaian kembali 

dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. 

(2) Dalam hal perbaikan dokumen tidak disampaikan 

kembali sampai batas waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) permohonan dinyatakan batal. 

 

Pasal 226  

(1) Terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap 

dan benar, Direktur Jenderal dan pejabat sesuai dengan 

kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 

ayat (2) melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja. 

(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menunjukkan: 

a. memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal dan 

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menerbitkan Persetujuan Teknis PLB3; atau 

b. tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal dan 

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menolak permohonan Persetujuan Teknis PLB3, 

disertai dengan alasan penolakan. 

(3) Penerbitan atau penolakan Persetujuan Teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 

verifikasi diketahui. 

(4) Persetujuan Teknis PLB3 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a disusun dengan menggunakan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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Pasal 227  

(1) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

226 ayat (2) huruf a wajib diubah dalam hal terjadi 

perubahan persyaratan teknis untuk kegiatan: 

a. Pengumpulan Limbah B3:  

1. lokasi fasilitas Pengumpulan Limbah B3; 

2. desain dan kapasitas fasilitas Pengumpulan 

Limbah B3; dan/atau 

3. skala Pengumpulan Limbah B3; 

b. Pemanfaatan Limbah B3: 

1. nama, kategori, dan karakteristik Limbah B3 

yang dimanfaatkan; 

2. teknologi dan kapasitas Pemanfaatan Limbah 

B3; dan/atau 

3. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa 

Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan 

Limbah B3; 

c. Pengolahan Limbah B3: 

1. nama dan karakteristik Limbah B3 yang 

dikelola; 

2. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, 

dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; 

dan/atau 

3. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa 

Limbah B3 untuk campuran Pengolahan 

Limbah B3; 

d. Penimbunan Limbah B3: 

1. nama dan karakteristik Limbah B3 yang 

ditimbun; dan/atau 

2. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, 

dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3. 

e. Dumping (Pembuangan) Limbah B3: 

1. nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan 

debit Limbah B3 yang dilakukan Dumping 

(Pembuangan) Limbah B3; dan/atau 

2. metode dan tata cara Dumping (Pembuangan) 

Limbah B3. 
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(2) Untuk melakukan perubahan Persetujuan Teknis, 

penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan 

permohonan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau 

bupati/wali kota sesuai kewenangannya, dengan 

ketentuan: 

a. paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi 

perubahan, untuk kegiatan Pengumpulan Limbah 

B3, Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah 

B3, penimbunan Limbah B3; 

b. paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi 

perubahan, untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; 

c. paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan, 

untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3. 

(3) Pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi 

perubahan persyaratan teknis:  

a. sebelum terbitnya SLO-PLB3; atau  

b. setelah terbitnya SLO-PLB3. 

 

Pasal 228  

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 227 Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota 

sesuai dengan kewenangannya melakukan: 

a. evaluasi; dan 

b. penerbitan persetujuan atau penolakan perubahan 

Persetujuan Teknis. 

(2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1): 

a. Menteri, menugaskan Direktur Jenderal; dan 

b. gubernur atau bupati/wali kota dapat menugaskan 

pejabat yang membidangi lingkungan hidup. 

 

Pasal 229  

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat 

(1) huruf a dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 

sejak permohonan diterima. 
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(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menunjukkan: 

a. kesesuaian persyaratan teknis, Direktur Jenderal 

dan pejabat sesuai dengan kewenangannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2) 

menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis PLB3; 

atau 

b. ketidaksesuaian persyaratan teknis, Direktur 

Jenderal dan pejabat sesuai dengan kewenangannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2) 

menolak permohonan perubahan Persetujuan 

Teknis PLB3. 

(3) Penerbitan atau penolakan perubahan Persetujuan 

Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja sejak hasil evaluasi diketahui. 

(4) Perubahan Persetujuan Teknis PLB3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi persyaratan 

perubahan Persetujuan Lingkungan. 

 

Bagian Kedua 

Penerbitan Surat Kelayakan Operasional di Bidang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

 

Pasal 230  

(1) Untuk dapat memiliki SLO-PLB3 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 220 ayat (1) huruf b penanggung jawab 

Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan: 

a. penyelesaian pembangunan fasilitas Pengelolaan 

Limbah B3, untuk kegiatan Pengelolaan Limbah B3 

yang memerlukan fasilitas; dan 

b. laporan uji coba Pengelolaan Limbah B3, untuk 

kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau 

Pengolahan Limbah B3 yang mensyaratkan uji coba,  

kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai 

kewenangan penerbitan Persetujuan Teknis PLB3. 

 

www.peraturan.go.id



2021, No. 294 
-159- 

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilengkapi dengan salinan Persetujuan Lingkungan. 

  

Pasal 231  

(1) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

230 Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai 

kewenangan penerbitan Persetujuan Teknis PLB3 

melakukan verifikasi kesesuaian fasilitas Pengelolaan 

Limbah B3 dan/atau hasil pelaksanaan uji coba dengan 

Persetujuan Teknis PLB3.  

(2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1): 

a. Menteri, menugaskan Direktur Jenderal; dan 

b. gubernur atau bupati/wali kota dapat menugaskan 

pejabat yang membidangi lingkungan hidup. 

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 

laporan diterima. 

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disusun dalam berita acara dengan menggunakan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 232  

(1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

231 menunjukkan: 

a. kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan 

dan/atau uji coba dengan Persetujuan Teknis, 

Direktur Jenderal dan pejabat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) huruf a 

menerbitkan SLO-PLB3; atau 

b. ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembangunan 

dan/atau uji coba dengan Persetujuan Teknis, 

Direktur Jenderal dan pejabat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) huruf b menolak 

menerbitkan SLO-PLB3 disertai dengan arahan 

tindak lanjut:  
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1. melakukan perbaikan sarana dan prasarana; 

dan/atau 

2. perubahan Persetujuan Teknis,  

(2) Penerbitan atau penolakan SLO-PLB3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon 

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi diketahui. 

 

Pasal 233  

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan 

perbaikan berdasarkan arahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 232 ayat (1) huruf b. 

(2) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal dan 

pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) 

untuk dilakukan verifikasi. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) menyatakan arahan tindak lanjut terpenuhi, 

Direktur Jenderal dan pejabat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 231 ayat (2) menerbitkan SLO-PLB3.  

 

Pasal 234  

(1) SLO-PLB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat 

(1) huruf a dan Pasal 233 ayat (3) digunakan sebagai 

dasar dimulainya: 

a. kegiatan operasional Pengelolaan Limbah B3; dan 

b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab 

Usaha dan/atau Kegiatan dalam perizinan 

berusaha. 

(2) SLO-PLB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

dengan menggunakan format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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BAB XIII  

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 235  

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Pengemudi pengangkutan Limbah B3 untuk alat angkut 

berupa angkutan jalan harus memiliki sertifikat 

kompetensi pengemudi pengangkutan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a 

angka 1 paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya 

Peraturan Menteri ini. 

b. Izin Pengelolaan Limbah B3 yang telah terbit, dinyatakan 

tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin. 

c. Jenis Limbah B3 yang telah menjadi Limbah nonB3 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6634), dan telah memiliki Izin 

Pengelolaan Limbah B3, izin yang dimiliki harus 

dilakukan perubahan Persetujuan Lingkungan dengan 

mengubah rencana pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup untuk kegiatan pengelolaan Limbah 

nonB3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan 

Menteri ini mulai berlaku. 

d. Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 

yang telah dinyatakan lengkap persyaratan administrasi 

dan teknis sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, 

dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Teknis 

dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan dengan 

mengubah rencana pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup. 
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BAB XIV  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 236  

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 

Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbusan 

Akhir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1132); 

c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 

tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan 

melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1699); 

d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) 

Limbah ke Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 623) sebagaimana telah diubah dalam 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/ 

KUM.1/4/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Dumping (Pembuangan) Limbah Ke Laut (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1449); 

e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang 

Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

67); 
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f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.3/4/2020 tentang 

Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 439); 

g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang 

Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

569);  

h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang 

Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

961); 

i. Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-

03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan 

j. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 

128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan 

Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah 

Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 237  

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 1 April 2021 

  

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  

 

ttd. 

 

SITI NURBAYA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 1 April 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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